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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi 
kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum dari periode 1994, 2004, 2006 dan 
2013 di sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta dilihat dari 
kompetensi isi, pembelajaran dan penilaian. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Guru, Komite Sekolah 
dan Siswa yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan sekolah dalam 
perubahan kurikulum. Adapun objek penelitian adalah implementasi kebijakan 
sekolah dalam perubahan kurikulum yang berfokus pada isi, pembelajaran dan 
penilaian di sekolah. Penelitian yang bertempat di SMA Negeri 2 Wates, Kulon 
Progo, Yogyakarta ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, kajian dokumen dan triangulasi. Analisis data menggunakan teknik 
analisis model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan sekolah dalam 
perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates dari kurikulum 1994 sampai 
kurikulum 2013 secara umum berjalan lancar dan baik sesuai pedoman pelaksanaan 
yang berlaku. Pada saat ini, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum 2013 
menimbulkan pro dan kontra yang dikarenakan belum tersosialisasi dengan baik dan 
mekanisme yang kurang baik. Walaupun demikian, pihak sekolah tetap 
melaksanakan dan sebagian besar warga sekolah menanggapinya dengan positif 
thingking. Diharapkan masa berlaku kurikulum 2013 tidak terlalu singkat dan 
diproses dengan matang sehingga dapat dilihat hasil akhir dari kurikulum itu. Untuk 
menyikapi perkembangan kurikulum, khususnya kurikulum 2013 SMA Negeri 2 
Wates lebih menekankan pada kesiapan tenaga pendidik (guru) itu sendiri melalui 
sosialisasi dan melalui kuliah S2. 
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan menjadi salah satu komponen kehidupan yang paling urgen. Sejak
manusia mengenal pendidikan, semenjak itulah manusia telah berhasil
merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lingkungan
kehidupan mereka. Bahkan pendidikan adalah suatu yang alami dalam
perkembangan peradaban manusia. Secara paralel proses pendidikan mengalami
kemajuan yang sangat pesat, baik dalam  bentuk metode, sarana maupun target yang
akan dicapai. Hal ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan.
Sebuah pendidikan harus mengalami kemajuan dari masa ke masa, karena
pendidikan adalah sebuah aktivitas yang integral yang mencakup target, metode dan
sarana dalam membentuk manusia-manusia yang mampu berinteraksi dan
beradabtasi dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal demi terwujudnya
kemajuan yang lebih baik.
Hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003, pasal 1
ayat (1) tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa “ Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara.”
2Potensi tersebut yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa Indonesia.
Potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal apabila
pendidikan di Indonesia mempunyai kualitas yang baik. Setiap warga negara
Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hak ini
juga sudah diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu”. Diduga dalam kenyataannya pendidikan yang bermutu di Indonesia
belum merata karena masih banyak warga negara Indonesia terutama anak-anak yang
tidak bisa atau tidak mau mengenyam pendidikan, sehingga dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai
reformasi dalam kebijakan pendidikan.
Kebijakan pendidikan merupakan konsep yang seharusnya diketahui dan
dilakukan oleh masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat belum memahami
sepenuhnya tentang konsep kebijakan pendidikan. Landasan utama yang mendasari
suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-
mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun demikian, akal manusia
merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi
dalam pengambilan keputusan kebijakan (H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 16).
Salah satu contoh kebijakan pendidikan yaitu kebijakan tentang perubahan
kurikulum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar
nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional ( E. Mulyasa, 2008: 9).
3Kebijakan pendidikan yang akan dibicarakan dalam hal ini adalah kebijakan
sekolah. Di dalam masyarakat modern, pendidikan telah menjadi tugas bersama,
sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-
pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam
melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu, sehingga
tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat
tercapai.
Kebijakan sekolah ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, oleh
karena itu untuk menentukan kebijakan sekolah diperlukan sebuah kurikulum
sebagai standar atau acuan pendidikan. Kurikulum sendiri merupakan salah satu
komponen penting dari sistem pendidikan, karena kurikulum adalah komponen
pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola
maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Sejak Indonesia
memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya,
sejak saat itu pula pemerintah menyusun rencana pelajaran (dengan istilah lain
kurikulum) untuk mengatur jalannya pendidikan di Indonesia (Suparlan, 2011: 34 –
35).
John Franklin Bobbitt (1918) menyatakan bahwa “kurikulum, sebagai satu
gagasan, telah memiliki akar kata Bahasa Latin “race course”, yang menjelaskan
kurikulum sebagai ”mata pelajaran perbuatan” dan pengalaman yang dialami anak-
anak sampai menjadi dewasa, agar kelak sukses dalam masyarakat orang dewasa.”
Berdasarkan uraian di atas, kurikulum kemudian mempunyai dua makna. Pertama,
4sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Kedua, satu
program pembelajaran khusus (Suparlan, 2011: 34 – 35).
Brown (M. Zainur Roziqin, 2007: 45) berpendapat bahwa kurikulum
merupakan situasi kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah
(administrator) untuk membuat tingkah laku yang berubah dalam arus yang tidak
putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda yang melalui pintu sekolah. Jadi,
kurikulum berarti situasi dan kondisi yang ada dalam proses belajar untuk mengubah
sikap anak. Situasi itu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Komponen kurikulum adalah subject–matter, metode, organisasi sekolah dan kelas,
serta pengukuran proses belajar.
Seperti yang diketahui selama ini, di Indonesia telah mengalami beberapa kali
perubahan kurikulum. Hal itu dimaksudkan untuk menyempurnakan kurikulum yang
telah ada pada periode-periode sebelumnya. Contoh kurikulum pada periode
sebelumnya yaitu kurikulum 1994 disempurnakan menjadi kurikulum 2004 yang
disebut dengan istilah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kemudian kurikulum
2004 dirubah lagi pada tahun 2006 dengan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan) dan pada tahun ajaran baru 2013, kurikulum 2006 (KTSP)
dirubah lagi menjadi kurikulum 2013 (Scientific Approach).
Kurikulum dibuat untuk menggerakkan pilar utama dalam pendidikan
(pembelajaran), sehingga penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan
keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Namun
demikian, diduga selama Indonesia merdeka, perjalanan praktek dan refleksi
pendidikan tidak mengalami kemajuan yang berarti untuk meningkatkan mutu
5pendidikan, bahkan boleh dikatakan lemah dalam visi dan misi global
(http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13660702.pdf).
Sejak Indonesia merdeka, kebijakan sekolah dalam hal perubahan kurikulum
selalu menimbulkan persoalan di masyarakat. Sampai-sampai masyarakat menilai
bahwa perubahan kurikulum hanyalah sekedar pergantian kurikulum dan ujicoba
kurikulum tanpa bertujuan untuk sungguh-sungguh meningkatkan mutu pendidikan
di Indonesia. Seperti rencana pemerintah membuat perubahan kurikulum KTSP
menjadi kurikulum 2013 yang telah diterapkan pada tahun ajaran baru 2013. Padahal
yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam proses pendidikan, bukan
terletak pada bongkar pasang kurikulum, tetapi adalah menjadikan sektor pendidikan
menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan
bangsa Indonesia dalam mengikuti kompetisi global
(http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13660702.pdf).
Kebijakan perubahan kurikulum pendidikan pasti menimbulkan sebab dan
akibat. Salah satu contohnya berdampak pada kebijakan sekolah (respon sekolah
terkait dengan pelaksanaan perubahan kurikulum tersebut) dan proses pembelajaran
di kelas (praktek belajar mengajar). Maka dari itu kebijakan perubahan kurikulum
pendidikan menjadi masalah yang menarik untuk dikaji.
Seperti di sekolah SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo, Yogyakarta merupakan
salah satu contoh sekolahan yang mengalami perubahan kebijakan sekolah seiring
dengan perubahan kurikulum yang berlaku pula. Pada tahun 1994, SMA ini
menggunakan kurikulum 1994 dengan mendasarkan kepada seluruh proses
penyusunan kurikulum pada ketentuan-ketentuan yuridis dan akademis. Dengan
6harapan kurikulum 1994 dapat menjembatani semua kesenjangan yang terdapat
dalam dunia pendidikan di sekolah. Diduga harapan itu tidak terwujud sebagaimana
diperlihatkan oleh sedemikian banyak dan gencarnya keluhan pengelola pendidikan
mengenai kelemahan dan kekurangan kurikulum 1994.
Aspek yang paling dikedepankan dalam kurikulum 1994 tingkat SMA ini
terlalu padat dan sangat membebani siswa, sehingga berpengaruh pada merosotnya
semangat belajar siswa dan mutu pendidikan semakin terpuruk. Akibatnya siswa
enggan untuk belajar lama di sekolah. kelemahan lain ialah adanya tumpang tindih
antara isi kurikulum. Hal itu terlihat dari adanya pengulangan pokok-pokok bahasan
antara bidang studi satu dengan yang lainnya. Di tingkat SMA, kurikulum 1994
memberikan tekanan kuat pada upaya mengarahkan siswa untuk melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal dalam kenyataanya tidak semua lulusan
SMA setiap tahun yang mengikuti UMPTN dapat diterima, hanya sekitar 10% saja
yang lolos. Sebagian, lulusan SMA memang ditampung oleh Perguruan Tinggi
Swasta (PTS), tetapi itu hanya separuhnya. Selebihnya mengambil kursus atau
mencari kerja walaupun mereka tidak disiapkan untuk itu
(http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13660702.pdf).
Kemudian pada tahun 2004, SMA ini dalam proses menggunakan kurikulum
KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kurikulum KBK menitikberatkan pada
pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu
sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan
sekolah yang mengatur interaksi guru dan murid sesuai dengan kurikulum KBK.
Dimana harapan yang diinginkan dari kurikulum KBK yaitu adanya komunikasi dua
7arah yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar menjadi interaktif dan
menyenangkan, baik bagi siswa maupun bagi guru. Namun demikian, selama uji
coba pelaksanaan kurikulum KBK dirasa kurang efektif.
Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian Setya Raharja dkk, yang berjudul
“Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SMU RINTISAN di
DIY”, dikemukakan bahwa kondisi dan kinerja guru dalam persiapan dan kegiatan
pendahuluan proses pembelajaran menggunakan kurikulum KBK sudah cukup
optimal, meskipun masih ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi
antara lain dalam memperhatikan kecepatan belajar setiap siswa, dan intensitas
pemanfaatan buku pokok maupun penunjang. Selain itu juga belum optimalnya
kinerja guru dalam memberikan tagihan, evaluasi pembelajaran, dan program
remedial, terutama pada intensitas pemberian PR/tugas, dan efektivitas pemeriksaan
dan pengembalian PR/tugas.
Kemudian kondisi dan kinerja siswa dalam proses pembelajaran pada
umumnya juga cukup optimal. Aspek yang menonjol dan perlu perhatian serius
adalah siswa merasa kurang tercukupi dalam mendapatkan dan memanfaatkan buku
pokok maupun penunjang untuk mengikuti pembelajaran ber-KBK. Untuk kendala
yang dialami sekolah pada umumnya, yaitu : (1) terlalu banyaknya siswa dalam
setiap kelas; (2) kurang tersedianya buku pokok maupun penunjang; (3) sistem
penilaian dan pemberian tagihan yang diatasi dengan meningkatkan kuantitas dan
kualitas sharing pengalaman lewat MGMP; (4) belum terbiasanya guru memberikan,
memeriksa, mengembalikan PR/tugas secara rutin kepada siswa; (5) belum
terbiasanya siswa aktif bertanya jawab secara baik dalam proses pembelajaran.
8Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diduga bahwa dalam 2 tahun uji
percobaan kurikulum KBK dianggap gagal maka pada tahun 2006 terdapat
perubahan kurikulum yang relatif singkat yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP
merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dimana masing-masing sekolah
mempunyai wewenang atau kebebasan untuk membuat kurikulum sendiri sesuai
dengan lingkungan dan kondisi sekolah masing-masing. Tentunya dalam pembuatan
kurikulum tersebut harus berdasarkan pada standar nasional pendidikan yang telah
ditetapkan oleh BSNP.
Kemudian pada tahun ajaran baru 2013, KTSP dirubah menjadi kurikulum
2013 yang lebih mengedepankan pada pendekatan Scientific. Dengan adanya
kebijakan perubahan kurikulum yang terjadi berkali-kali di Indonesia maka dalam
implementasinya kebanyakan stakeholder tidak mengerti dan memahami inti dari
perubahan kurikulum, sehingga mengakibatkan para stakeholder sebagai pelaku
pendidikan merasa kebingungan dalam mengambil kebijakan sekolah, serta
kebingungan di dalam menerapkan dan mengembangkan kurikulum tersebut.
Secara tidak langsung dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan
sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sekolah
terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang berubah-ubah, yang terjadi pada
kurikulum 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013. Dilihat dari hal
itu, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan peniliti adalah pendekatan
kualitatif yang menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Oleh karena itu peneliti tertarik dan memilih judul “Implementasi Kebijakan
Sekolah dalam Perubahan Kurikulum (Kurikulum Periode 1994, 2004, 2006 dan
92013) di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Peneliti tertarik dan
memilih judul ini untuk mendapatkan jawaban yang sevalid mungkin dan yang tidak
kalah pentingnya yaitu untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Sehingga dengan
jawaban tersebut akan memperoleh sebuah pengalaman dan pengetahuan baru serta
manfaat, baik dari peneliti maupun bagi para pembaca.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang saling
berkaitan, dan peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Pendidikan yang bermutu di Indonesia belum merata.
2. Masyarakat Indonesia belum memahami sepenuhnya tentang konsep kebijakan
pendidikan.
3. Pemerintah kurang memperhatikan tentang bagaimana menjadikan sektor
pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional.
4. Implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum.
5. Ketidakpahaman stakeholder (Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa) dalam
menerapkan dan mengembangkan kurikulum.
C. Pembatasan Masalah
Berhubung dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan peneliti, maka
penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor yang berhubungan atau dipengaruhi oleh
kurikulum, namun hanya fokus pada bagaimana implementasi kebijakan sekolah
dalam perubahan kurikulum (kurikulum periode 1994, 2004, 2006 & 2013) di SMA
Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan sekolah dalam
perubahan kurikulum periode 1994, 2004, 2006 dan 2013 di SMA Negeri 2 Wates,
Kulon Progo, Yogyakarta ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum
periode periode 1994, 2004, 2006 dan 2013 di SMA Negeri 2 Wates.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep yang terkait
implementasi kebijakan di sekolah, menambah kepustakaan tentang
implementasi kebijakan, serta memberi informasi dan data mengenai
kebijakan kurikulum di sekolah (kurikulum periode 1994, 2004, 2006 dan
2013) khususnya di tingkat sekolah menengah atas Kulon Progo, Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisis
dalam penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi program baik pada
saat pelaksanaan maupun penyusunan kurikulum.
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b. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan,
pertimbangan dan refleksi pada saat pengambilan kebijakan sekolah dalam
perubahan kurikulum. Juga sebagai acuan untuk mengimplementasikan
kurikulum terutama dalam proses pembelajaran.
c. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti
dalam masalah penyusun kurikulum yang berubah – ubah dalam jangka
waktu tertentu dan menjadi referensi untuk penelitian – penelitian
berikutnya yang relevan.
G. Definisi Operasional
1. Kebijakan adalah segala sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk
memecahkan permasalahan ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Kebijakan Sekolah adalah suatu keputusan yang dibuat oleh sekolah dalam
bidang pendidikan sebagai cara dari munculnya berbagai permasalahan
pendidikan yang menjadi suatu acuan dalam bertindak dan sebagai solusi dan
inovasi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dari sekolah.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
metode atau strategi pencapaian tujuan dan evaluasi yang digunakan oleh
suatu lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan






Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan kebijakan adalah (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan;
(2) Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman
untuk mencapai sasaran. Buku Politik Ideologi Pendidikan karangan Arif
Rohman (2009) terdapat berbagai tokoh yang mengungkapkan pengertian dari
kebijakan di antaranya adalah :
Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang
disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. James E. Anderson juga
memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,
kelompok dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang
kegiatan (Arif Rohman, 2009: 108).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kebijakan adalah
sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat
sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas ataupun sempit, kabur
ataupun jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, public atau
privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi
mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu atau suatu
rencana (Arif Rohman, 2008: 108).
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Ealau dan Prewitt mengatakan juga bahwa kebijakan adalah sebuah
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang,
baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan
itu). Sedangkan Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang
mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan
menurut Tittmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan
berorientasi kepada tindakan (action-oriented) (Edi Suharto, 1997).
Konsep kebijakan dari pendapat Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 140)
menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari deliberasi
mengenai tindakan (behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai
rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Gambar 1.
Proses kebijakan menurut Thomas R. Dye
(Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 140)
Berdasar gambar di atas dapat dijelaskan bahwa model formula dari proses
kebijakan adalah dimulai dari identifikasi masalah-masalah yang muncul dalam
suatu kebijakan, kedua menyusun atau mengatur agenda gagasan kebijakan,
ketiga melakukan formulasi kebijakan yang akan diputuskan dan legalisasi




















menuju kepada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan, yang didapatkan
setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan.
Ensiklopedia Wikipedia dalam Riant Nugroho (2008: 36) menyebutkan
kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang
mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan
pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O’Neil (Riant Nugroho, 2008:
36) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan,
bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga
kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu
argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi.
Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh
pendidikan.
Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008: 36) mengemukakan bahwa
kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran
pendidikan. Kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang
pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara – bangsa di bidang
pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara – bangsa
secara keseluruhan.
Tilaar dan Nugroho, mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan
merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis
pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk
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mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu
kurun waktu tertentu (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140).
Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H. A. R.
Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 150) adalah :
1. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai
hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan
kemanusiaan.
2. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis
yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.
3. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan
pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
4. Keterbukaan (Openness).
5. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan
6. Analisis Kebijakan
7. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta
didik.
8. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
9. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam
pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
10. Kebijakan pendidiakn harus beradsarkan efisiensi.
Tilaar dan Nugroho menggambarkan definisi kebijakan pendidikan dalam
siklus kebijakan pendidikan sebagai berikut :
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Gambar 2.
Siklus Kebijakan Pendidikan dalam Filsafat dan Teori Pendidikan
(H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 150)
Berdasar atas berbagai pendapat para pakar di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh
pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai
permasalahan pendidikan yang menjadi suatu acuan dalam bertindak dan sebagai
solusi dan inovasi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dari

























Pada masyarakat modern, pendidikan telah menjadi tugas bersama di
dalam masyarakat. Sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang
bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat
berjalan secara formal.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatakan bahwa Satuan
Pendidikan (Sekolah) adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan
dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam
keluarga. Disamping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang
menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat
kelak.
Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah
secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti syarat-syarat yang
jelas dan ketat mulai dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Oleh
karena itu, di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan
pengaturan-pengaturan tertentu yang disebut juga dengan kebijakan sekolah.
Sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga
pendidikan itu dapat tercapai (Hasbullah, 1997: 46).
Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di
sekolah, yaitu :
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1. Pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang
memiliki hubungan hierarkis.
2. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen.
3. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus
diselesaikan.
4. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum.
5. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap
kebutuhan dimasa yang akan datang (Hasbullah, 1997: 46).
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang
secara efektif dan efisiensi dari dan untuk masyarakat, merupakan perangkat
yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik
warga negara. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis dan kronologis yang
berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional. Sebagai pendidikan
yang bersifat formal, sekolah memiliki kebijakan pendidikan berdasarkan asas-
asas tanggung jawab berikut :
1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang
ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalm hal ini UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat
pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa.
3. Tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab professional pengelola dan
pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-
ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung
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jawab dan kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari para
guru.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa ”jalur pendidikan terdiri atas pendidikan
formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya”. Sehingga berdasarkan Undang-undang tersebut, peranan sekolah
sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga bertugas mendidik dan
mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang
dibawa dari keluarganya. Sementara itu, dalam perkembangan kepribadian anak
didik, peranan sekolah dengan melalui kurikulum antara lain:
1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik,
dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru (karyawan).
2. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah.
3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna
bagi agama, bangsa, dan negara (Hasbullah, 1997: 49).
Pada intinya sebagian besar pembentukan kecerdasan (pengertian), sikap
dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian, dilaksanakan oleh
sekolah. Fungsi sekolah itu sendiri, sebagaimana diperinci oleh Suwarno dalam
bukunya Pengantar Umum Pendidikan, adalah :
1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan  pengetahuan.
2. Spesialisasi, efisiensi, dan Sosialisasi.
3. Konservasi dan Transmisi Kultural.
4. Transisi dari rumah ke masyarakat (Hasbullah, 1997: 50).
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Kebijakan sekolah yang berdasarkan fakta serta informasi telah mendapat
input dari kebutuhan sekolah atau masyarakat. Selanjutnya kebijakan sekolah
tersebut akan menentukan masalah-masalah yang perlu dikaji. Dengan demikian,
riset bukan hanya dilaksanakan untuk kepentingan riset itu sendiri, tetapi riset
yang betul-betul dilaksanakan karena kebutuhan lapangan. Hasil riset yang
demikian akan mempunyai validasi berdasarkan kenyataan-kenyataan di
lapangan. Riset yang telah divalidasi dapat disebarluaskan dalam berbagai
eksperimen. Eksperimen sekolah inilah yang akan membuahkan kebijakan
sekolah yang telah tervalidasi. Demikian seterusnya terjadi suatu siklus yang
berkesinambungan antara kebijakan sekolah, praktik sekolah, riset, dan
eksperimen. Dibawah ini merupakan gambar yang telah disampaikan pada
keterangan di atas :
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Gambar 3.
Model Kebijakan Sekolah (Pendidikan) berdasarkan“Evidence Information”
(H.A.R . Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 180)
Berdasar uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan
sekolah adalah segala sesuatu yang mengatur jalannya roda pendidikan di
sekolah sesuai dengan kebutuhan dan demi kelancaran program pembelajaran
yang dilaksanakan oleh sekolah, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai
dengan maksimal.
3. Kajian Kurikulum
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus
berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Sebagai
sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sebuah kurikulum.
Seperti kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan
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berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (E. Mulyasa,
2008: 9).
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa Kurikulum
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Dalam buku teks pertama In The Curriculum, John Franklin Bobbitt
(1918) menyatakan bahwa kurikulum, sebagai satu gagasan, telah memiliki akar
kata Bahasa Latin “race course”, yang menjelaskan kurikulum sebagai ”mata
pelajaran perbuatan dan pengalaman yang dialami anak-anak sampai menjadi
dewasa, agar kelak sukses dalam masyarakat orang dewasa.” Dengan uraian di
atas, kurikulum kemudian mempunyai dua makna. Pertama, sebagai sejumlah
mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Kedua, satu program
pembelajaran khusus (Suparlan, 2011: 34 – 35).
Sukmadinata (2008: 5) mengatakan, “Kurikulum (curriculum) merupakan
suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan
belajar mengajar”. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki empat komponen, yaitu komponen
tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan dan komponen
evaluasi.
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Sebagai suatu sistem setiap komponen harus saling berkaitan satu sama
lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem terganggu atau
tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan
terganggu pula. Dalam sebuah kurikulum memuat suatu tujuan yang ingin
dicapai dalam suatu sistem pendidikan. Untuk itu tujuan dalam suatu kurikulum
memegang peranan yang sangat penting, karena tujuan mengarahkan semua
kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya.
Definisi kurikulum menurut Brown adalah situasi kelompok yang tersedia
bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk membuat tingkah laku
yang berubah dalam arus yang tidak putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda
yang melalui pintu sekolah. Jadi kurikulum berarti situasi dan kondisi yang ada
dalam proses belajar untuk mengubah sikap anak-anak. Dalam definisi ini berarti
bahwa situasi itu diarahkan atau dipimpin dalam pencapaian tujuan yang telah
ditentukan. Komponen dalam kurikulum adalah subject–matter, metode,
organisasi sekolah dan kelas, serta pengukuran proses belajar (M. Zainur
Roziqin, 2007: 45).
Brown berpendapat, ada tiga prinsip sosiologi tertentu dalam perubahan
kurikulum secara keseluruhan.
1. Bahwa perubahaan kurikulum bersifat gradual, mencerminkan nilai-nilai
dasar kultural dari sebuah masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukkan
pekerjaan yang efektif dalam pengarahan nilai-nilai yang paling tinggi.
2. Kurikulum di sekolah berfungsi untuk mengatur siswa dalam hubungannya
dengan orang dewasa, prasangka dalam memberikan pertimbangan nilai
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(value) seperti guru dan siswa, serta disesuaikan dengan perkembangan
siswa.
3. Kurikulum pasti terus-menerus berubah menuju pada suatu bentuk yang
efektif dari tujuan sosial yang telah ditentukan (M. Zainur Roziqin, 2007:
46).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurikulum harus bersifat
fleksibel dan elastis, sehingga terbuka kesempatan untuk memberikan bahan
pelajaran yang penting dan perlu untuk siswa di tempat tertentu. Fleksibel dan
elastis maksudnya adalah kurikulum itu tidak bisa monoton karena kurikulum
tentunya disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat,
sehingga tujuan spesifik dari implementasi kurikulum sebagaimana tersebut di
bawah ini akan terwujudkan.
1. Menumbuhkan rasa toleransi, kesanggupan untuk berfikir sederhana, dan
mengikiskan judgements.
2. Membantu mencapai kematangan pribadi anak-anak.
3. Membantu siswa supaya berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat
sekolahnya.
4. Membantu siswa agar menyadari kepentingan msyarakat, dan menghayati
masyarakatnya sendiri.
5. Mengembangkan kemampuan intelektual anak didik sehingga bisa
memahami kompleksita lingkungan sosial dan peradabannya.
6. Menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar (M. Zainur Roziqin,
2007: 46 – 47).
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B. Kajian Perubahan Kurikulum
1. Kurikulum 1994
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Moch. Sahid mengemukakan bahwa kurikulum 1994 lebih
banyak memberikan kesempatan bagi guru untuk berinisiatif (1994: 15). Guru
diberi kebebasan dalam mengembangkan metode maupun alat-alat yang
dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar selama tidak menyimpang dari
GBPP.
Latar belakang munculnya Kurikulum 1994 adalah adanya pandangan
bahwa proses pembelajaran pada kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada
teori belajar mengajar yang kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran
(Kemendiknas, 2010: 129).
Adapun landasan pengembangan munculnya kurikulum 1994 adalah
pandangan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia yang berdasarkan pada:
1. Pancasila;
2. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1);
3. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan
bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
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kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan” (Benny Karyadi, 1994: 59).
4. PP no. 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 tentang pendidikan dasar maupun
Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 (Sindhunata, 2006: 36).
5. GBHN 1988 tentang pendidikan nasional (Nana Sudjana, 1996: 11).
6. Kep.Men.Dik.Bud No. 60/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
Tujuan pendidikan nasional dalam pasal 4 UUSPN No. 2 Tahun 1989
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan (Kemendiknas, 2010: 129).
Pada PP No. 29 pasal 2 ayat 1 tahun 1990 dikemukakan bahwa tujuan
pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa untuk
melancarkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk
mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan kesenian (Abdullah Idi, 2013: 38).
Isi kurikulum 1994 tingkat SMA berdasarkan PP No. 29 pasal 15 ayat 2
tahun 1990 wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran mengenai Pendidikan
Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu
sekolah dapat menjabarkan dan menambahkan mata pelajaran sesuai dengan
keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah (Abdullah Idi, 2013: 39).
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Kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan dengan sistem klasikal yang
mengelompokkan siswa dengan usia dan kemampuan rata-rata. Siswa menerima
pelajaran dari seorang guru dalam mata pelajaran yang sama dan dalam tempat
serta waktu yang sama. Selain itu, guru dituntut untuk memilih dan menggunakan
strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan
sosial. Untuk mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang
mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih
dari satu jawaban), dan penyelidikan. Ketika pengajaran suatu mata pelajaran
hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan
perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian
antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran
yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah,
sehingga pembelajaran cenderung hanya dilakukan di dalam kelas atau dibatasi
oleh tempat dinding kelas. Kemudian, untuk kegiatan belajar mengajar tambahan
dapat diberikan kepada siswa baik berupa perbaikan atau pengayaan
(Kemendiknas, 2010: 130).
Penilaian dalam Kurikulum 1994 dilakukan dalam ulangan harian, ujian
catur wulan, dan EBTA–EBTANAS. Ulangan harian dan catur wulan dilakukan
oleh para guru dan sekolah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian nilai rapor
dan kenaikan kelas, sedangkan EBTA dilakukan oleh sekolah untuk mata
pelajaran yang tidak di-EBTANAS-kan. EBTANAS dikoordinasikan secara
nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu dasar
penentuan kelulusan. Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian dan pilihan
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ganda. Bentuk soal uraian biasa digunakan dalam ulangan harian. Adapun bentuk
soal pilihan ganda terutama digunakan dalam EBTANAS (Kemendiknas, 2010:
131).
Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di
antaranya sebagai berikut: pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem
caturwulan, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang
cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi), kurikulum 1994 bersifat
sentralisasi (terpusat) dan populis yaitu yang memberlakukan satu sistem
kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia (Wawan Junaidi, 2009).
2. Kurikulum 2004 (KBK)
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah konsep kurikulum yang
dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan
kurikulum 1994. KBK dirancang sejak tahun 2000. Definisi sederhana tentang
Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competency-Based Curiculum) adalah
seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang
harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan
sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Nurhadi,
2004: 16).
Zaenal Arifin (2011: 152) menegaskan bahwa Kurikulum Berbasis
Kompetensi yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada
pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai
kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga
hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua dan masyarakat, baik untuk
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melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja maupun
sosialisasi dengan masyarakat.
Dalam dokumen Depdiknas (2002) kurikulum 2004 dirumuskan sebagai
Kurikulum Berbasis Kompetensi, yaitu perangkat rencana dan pengaturan
tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian,
kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan (Wina
Sanjaya, 2006: 6).
Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan
kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan
standar performance yang telah ditetapkan (Kemendiknas, 2010: 135).
Secara makro tujuan pendidikan nasional dalam kurikulum KBK yaitu
membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu
melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika,
selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan
memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh (E. Mulyasa, 2010: 21).
Secara mikro kurikulum KBK dalam pendidikan nasional bertujuan untuk
membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada: Tuhan Yang Maha Esa,
beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar
(maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan
komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif,
demokrasi), dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri (E. Mulyasa,
2010: 21).
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Penyempurnaan Kurikulum 2004 dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. UUD 1945 dan perubahannya
2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan serta
Permendiknas
4. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Implikasi kebijakan tersebut dalam penyempurnaan KBK yaitu : a) UU
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.
25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan
pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Pergeseran
pengelolaan tersebut berimplikasi pada penyempurnaan kurikulum pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah; b) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang berkenaan dengan pasal 3 dan pasal 35–38 (Nurhadi,
2004: 3).
Wina Sanjaya (2006: 10) mengatakan bahwa KBK sebagai sebuah
kurikulum memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, KBK memuat sejumlah
kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kedua, Implementasi
pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan
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memperhatikan keberagaman setiap individu. Ketiga, evaluasi dalam KBK
menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar.
Depdiknas (2002) dalam buku Pembelajaran Dalam Implementasi
Kurikulum Berbasis Kompetensi mengatakan bahwa karakteristik KBK secara
lebih rinci yaitu: a) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara
individual maupun klasikal, b) berorientasi pada hasil belajar (learning
outcomes) dan keberagaman, c) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan
pendekatan dan metode yang bervariasi, d) sumber belajar bukan hanya guru,
tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, e) penilaian
menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi (Zaenal Arifin, 2011: 155).
Isi kurikulum KBK wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni
dan budaya, Pendidikan jasmani dan olahraga, Keterampilan/kejuruan, dan
Muatan lokal (E. Mulyasa, 2010: 80-90).
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), penilaian berbasis kelas, dan
pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dalam KBMnya, proses belajar tidak
hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Sistem pengelolaan kurikulum KBK menuntut kegiatan belajar mengajar yang
memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang
diharapkan. Kegiatan belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip yaitu
berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik,
menciptakan kondisi menyenangkan peserta didik, mengembangkan beragam
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kemampuan yang bermuatan nilai, menyediakan pengalaman belajar yang
beragam, dan belajar melalui berbuat. Sumber belajar dalam KBK bukan hanya
guru, tetapi juga keseluruhan sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur
educatif. Sehingga dalam kurikulum ini mendorong terjalinnya kerja sama antara
sekolah, masyarakat, dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta
didik. (Kemendiknas, 2010: 146, 166-167).
Penilaian dalam kurikulum 2004 ini menekankan pada proses dan hasil
belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Sistem
Penilaian dalam Kurikulum 2004 (KBK) dilakukan dalam ulangan harian, ujian
semester, UAS dan UNAS. Ulangan harian dan semester dilakukan oleh para
guru dan sekolah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian nilai rapor dan
kenaikan kelas, sedangkan UAS dilakukan oleh sekolah untuk mata pelajaran
yang tidak di-UNAS-kan. UNAS dikoordinasikan secara nasional oleh
Departemen Pendidikan Nasional sebagai salah satu dasar penentuan kelulusan.
Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian dan pilihan ganda. Bentuk soal
uraian biasa digunakan dalam ulangan harian. Bentuk soal uraian dan pilihan
ganda biasa digunakan dalam ujian semester. Adapun bentuk soal pilihan ganda
terutama digunakan dalam UNAS. (Kemendiknas, 2010: 147)
3. Kurikulum 2006 (KTSP)
KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah,
karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan
karakteristik peserta didik (E. Mulyasa, 2008: 8).
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KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan
dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu
mengembangkannya dengan memperhatikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 :
1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan
peserta didik.
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan
oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi
lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh
BSNP (E. Mulyasa, 2008: 12).
Latar belakang munculnya kurikulum KTSP adalah dengan terbitnya PP
No. 19 Tahun 2005 , pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk
mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk KTSP, yaitu kurikulum
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan
(Kemendiknas, 2010: 148).
Tujuan pendidikan nasional dalam KTSP (Kemendiknas, 2010: 153) yaitu
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk
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memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian
kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah
untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam
pengembangan kurikulum.
Secara khusus tujuan diterapkan KTSP adalah untuk :
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah
dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber
daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas
pendidikan yang akan dicapai (E. Mulyasa, 2008: 22).
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan
peraturan pemerintah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengemukakan
bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses,
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara
berencana dan berkala. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kurikulum disusun
sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan
peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat
peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan
pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu
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pengetahuan, teknologi  dan seni, agama, dinamika perkembangan global,
persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam UU Sisdiknas juga
dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
memuat : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa,
Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olah Raga,
Keterampilan/Kejuruan, dan Muatan Lokal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah peraturan tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam peraturan tersebut
mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam peraturan tersebut juga
dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang
dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), dan standar
isi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 mengatur tentang
standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya
disebut Standar Isi, mencakup lingkup materi minimal dan tingkat
kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 mengatur Standar
Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan
sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
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5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006 mengatur tentang
pelaksanaan SKL dan Standar Isi. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa
satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan
kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan
satuan pendidikan yang bersangkutan (E. Mulyasa, 2008: 24 – 28).
Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan PP RI  No. 19 Tahun
2005 Pasal 6 ayat 1 mengenai standar isi dalam kurikulum KTSP wajib memuat
kelompok mata pelajaran yang terdiri atas :
1. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia,
2. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian,
3. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
4. Kelompok Mata Pelajaran Estetika,
5. Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (Kemendiknas,
2010: 153).
Sistem pengelolaan kurikulum KTSP menuntut kegiatan belajar mengajar
yang dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang
saling memberi dan menerima, menghargai, akrab, terbuka dan hangat dengan
prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madia mangun karsa, tut wuri handayani,
(di depan memberikan contoh dan teladan, di tengah membangun semangat dan
prakarsa, di belakang memberikan daya dan kekuatan).
Sistem belajar dengan modul yang menekankan pada ketercapaian
kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal yang berorientasi pada
hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Penyampaian dalam
37
pembelajaran, kurikulum KTSP menggunakan pendekatan multistrategi dan
multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan
lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi
guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan
sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan
teladan).
Penilaian dalam kurikulum 2006 tetap masih bercirikan tercapainya paket
kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter) yaitu
menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar
(Learning Outcomes) dan keberagaman. Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2006
(KTSP) dilakukan dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan kelas, serta UAS dan UN. Ulangan harian, ulangan
tengah semester dan ulangan akhir semester serta ulangan kenaikan kelas
dilakukan oleh para guru dan sekolah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian
nilai rapor dan kenaikan kelas, sedangkan UAS dilakukan oleh sekolah untuk
mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. UN dikoordinasikan secara nasional oleh
Departemen Pendidikan Nasional sebagai salah satu dasar penentuan kelulusan.
Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian dan pilihan ganda. Bentuk
soal uraian biasa digunakan dalam ulangan harian dan ulangan tengah semester.
Bentuk soal uraian dan pilihan ganda biasa digunakan dalam  ulangan akhir
semester dan ulangan kenaikan kelas serta UAS. Adapun bentuk soal pilihan
ganda terutama digunakan dalam UN (Kemendiknas, 2010: 166-168).
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Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa
karakteristik KTSP sebagai berikut : pemberian otonomi luas kepada sekolah dan
satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi,
kepemimpinan yang demokratis dan professional, serta team-kerja yang kompak
dan transparan (E. Mulyasa, 2008: 29-32).
4. Kurikulum 2013
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa
pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk
membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi,
desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia
terdidik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
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demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus
berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan
karakter.
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta
didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan
menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara
Indonesia sepanjang jaman.
Berdasar atas sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum
merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan
untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi
tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan
berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk
mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia
terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan
nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tatang Sunendar, 2013).
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Latar belakang perlunya perubahan kurikulum menurut Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh bahwa ditengah perubahan
zaman, sistem pendidikan di Indonesia juga harus selalu ikut menyesuaikan.
Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi jawaban untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan
dunia. Pengembangan kurikulum 2013 sudah melalui proses panjang dan ditelaah
sehingga saatnya disampaikan ke publik agar dapat bisa memberi pandangan
lebih sempurna. Di dalam kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek
kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio yang
saling melengkapi. Basis perubahan kurikulum 2013 terdiri dari dua komponen
besar, yakni pendidikan dan kebudayaan. Adapun orientasi pengembangan
kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap,
keterampilan, dan pengetahuan, disamping cara pembelajarannya yang holistik
dan menyenangkan. Perubahan yang paling berdasar adalah nantinya pendidikan
akan berbasis science dan tidak berbasis hafalan. Jadi Kurikulum 2013
merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi
yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Hidayat, 2012).
Landasan  kurikulum 2013 adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19
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Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (Tatang Sunendar, 2013).
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan
tingkat satuan pendidikan dalam kurikulum 2013 didasarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan yang bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang :
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
dan berkepribadian luhur;
b. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi untuk matapelajaran
wajib bagi antara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah sama. Isi kurikulum 2013
wajib memuat antara lain mata pelajaran Pendidikan Agama dan budi pekerti;
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Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika;
Sejarah Indonesia; Bahasa Inggris; Seni Budaya; Pendidikan Jasmani, Olah Raga,
dan Kesehatan; Prakarya dan Kewirausahaan.
Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak,
membangun pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan
mutu kehidupan peserta didik. Atas dasar itulah pentingnya kegiatan
pembelajaran yang memberdayakan semua potensi peserta didik untuk
menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk
mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu
mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat
belajar. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui,
memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan
mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, prinsip pembelajaran yang perlu
digunakan adalah: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan
kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang,
(4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan
pengalaman belajar yang beragam. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan,
kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna (Hidayat, 2012).
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran
mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Untuk memperkuat pendekatan
ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik
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(dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong
kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual
maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project
based learning) (www.smadawates.sch.id).
Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik
(authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar
secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan
menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak
pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat
digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial),
pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian
otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran
sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran
dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi,
catatan anekdot, dan refleksi. (www.smadawates.sch.id)
Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup:
penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan
harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat
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kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/
madrasah (www.smadawates.sch.id).
Ciri-ciri yang menonjol dalam kurikulum 2013 yaitu lebih menekankan
pada aspek afektif yang diterapkan melalui aspek kognitif dan psikomotorik
dalam penilaian berbasis tes dan portofolio yang saling melengkapi. Basis
perubahan kurikulum 2013 terdiri dari dua komponen besar, yakni pendidikan
dan kebudayaan. Adapun orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah
tercapainya kompetensi yang menitikberatkan pada penanaman nilai sikap
melalui keterampilan dan pengetahuan. Disamping itu, juga cara
pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Perubahan yang paling
mendasar adalah pendidikan dalam kurikulum 2013 berbasis science dan tidak
berbasis hafalan (Hidayat, 2012).
5. Analisis Perbedaan dan Persamaan antar Kurikulum 1994, 2004, 2006
dan 2013
Pada subbab sebelumnya sudah dideskripsikan dan dibandingkan bahwa
masing-masing kurikulum meliputi kurikulum 1994, 2004, 2006 dan kurikulum
2013 memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian dalam subbab ini
akan menganalisis perbedaan dan persamaan dari masing-masing kurikulum
tersebut dengan melihat pada aspek latar belakang kurikulum, landasan
kurikulum, tujuan kurikulum, isi kurikulum, pembelajaran atau kegiatan belajar
mengajar (KBM), sistem penilaian dan ciri khas dari masing-masing kurikulum
itu sendiri. Analisis perbedaan dan persamaan antara kurikulum 1994, 2004,
2006, dan kurikulum 2013 dapat diamati dalam tabel berikut :
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Tabel 1.
Analisis Kurikulum 1994, Kurikulum 2004,














































































































































































































































































































































































































































































































































































Sumber : diolah dari hasil kajian dokumen
Berdasarkan pada tabel di atas, pada kurikulum tahun 1994, 2004, 2006
dan 2013 terdapat perbedaan dan persamaan kurikulum yang dapat dilihat dari
beberapa aspek. Pada aspek latar belakang, kurikulum 1994 dan 2004 dilatar
belakangi oleh teori belajar mengajar yang kurang memperhatikan muatan (isi)
pembelajaran. Kemudian pada kurikulum 2006 mengalami perkembangan yang
lebih bersifat kontekstual. Sedangkan pada kurikulum 2013 lebih menekankan
pada pengoptimalan potensi siswa.
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Landasan kurikulum pada tahun 1994 sampai 2013 menunjukkan
kecenderungan yang sama. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada segi
operasional dimana lebih kuat dari pada segi implementasinya. Aspek tujuan
pendidikan dari kurikulum 1994 sampai 2013 terlihat lebih kompleks, bercita-cita
tinggi dan jelas apa yang ingin dicapai.
Pengembangan materi (isi) dari kurikulum 1994 sampai 2013 terlihat lebih
luas, kompleks dan target yang ingin dicapai lebih tinggi. Dengan demikian
dalam pelaksanaannya, konsekuensi kebijakan pasti lebih berat.
Jika dilihat dalam aspek pembelajaran, masing-masing kurikulum berbeda-
beda. Perbedaannya terletak pada kurikulum 1994 menggunakan sistem klasikal,
kurikulum 2004 lebih menekankan pada dinamika kelompok yang berorientasi
pada hasil dan pendidikan karakter, sedangkan pembelajaran kurikulum 2006
lebih menekankan pada proses dan menggunakan pendekatan multistrategi dan
multimedia. Untuk pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan metode
pembelajaran yang menyenangkan kontekstual, efektif, efisien dan bermakna.
Pada aspek penilaian, dari masing-masing kurikulum yang dibandingkan
dalam tabel juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam
pelaksanaannya, yaitu berupa variasi waktu dan variasi bentuk penilaian.
Berdasarkan dengan berbagai aspek yang dibandingkan pada tabel muncullah ciri
khas pada masing-masing kurikulum yang berupa :
a. Kurikulum 1994 bersifat sentralisasi dan populis.
b. Kurikulum 2004 menitikberatkan pada pencapaian target dan
mengakomodasi keberagaman kebutuhan pendidikan.
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c. Kurikulum 2006 pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dan partisipasi
masyarakat juga tinggi.
d. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada nilai-nilai afektif yang diterapkan
melalui nilai kognitif dan psikomotorik dalam penilaian berbasis tes dan
portofolio. Selain itu, pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013
berbasis scientific.
C. Kajian Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan (pendidikan) merupakan hal yang paling rumit dan
kompleks dibanding tahapan-tahapan lainnya dalam proses kebijakan. Hal ini
dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan melibatkan perangkat politik,
sosial, hukum maupun administrasi/ organisasi dalam rangka mencapai suksesnya
implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan terkadang dijumpai
masalah-masalah yang tidak ada dalam konsep kebijakan, tetapi muncul di lapangan.
Hal yang menjadi ancaman utama adalah konsistensi dalam implementasi kebijakan
(Arif Rohman, 2009: 133, Joko Widodo, 2006: 85).
Dalam konsep implementasi kebijakan paling sedikit memiliki tiga makna:
pertama, implementasi sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan; Kedua,
implementasi sebagai suatu keadaan akhir pencapaian tujuan kebijakan (output); dan
Ketiga, implementasi sebagai proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (Solichin, 1997: 78-81, Joko widodo, 2006:
96-110) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang
dilakukan oleh individu, pejabat atau kelampok pemerintahan yang diarahkan kepada
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Menurutnya, implementasi
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kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan, implementator dan kinerja kebijakan.
Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting
dalam implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan adalah: (a) Standar dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya kebijakan; (c)
Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (d) Karakteristik agen
pelaksana atau implementator; (e) Kondidi ekonomi, sodial, dan politik; (f)
Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementator.
D. Penelitian Relevan
Dalam subbab ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang
terkait dengan kurikulum dan dipandang relevan dengan penelitian perubahan
kurikulum ini. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari berbagai penelitian
terdahulu, maka penelitian ini diharapkan akan lebih tepat lagi dalam mengelola dan
menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Adapun beberapa hasil penelitian
tersebut antara lain :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Prasetyo, Keberhasilan Implementasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Di Kota Yogyakarta.
Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa berdasarkan hasil analisis pada
pengujian karakteristik sekolah, diketahui tidak terdapat faktor-faktor yang
kritis dalam implementasi KTSP baik itu sekolah yang melaksanakan in
house training maupun tidak melaksanakan. Kondisi seperti ini bisa diartikan
bahwa strategi yang diterapkan sekolah dalam mengimplementasikan KTSP
relatif sama, sehingga karakteristik sekolah tidak muncul atau tidak terlihat
sebagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi KTSP tersebut.
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Hal ini mungkin diakibatkan karena sekolah kurang berani untuk
mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah.
2. Pada tahun 2001 Pusat Kurikulum Balitbang bekerja sama dengan
Universitas Indonesia menyelenggarakan penelitian kognitif SD. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan skema berpikir peserta didik SD atau
kemampuan kognitif peserta didik SD. Secara ringkas kemampuan kognitif
peserta didik SD di Indonesia dapat dilihat dalam tiga aspek.
Pertama dalam aspek persepsi, kemampuan persepsi peserta didik SD
tergolong rata-rata atau cukup baik. Kecepatan persepsi dan kemampuan
evaluasi terhadap stimulus yang berbentuk gambar-gambar (bersifat figural)
meningkat secara bermakna dengan meningkatnya usia atau tingkat kelas
peserta didik. Kedua dalam aspek mengingat, kapasitas ingatan jangka
pendek (ingatan kerja) rata-rata tinggi atau dalam batas normal menengah ke
atas. Selain itu, peserta didik cukup mampu menangkap dan menyimpan
informasi dalam bentuk gambar atau citraan visual. Kemudian yang ketiga
dalam aspek kemampuan, dapat dilihat sejak siswa duduk di kelas 1 SD, para
peserta didik sudah menunjukkan kemampuan yang cukup baik untuk
merespon secara motorik berbagai rangsang visual yang mereka hadapi.
Artinya, peserta didik tidak memiliki hambatan untuk mempersepsi rangsang
visual dan menuangkannya secara motorik, seperti yang diperlukan ketika
belajar menulis dan menggambar.
Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Gurit dkk (2001) menyarankan
penyempurnaan kurikulum dengan mengacu pada pendekatan “pemrosesan
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informasi”. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman mengolah
informasi, mengembangkan strategi dalam memproses informasi, serta
menerapkan strategi pemrosesan informasi untuk mencari penyelesaian dari
berbagai persoalan dalam kehidupan sekolah dan di luar sekolah (Ella
Yulaelawati, 2007: 128 – 129).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Setya Raharja, dkk. Implementasi Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) di SMU RINTISAN di DIY. Dalam penelitian ini
dikemukakan bahwa berdasarkan hasil analisis pada pengujian karakteristik
sekolah, keempat SMU rintisan KBK di DIY, yaitu SMU N 1 Sewon, SMU
N 7 Yogyakarta, SMU N 11 Yogyakarta, dan SMU N 1 Kalasan,
melaksanakan KBK sejak 2002/2003. Masing-masing sudah memiliki
perangkat KBK secara lengkap (meskipun sering berubah), semua guru kelas
1 dan 2 telah mendapatkan pembekalan KBK, sekolah menyelenggarakan
pertemuan rutin untuk monitoring kemajuan. Di samping itu, sekolah
berupaya mengakomodasi kelengkapan buku, fasilitas laboratorium, dan
perpustakaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Kondisi dan kinerja guru dalam persiapan dan kegiatan pendahuluan
proses pembelajaran di empat sekolah sudah cukup optimal, terutama terkait
dengan pemahaman guru tentang silabus dan sistem penilaian dengan KBK.
Meskipun ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi antara lain
dalam memperhatikan kecepatan belajar setiap siswa, dan intensitas
pemanfaatan buku pokok maupun penunjang. Selain itu juga belum
optimalnya kinerja guru dalam memberikan tagihan, evaluasi pembelajaran,
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dan program remedial, terutama pada intensitas pemberian PR/tugas, dan
efektivitas pemeriksaan dan pengembalian PR/tugas.
Kemudian kondisi dan kinerja siswa dalam proses pembelajaran pada
umumnya di empat sekolah juga cukup optimal. Aspek yang menonjol dan
perlu perhatian serius adalah siswa merasa kurang tercukupi dalam
mendapatkan dan memanfaatkan buku pokok maupun penunjang untuk
mengikuti pembelajaran ber-KBK. Untuk kendala yang dialami sekolah
dalam menerapkan KBK bervariasi, namun ada beberapa kendala yang sama-
sama dialami oleh keempat sekolah pada umumnya, yaitu : (1) terlalu
banyaknya siswa dalam setiap kelas yang diatasi dengan pengurangan jumlah
siswa per kelas dan memperbanyak paralel kelas; (2) kurang tersedianya buku
pokok maupun penunjang yang diatasi dengan mengoptimalkan guru
membuat diktat atau handout lewat intensifikasi kegiatan MGMP; (3) sistem
penilaian dan pemberian tagihan yang diatasi dengan meningkatkan kuantitas
dan kualitas sharing pengalaman lewat MGMP; (4) belum terbiasanya guru
memberikan, memeriksa, mengembalikan PR/tugas secara rutin kepada
siswa; (5) belum terbiasanya siswa aktif bertanya jawab secara baik dalam
proses pembelajaran yang diatasi juga lewat banyak latihan bersama lewat
optimalisasi kegiatan MGMP.
Faktor pendukung yang ada di sekolah-sekolah juga bervariasi, ada
yang memiliki laboratorium komputer lengkap, kepemimpinan kepala
sekolah yang kondusif, fasilitas olahraga yang lengkap, dan lingkungan
sekolah yang kaya sumber belajar. Secara umum tidak nampak adanya
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perbedaan fenomena penerapan KBK di empat SMU rintisan, karena
permasalahan yang muncul dari setiap sekolah hampir sama keseluruhannya.
Yang nampak berbeda adalah pada aspek kerja sama di antara komponen-
komponen terlibat sebagai dampak dari kultur internal sekolah yang
bersangkutan.
E. Kerangka Berpikir
Dewasa ini, Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Salah satu wujud
perubahan tersebut adalah perubahan dalam bidang kebijakan pendidikan. Contoh
nyata dari berubahnya kebijakan dalam hal pendidikan adalah adanya perubahan
kurikulum dalam beberapa tahun terakhir. Tengok saja kurikulum 1994 yang pada
tahun 2004 sudah diubah menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tidak
lebih dari 2 tahun sesudahnya, kurikulum kembali diubah dengan yang lebih
sempurna, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Mulai tahun ajaran
baru 2013, kurikulum KTSP dirubah lagi menjadi kurikulum 2013.
Menilik perubahan kurikulum yang relatif singkat dari waktu ke waktu
tersebut, ternyata muncul potensi masalah yang dikhawatirkan akan menjadi beban
tersendiri bagi para pelaksana pendidikan. Mulai dari kepala sekolah, pendidik,
peserta didik, hingga masyarakat secara umum.
Contohnya saja dalam pelaksanaan kurikulum yang berubah-ubah di sekolah
membuat seluruh warga sekolah menjadi kebingungan dan mempengaruhi kebijakan
sekolah tersebut. Melihat dari contoh masalah di atas, peneliti menjadi tertarik untuk
mengangkat permasalahan tentang bagaimana implementasi kebijakan kurikulum di
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sekolah. Adakah perbedaan atau persamaan kebijakan sekolah antar kurikulum
tersebut.
Jika dilihat dari definisi kebijakan sekolah, kebijakan sekolah adalah segala
sesuatu yang mengatur jalannya roda pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah demi kelancaran program pembelajaran dan tujuan pendidikan di sekolah
dapat tercapai dengan maksimal.
Kemudian pengertian dari kurikulum menurut Brown adalah situasi kelompok
yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk membuat
tingkah laku yang berubah dalam arus yang tidak putus-putusnya dari anak-anak dan
pemuda yang melalui pintu sekolah. Jadi kurikulum berarti situasi dan kondisi yang
ada dalam proses belajar untuk mengubah sikap anak-anak. Sifat dari kurikulum itu
sendiri yaitu fleksibel dan elastis. Dengan kata lain kurikulum selalu berubah-ubah.
Tentunya perubahan tersebut disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi dari
masa ke masa.
Menurut asumsi peneliti, kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum, juga
berubah-ubah sesuai dengan perubahan kurikulum yang ditetapkan dan bertujuan
untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian terdapat perbedaan atau
persamaan kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum yang disusun oleh para
pelaksana kebijakan pendidikan. Tanpa adanya perubahan kurikulum yang lebih baik
di sebuah negara, maka pendidikan tersebut tidak akan maju dan berkembang.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan sekolah
dalam perubahan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan sesuai dengan
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kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. berdasarkan uraian di atas maka
dapat digambarkan desain penelitian sebagai berikut :
Gambar 4.













Implementasi Kurikulum di Sekolah
Kurikulum
2013
Latar Landasan Tujuan Isi
Pembelajaran Penilaian Ciri
Aspek – aspek Kurikulum
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F. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, muncul beberapa pertanyaan penelitian
sebagai dasar untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan sekolah dalam
perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
2. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
3. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum 1994 ?
4. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum (2004/
KBK) ?
5. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum (2006/
KTSP) ?
6. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ?
7. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum (1994 sampai 2013)  di sekolah ?
8. Bagaimanakah peran dan dukungan Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan
kurikulum di sekolah ?
9. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah ?
10. Bagaimanakah peran dan dukungan orang tua terhadap pelaksanaan kurikulum
di sekolah ?






Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan maksud
agar mampu mengungkap fokus permasalahan yang diajukan. Bodgan dan Taylor
(Rudiasih Susanti, 2011: 53) mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu, pendekatan ini
diarahkan pada latar atau lingkungan sosial individu secara utuh. Peneliti berusaha
menemukan sisi yang berbeda di SMA N 2 Wates, yakni dengan melakukan
pembahasan mengenai implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum
di SMA N 2 Wates.
Tingkat analisis yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini adalah lingkup
kegiatan pendidikan yang saling terkait atau berinteraksi satu sama lain, kebijakan
sekolah yang diterapkan selama kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013, perbedaan
dan persamaan kebijakan sekolah antara kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013.
B. Setting Penelitian
Setting penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 2 Wates yang
berlokasi di jalan Bendungan, kota Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
Yogyakarta. Peneliti memilih sekolah ini dikarenakan SMA Negeri 2 Wates
merupakan salah satu sekolah yang memiliki kultur sekolah yang sangat baik, dan
juga merupakan sekolah yang pada saat itu berstatus RSBI. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2013.
61
C. Tahapan Penelitian
Penelitian tentang kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA
Negeri 2 Wates Kulon Progo ini, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penelitian
sebagai berikut :
1. Melakukan studi pendahuluan untuk menentukan fokus masalah yang hendak
diteliti melalui studi pustaka pada artikel ilmiah, media massa maupun
elektronik. Selanjutnya mengkonsultasikan dan mendiskusikan fokus masalah
kepada dosen pembimbing, sekaligus menyusun draf proposal penelitian.
Proposal yang telah direvisi sesuai masukan dan saran yang diberikan,
selanjutnya diseminarkan untuk mendapat masukan dan saran lebih lanjut
dari para dosen dan teman-teman mahasiswa. Proposal yang telah diperbaiki
kemudian dilakukan pengesahan.
2. Mengurus ijin penelitian kepada pihak-pihak terkait berdasarkan lokasi
penelitian yang telah ditentukan.
3. Setelah ijin penelitian didapatkan, dilakukanlah pengumpulan data melalui
kajian dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Pengumpulan data
awal dilakukan melalui wawancara pada Wakil Kepala Sekolah bidang
kurikulum, dilanjutkan dengan wawancara kepada Kepala Sekolah, Guru,
Siswa dan Komite Sekolah. Pengumpulan data dilakukan secara
berkelanjutan dan terus berkembang sesuai informasi yang dibutuhkan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Dari berbagai informasi yang didapat, dilakukan pengklasifikasian (reduksi)
informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk selanjutnya dilakukan
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eksplorasi mendalam pada narasumber. Adapun informasi yang didalami
adalah yang berkaitan dengan analisis konten tentang kurikulum 1994,
kurikulum 2004, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 serta implementasi
kurikulum 1994, 2004, 2006 dan 2013 di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta.
5. Selama proses pengumpulan data dilakukan juga member chek pada
narasumber dan triangulasi berdasarkan informasi-informasi yang didapat
dari narasumber lainnya, baik itu melalui wawancara maupun hasil
pengamatan di lapangan untuk diperoleh keabsahan data. Disamping itu
selama proses pengumpulan data juga mulai dilakukan analisis terhadap
informasi yang telah didapatkan.
6. Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian berdasarkan data dan
hasil analisis data yang telah dilakukan dengan arahan dan bimbingan dosen
pembimbing. Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami laporan
penelitian ini, penyajiannya disesuaikan dengan sistematika penulisan yang
telah ditentukan.
D. Subjek dan Objek Penelitian
Bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah bidang kurikulum, guru, siswa dan komite sekolah. Sedangkan yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah dalam perubahan
kurikulum di SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo.
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E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan lainnya.
Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku yang relevan. Kemudian dari
media cetak dan internet atau media elektronik yang terkait dengan judul penelitian,
serta hasil dari wawancara langsung dengan sumber yang dituju. Sumber data dipilih
secara purposive sampling. Untuk mengetahui kebijakan sekolah dalam dinamika
perubahan kurikulum, subjek penelitian ditujukan kepada:
1. Kepala sekolah (1994–2013) terkait dengan kebijakan sekolah yang diambil
selama kurikulum 1994, 2004, 2006 dan kurikulum 2013.
2. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang terkait dengan kurikulum 1994,
2004, 2006, dan kurikulum 2013.
3. Tenaga pendidik yang berjumlah sembilan orang yang terdiri dari guru wali
kelas. Guru terkait dengan pelaksanaan kebijakan sekolah yang telah
ditetapkan selama perubahan kurikulum 1994, 2004, 2006 dan kurikulum
2013.
4. Pihak komite sekolah yang berjumlah 1 orang, sebagai perwakilan dari wali
murid atau orang tua peserta didik. Orang tua berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan sekolah yang telah diterapkan dalam kurikulum 2013.
5. Siswa berjumlah dua orang yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan
sekolah. Dua orang terdiri dari kelas X dan XI.
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Tabel 2.
Narasumber Penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah dalam
Perubahan Kurikulum (1994 – 2013) di SMA N 2 Wates
Kulon Progo Yogyakarta
No Informan Kode Jumlah
1 Kepala Sekolah KepSek 1
2 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum WakaKur 1
3 Guru Gr 9
4 Ketua Komite Sekolah KomSek 1
5 Siswa Sis 2
Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, maupun melalui recorder.
Selain sumber data yang disebutkan di atas, ada sumber lain yang dapat melengkapi
data penelitian yaitu foto. Foto yang dihasilkan oleh peneliti dapat memberikan
gambaran tentang bagaimana kondisi atau situasi di lapangan pada saat penelitian
berlangsung. Selain itu, foto dapat memberikan bukti bahwa peneliti sudah
melaksanakan penelitian.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memakai
teknik:
1. Observasi,
Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang
diteliti. Observasi dilakukan di lingkungan SMA Negeri 2 Wates dan peneliti
sendiri yang melakukan kegiatan observasi ini. Aspek-aspek yang di observasi
atau diamati diantaranya : lingkungan fisik sekolah secara keseluruhan, ruang
perpustakaan saat hari-hari kerja, ruang guru, proses pembelajaran.
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2. Wawancara,
Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu. Aspek yang diwawancarai adalah mengenai kebijakan
sekolah dalam perubahan kurikulum periode 1994, 2004, 2006 dan 2013 di
SMA Negeri 2 Wates, serta implementasi kebijakan sekolah selama perubahan
kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen – dokumen
SMA Negeri 2 Wates. Studi dokumentasi digunakan untuk melihat
perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan proses pembelajaran dengan
kurikulum yang digunakan saat ini yaitu 2013. Disamping itu melihat
dokumen-dokumen sekolah yang ada kaitannya dengan kurikulum, termasuk
kurikulum yang terdahulu. Sehingga dengan dokumentasi dapat digabungkan
dengan wawancara dan menjadi suatu analisa yang akurat.
G. Instrumen Penelitian
Peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian dalam suatu penelitian
kualitatif. Namun demikian kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup
rumit. Peneliti diposisikan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data,
penganalisis, penafsir data dan sekaligus peneliti menjadi pelapor hasil penelitian.
Instrumen penelitian kali ini, selain menggunakan penulis juga dengan
membuat kisi-kisi pedoman observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Adapun
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kisi-kisi pedoman observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi yaitu sebagai
berikut :
1. Kisi-kisi Pedoman Observasi
Kisi-kisi pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan
pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang akan di
observasi antara lain mengenai kebijakan sekolah dalam pelaksanaan
kurikulum di SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta yang meliputi :
a. Keadaan umum SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta.
b. Interaksi atau kultur sekolah antara Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan
Warga Sekolah yang lain.
c. Sikap dan perilaku Kepala Sekolah, Guru, dan siswa saat di lingkungan
sekolah.
d. Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah (Fasilitas) sekolah.
2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara
Kisi-kisi pedoman wawancara ini digunakan untuk mengetahui kebijakan
sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo
Yogyakarta. Kisi-kisi pedoman wawancara ditujukan kepada Kepala Sekolah,
Guru, dan Siswa yang meliputi :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum
1994 (CBSA) ?
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d. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum
2004 (KBK) ?
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum
2006 (KTSP) ?
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum
2013 ?
g. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum (1994, 2004, 2006 dan 2013)  di
sekolah ?
h. Bagaimanakah peran dan dukungan Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan
kurikulum di sekolah ?
i. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan kurikulum
di sekolah ?
j. Bagaimanakah peran dan dukungan orang tua terhadap pelaksanaan
kurikulum di sekolah ?
k. Bagaimanakah peran dan dukungan siswa terhadap pelaksanaan kurikulum
di sekolah ?
3. Kisi-kisi Pedoman Kajian Dokumen
Kisi-kisi pedoman kajian dokumen digunakan agar peneliti dapat melakukan
kajian dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang
dikaji berupa buku dan arsip untuk memperoleh data mengenai kebijakan
sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo
Yogyakarta. Pedoman kajian dokumen tersebut meliputi:
1. Buku
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a. Latar Belakang Sekolah SMA Negeri 2 Wates.
b. Kebijakan Kurikulum 1994 tingkat SMA.
c. Kebijakan Kurikulum 2004 (KBK) tingkat SMA.
d. Kebijakan Kurikulum 2006 (KTSP) tingkat SMA.
e. Kebijakan Kurikulum 2013 tingkat SMA.
2. Arsip
a. Profil sekolah.
b. Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan Kurikulum 1994/ CBSA di
satuan pendidikan
c. Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan Kurikulum 2004/ KBK di satuan
pendidikan.
d. Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan Kurikulum 2006/ KTSP di
satuan pendidikan.
e. Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 di satuan
pendidikan.
3. Program dan Peraturan Sekolah
a. Program pendidikan di SMA Negeri 2 Wates.
b. Pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Wates.
c. Evaluasi pendidikan di SMA Negeri 2 Wates.
H. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penganalisisan data.
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara data yang telah terkumpul akan direduksi, dikategorisasikan, dan
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diinterpretasikan sebagaimana adanya guna mengambil kesimpulan atau verifikasi
hingga menghasilkan temuan-temuan yang bermakna dan mampu melahirkan
rekomendasi-rekomendasi untuk kurikulum-kurikulum yang akan datang.
Sejalan dengan pendekatan penelitian ini, maka teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman
(Sugiyono, 2010: 337-345) yang meliputi aktivitas; reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion
drawing/verification). Aktifitas ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hubungan ketiga langkah
tersebut yang bersifat interaktif, dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 5.
Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman
(Rudiasih Susanti, 2011: 52)
I. Keabsahan Data Penelitian
Cara yang akan ditempuh untuk mencapai keabsahan data yang diperoleh,
antara lain dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi didefinisikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, triangulasi






data-data yang diperoleh dari wawancara dipadukan dengan observasi serta
dokumentasi dan sebaliknya. Selain itu, dilakukan pula diskusi terbatas dengan para
informan untuk mengekspos hasil sementara. Bila hasil belum dianggap maksimal,





A. Gambaran Umum SMA NEGERI 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Untuk memperoleh gambaran umum sekolah yang dijadikan sebagai tempat
penelitian, berikut ini dideskripsikan secara singkat profil sekolah yang bersumber
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang meliputi: sejarah sekolah,
status sekolah, visi dan misi sekolah, tujuan pendidikan, kode etik siswa dan guru,
kurikulum dan sistem pembelajarannya, kebijakan mutu, kondisi siswa, guru dan
karyawan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta lingkungan sekolah.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Wates atau yang akrab disebut
SMADA ini, merupakan salah satu sekolah unggulan dan menjadi favorit bagi
masyarakat Kulon Progo, Yogyakarta. Sekolah yang didirikan pada tanggal 9
Oktober tahun 1982 berdasarkan SK No. 0298/O/1982 beralamatkan di Jalan K.H.
Wakhid Hasyim Kalurahan Bendungan, Kecamatan Wates, Kota Kulon Progo,
Propinsi DIY atau dengan alamat situs web di smadawates.sch.id ini, merupakan
salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan akreditasi A.
Namun berhubung ada kebijakan pemerintah untuk meniadakan RSBI maka mulai
awal tahun 2013, sekolah ini menjadi sekolah Negeri SSN seperti sekolah Negeri
yang lainnya dengan akreditasi A.
SMA Negeri 2 Wates ini terletak di tepi jalan raya, di sebelah kirinya
berbatasan dengan kantor koramil kecamatan Wates, di depannya terdapat kantor
Polsek kecamatan Wates dan sebelah kanan terdapat lapangan sepakbola, Puskesmas,
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kantor Kecamatan dan pasar, sehingga SMA Negeri 2 Wates terletak di tempat yang
sangat strategis dan aman.
Tabel 3.
Sejarah Singkat SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo Yogyakarta
a. Pergantian Kepala Sekolah
No. Nama Masa Tugas
1 Drs. BUDIHARDJO 1982-1984
2 Drs. PRASETYO 1984-1991
3 SRI HARTINI, S.Pd. 1991-1994
4 Drs. S.J. SUBAKIR 1994-1999
5 TUGIRAN, S.Pd. 1999-2005
6 Drs. H. MUDJIJONO 2005-Sekarang
Sumber : www.smadawates.sch.id
b. Perkembangan SMA N 2 Wates :
1. Tahun 1982-2007 sebagai sekolah Tipe B dengan 12 rombongan
belajar.
2. Tahun 2007-2009 sebagai Rintisan Sekolah Kategori Mandiri.
3. Tahun 2009-2012 sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
4. Mulai tahun 2013 sebagai eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta memiliki visi yaitu
“Terwujudnya sekolah yang handal dengan lulusan mampu berkompetisi di dunia
global serta mampu mengatasi permasalahan kehidupan yang dihadapi berlandaskan
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Indikator :
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1. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
2. Rata-rata nilai ujian nasional tinggi.
3. Handal dalam persaingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di
tingkat nasional maupun tingkat internasional.
4. Handal dalam prestasi non akademik.
5. Memiliki kecakapan hidup yang memadai, utamanya kecakapan personal,
kecakapan berfikir, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik.
6. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan rasa kebangsaan yang kuat.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, SMA Negeri 2 Wates memiliki misi,
tujuan, kode etik siswa dan kode etik guru. Adapun misi SMA Negeri 2 Wates :
1. Meningkatkan derajat keimanan, ketakwaan, dan akhlak peserta didik.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta
menggunakan pengantar bahasa inggris untuk mata pelajaran IPA.
3. Memupuk dan meningkatkan prestasi non akademik.
4. Meningkatkan kecakapan hidup, kecakapan sosial, dan rasa kebangsaan peserta
didik.
5. Menerapkan manajemen berbasis sekolah dan system informasi manajemen
berbasis TIK.
6. Menjalin kemitraan dengan sebagian perguruan tinggi baik dalam maupun luar
negeri serta institusi terkait lainnya.
7. Mewujudkan kultur sekolah yang kondusif.
Kebijakan mutu di SMA ini pada saat RSBI diwujudkan melalui komitmen
melakukan peningkatan sistem manajemen mutu secara terus menerus melalui
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penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008. Walaupun RSBI ditiadakan,
SMA Negeri 2 Wates masih diberikan kepercayaan untuk menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001: 2008. Dengan sistem manajemen mutu tersebut, maka
seluruh warga SMA Negeri 2 Wates bertekad menjadikan SMA Negeri 2 Wates
sebagai lembaga pendidikan yang handal, dengan berbasis budaya daerah,
berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta
senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap sistem manajemen
mutu.
SMA Negeri 2 Wates bertujuan untuk semua lulusannya memiliki derajat
keimanan yang tinggi, ketaqwaan, dan rata-rata UAN 8 besar seprovinsi DIY,
proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi minimal 80% dan siap
mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ternama di dunia, semua lulusan memiliki
kecakapan hidup, kepekaan sosial, dan rasa kebangsaan yang kuat dengan berbasis
kearifan lokal, dan dengan memiliki prestasi dalam berbagai lomba bidang akademik
dan non akademik minimal tingkat provinsi, semua lulusannya mampu
mengkomunikasikan ide informasi pada pihak lain dalam bahasa inggris.
Sekolah memiliki kode etik untuk mengatur pola perilaku siswa dan guru
ketika di sekolah. Kode etik siswa di SMA Negeri 2 Wates ini meliputi :
1. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
2. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengikuti proses pembelajaran dengan menjujung tinggi ketentuan pembelajaran
dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.
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4. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmono sosial
diantara teman.
5. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama.
6. Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara.
7. Menjaga dan memelihara sarana dan pra sarana kebersihan, kettertiban,
keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.
Kode etik guru di SMA Negeri 2 Wates ini meliputi :
1. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
2. Berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia
seutuhnya yang berjiwa pancasila.
3. Memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
4. Berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan
melakukan bimbingan dan pembinaan.
5. Menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya yang menunjang
berhasilnya proses belajar mengajar.
6. Memelihara hubungan baik dengan orang tua murid atau masyarakat sekitarnya
untuk membina peran serta dan jasa tanggung jawab bersama terhadap
pendidikan.
7. Secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu
dan martabat profesinya.
8. Memelihara hubungan seprofesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan
sosial.
9. Melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
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10. Secara perorangan atau kolektif tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menjual buku pelajaran, seragam atau bahan pakaian sekolah, dan atau
perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada peserta didik.
b. Memungut biaya Dallam memberikan bimbingan belajar atau les kepada
peserta didik.
c. Memungut biaya dari peserta didik secara langsung maupun tidak langsung
yang bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang.
d. Melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang
menciderai integritas hasil ujian sekolah dan ujian nasional.
Sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Wates pada saat status RSBI telah
menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diadaptasikan
dengan Kurikulum Standar Internasional dari Cambridge University untuk semua
mata pelajaran diseluruh tingkat kelas. Namun semenjak RSBI dihapuskan maka
sekolahan ini menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Standar
Nasional untuk kelas XI dan XII. Untuk kelas X sekolah SMA Negeri 2 Wates
menggunakan kurikulum 2013. Selain itu, kegiatan pembelajaran dilaksanakan
dengan Moving Class (Subject-Based Class Room) dan hanya menggunakan bahasa
Indonesia, tidak lagi bilingual.
Pada tahun ajaran 2010/2011 SMA Negeri 2 Wates Yogyakarta dalam 1 tahun
tersebut memiliki 387 siswa, untuk kelas X jumlah siswanya 128, kelas XI jumlah
siswanya 118 dan kelas XII jumlah siswanya 141 siswa. Namun dipertengahan tahun
ajaran terdapat 1 siswa yang keluar sekolah yaitu siswa kelas XI IPS 1 dan 1 siswa
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kelas X yang meninggal dunia. Sehingga pada tahun ajaran 2010/2011, tepatnya
bulan April 2011 jumlah siswanya 385.
Sedangkan pada tahun 2011/2012 SMA Negeri 2 Wates Yogyakarta dalam 1
tahun tersebut memiliki 372 siswa, untuk kelas X jumlah siswanya 128, kelas XI
jumlah siswanya 127 dan kelas XII jumlah siswanya 117 siswa. Namun
dipertengahan tahun ajaran terdapat 2 siswa yang keluar sekolah yaitu 1 siswa kelas
XI IPA 1 dan 1 siswa kelas XII IPS 2. Sehingga pada tahun ajaran 2011/2012,
tepatnya bulan April 2013 jumlah siswanya 370.
Kemudian pada tahun 2012/2013 SMA Negeri 2 Wates Yogyakarta dalam 1
tahun tersebut memiliki 381 siswa, untuk kelas X jumlah siswanya 128, kelas XI
jumlah siswanya 128 dan kelas XII jumlah siswanya 125 siswa. Namun
dipertengahan tahun ajaran terdapat 3 siswa yang keluar sekolah yaitu 2 siswa kelas
X dan 1 siswa kelas XII IPS 1. Serta ada 1 siswa kelas X yang meninggal dunia.
Sehingga pada tahun ajaran 2012/2013, tepatnya bulan Maret 2013 jumlah siswanya
377.
Untuk lebih jelasnya kondisi siswa SMA Negeri 2 Wates pada 3 tahun terakhir




Kondisi Siswa SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Pada Tahun Ajaran 2010/2011 - 2012/2013
IPA IPS IPA IPS
2010/2011 128 79 39 64 77 387 385
2011/2012 128 85 42 79 38 372 370







Sumber: Diolah dari Dokumen SMA Negeri 2 Wates Tahun 2012
Berikut ini data keadaan guru dan karyawan SMA Negeri 2 Wates pada tahun
ajaran 2012/2013 dilihat berdasarkan status, pendidikan, golongan, dan jenis
kelamin.
Tabel 5.
Keadaan Guru SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta Menurut
Status, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran
2012/2013
S a rm ud S -1 S -2 III IV L P
T etap /P N S 1 27 6 7 27 14 20 34
G uru B antu 0 0 0 0 0 0 0 0
T id ak T etap 1 4 0 0 0 2 3 5
J um la h 2 3 1 6 7 2 7 1 6 2 3 3 9
S ta tus
P e ndidik a n G o lo ng a n J e nis
K e la m in J m l
Sumber: Diolah dari Dokumen SMA Negeri 2 Wates Tahun 2012
Berdasarkan tabel terlihat bahwa sebagian besar guru di SMA Negeri 2 ini sudah
berstatus PNS dengan jumlah 34. Sedangkan guru tidak tetap berjumlah 5 orang dan
tidak terdapat guru bantu. Kemudian di SMA Negeri 2 Wates terdapat 15 karyawan
yang terdiri dari 9 karyawan dengan status  PNS dan 6 orang karyawan tidak tetap.
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Tabel 6.
Keadaan Karyawan SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Menurut Status, Pendidikan, Golongan, dan Jenis kelamin
Tahun Ajaran 2012/2013
SD SMP SMA/SMK D3 S1 II III L P
Tetap/PNS 1 0 7 0 1 4 5 4 5 9
Tidak Tetap 0 1 3 1 1 0 0 5 1 6





Sumber: Diolah dari Dokumen SMA Negeri 2 Wates Tahun 2012
Dalam kegiatan pembelajaran dan persekolahan, SMA Negeri 2 Wates, Kulon




SMA Negeri 2 Wates Tahun Ajaran 2012/2013
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Sumber : Diolah dari dokumen profil sekolah
Secara umum SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta memiliki
lingkungan yang rapi, bersih, dan nyaman. Iklim belajar yang kondusif dengan
karakteristik warga sekolah yang disiplin, bersahaja, ramah, sopan, dan bersahabat.
Para siswa memiliki kesadaran dan budaya belajar yang cukup tinggi. Bentuk
dukungan sekolah dalam pengembangan diri bagi siswa melalui kegiatan ekstra
kulikuler yang beragam. Sehingga berbagai prestasi telah diraih guru dan siswa.
Sejak tahun pelajaran 2009 prestasi SMA Negeri 2 Wates yang dapat dicapai antara
lain :
1. Dalam bidang akademis
a. Juara 3 Tk. Kabupaten olimpiade sains Fisika 2010
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b. Juara 1 Tk. Kabupaten olimpiade sains Matematika 2010
c. Juara 1 Tk. Provinsi olimpiade sains Matematika 2010
d. Juara 1 Tk. Kabupaten olimpiade sains Fisika 2010
e. Juara 1 Tk. Kabupaten olimpiade sains Ekonomi 2010
f. Juara 1 Tk. Kabupaten olimpiade sains Astronomi 2010
g. Juara 3 Tk. Nasional olimpiade sains Matematika 2010
h. Juara 1 Tk. Provinsi Karya Tulis Ilmiah Kemah Budaya 2010
i. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tk. Provinsi DIY 2010
j. Juara OPSI Tk. Propinsi DIY 2012
2. Dalam bidang non akademis
a. Anggota Paskibraka Nasional 2009
b. Juara 1 Lomba POPSMA Karate Pa Tk. Kabupaten 2009
c. Juara 1 Lomba Poster FLSSN Tk. Provinsi 2009
d. Cerdas Cermat KRR Juara 2 Tk. Kabupaten 2009
e. Penyuluhan KRR Juara 2 Tk. Kabupaten 2009
f. Juara 1 Kemah Budaya Tk. Provinsi 2009
g. Juara 2 Lomba Masjid Tk. Provinsi 2009
h. Juara 3 Tk. Provinsi Lomba Pencak Silat
3. Prestasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a. Juara 1 Tk. Nasional Lomba Karya Tulis Mahkamah Konstitusi
b. Juara 1 Guru Award tahun 2010
c. Juara 2 Tk. Provinsi Lomba Bola Voley Plastik antar Instansi 2012
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum (Kurikulum
periode 1994–2013) di tingkat SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta dapat
digambarkan dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu Pertama,
pemahaman kebijakan pendidikan dan kebijakan kurikulum; Kedua, kebijakan
sekolah terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan; Ketiga implementasi kurikulum
1994, 2004, 2006 dan kurikulum 2013 di Sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon
Progo, Yogyakarta.
A. Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Perubahan Kurikulum 1994, 2004,
2006 dan 2013 di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo
1. Pemahaman Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Kurikulum
Pemahaman kebijakan merupakan proses awal dalam mengartikan dan
memahami secara menyeluruh terhadap tujuan pendidikan yang akan dicapai.
Oleh karena itu, seharusnya seluruh warga sekolah memahami kebijakan
pendidikan (sekolah) dan kebijakan kurikulum. Kaitannya berdasarkan hasil
wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon
Progo, Yogyakarta selaku pembuat kebijakan sekolah, menunjukkan bahwa
pemahaman Kepala Sekolah terkait kebijakan pendidikan (sekolah) dan
kebijakan kurikulum mengakui tidak paham mengenai definisi kebijakan
pendidikan (sekolah) dan kebijakan kurikulum secara teori, namun kepala
sekolah memahami tentang isi dari kebijakan pendidikan (sekolah) dan
kebijakan kurikulum sepengetahuan saja, yang meliputi antara lain
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peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pernyataan demikian
disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates langsung saat
diwawancarai.
“Kebijakan pendidikan, gimana ya? Saya itu hampir ndak pernah
memperhatikan masalah definisi-definisi seperti itu. Hahaha, tapi
isinya apa saya paham, ada peningkatan mutu, ada pemerataan
pendidikan dan lainnya. Menurut saya ya kebijakan pendidikan itu
adalah langkah besar yang ditempuh dalam bidang pendidikan. Tapi itu
kata-katanya itu sudah pas belum ya mbak? Hahaha. Artinya ya
langkah atau kegiatan pokok yang dilakukan di bidang pendidikan.
Kalau kebijakan kurikulum ya sama, jadi kebijakan kurikulum itu juga
langkah-langkah yang pokok dalam bidang kurikulum. Ya tapi itu
sudah pas belum niku ? Hahaha.” (KepSek/27-03-13)
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pemahaman siswa terkait
kebijakan pendidikan (sekolah) dan kebijakan kurikulum yang ada di SMA
Negeri 2 Wates, namun perbedaannya siswa justru tidak paham sama sekali
terkait kebijakan pendidikan (sekolah) dan kebijakan kurikulum yang ada di
lingkungan sekolahnya tersebut. Ungkapan itu dipaparkan dalam wawancara
di sekolah.
“Kebijakan pendidikan itu seperti opo yo? Nggak tahu mbak, hahaha.
Nah Kebijakan kurikulum itu, kurikulum yang dibuat oleh sekolah
untuk semuanya.” (Sis/21-03-13)
Pada kesempatan wawancara lainnya dengan Wakil Kepala Sekolah
bidang Kurikulum, Guru dan Ketua Komite sebagai wakil wali murid
terungkap pemahaman akan kebijakan pendidikan (sekolah) dan kebijakan
kurikulum, sebagaimana petikan pernyataan berikut.
“ Kebijakan sekolah itu suatu keputusan yang dipilih sebagai usaha
sadar untuk menentukan suatu kegiatan-kegiatan atau keputusan dalam
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kalau kebijakan
kurikulum itu suatu kebijakan yang dipilih sebagai upaya untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu, dengan menentukan penekanan
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pokok tujuan pendidikan tertentu dan strategi implementasi tertentu
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.”
(WakaKur/27-03-13)
“Kebijakan pendidikan adalah strategi untuk mencapai tujuan
pendidikan yang berupa program dan pelaksanaannya. Sedangkan
kebijakan kurikulum merupakan program kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tingkat tertentu, sebagai pedoman guru dalam
melaksanakan KBM.” (Gr/27-03-13)
“Kebijakan pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan
pemerintah untuk mengatur jalannya program pembelajaran secara
umum baik di lembaga formal maupun non formal. Kalau kebijakan
kurikulumnya adalah suatu aplikasi yang sudah menjurus ke arah
materi yang akan disampaikan untuk melakukan proses pembelajaran,
jadi sudah mengarah ke materinya. Karena tiap jenjang pendidikan itu
pasti ada kurikulumnya masing-masing untuk mengatur materi
pembelajaran yang menyangkut pelaksanaan akademis.” (KomSek/28-
05-13)
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas terdapat sedikit perbedaan
pemahaman tentang kebijakan sekolah dan kebijakan kurikulum. Dalam
ranah pemahaman kebijakan, baik kebijakan sekolah maupun kebijakan
kurikulum masih terdapat disharmonisasi pemahaman antar para pengguna
kebijakan atau stakeholder. Belum adanya keseragaman pemahaman antara
stakeholder kebijakan akan mengakibatkan tujuan atau sasaran pendidikan
dan hasil yang ingin dicapai tidak dapat dirumuskan secara jelas dan spesifik.
Berdasarkan dari seluruh paparan di atas dapat digambarkan
persamaan dan perbedaan pemahaman kebijakan pendidikan (sekolah) dan
kebijakan kurikulum dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 8. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman
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baik di lembaga formal
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Suatu aplikasi yang sudah




Sumber: diolah dari hasil wawancara
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua warga
sekolah terutama Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa memahami kebijakan
pendidikan (sekolah) dan kebijakan kurikulum. Berikut ini keterangannya :
1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates tidak memahami definisi kebijakan
pendidikan (sekolah) maupun kebijakan kurikulum secara teori tetapi
memahami sepengetahuannya saja. Kepala Sekolah memahami kebijakan
pendidikan (sekolah) sebagai langkah besar (kegiatan pokok) yang
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ditempuh (dilakukan) dalam bidang pendidikan. Kemudian dalam
memahami kebijakan kurikulum, Kepala Sekolah memandangnya sebagai
langkah-langkah yang pokok dalam bidang kurikulum;
2. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 2 Wates
memahami kebijakan pendidikan (sekolah) sebagai keputusan yang
dipilih sebagai usaha sadar untuk menentukan suatu kegiatan-kegiatan
atau keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kemudian dalam memahami kebijakan kurikulum, Wakil Kepala Sekolah
bidang kurikulum memandangnya sebagai suatu kebijakan yang dipilih
sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dengan
menentukan penekanan pokok tujuan pendidikan tertentu dan strategi
implementasi tertentu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran;
3. Guru SMA Negeri 2 Wates memahami kebijakan pendidikan (sekolah)
sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa program
dan pelaksanaannya. Sedangkan kebijakan kurikulum merupakan
program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat tertentu, sebagai
pedoman guru dalam melaksanakan KBM;
4. Komite Sekolah SMA Negeri 2 Wates juga memahami kebijakan
pendidikan (sekolah) sebagai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah
untuk mengatur jalannya program pembelajaran secara umum baik di
lembaga formal maupun non formal. Kalau kebijakan kurikulumnya
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adalah suatu aplikasi yang sudah menjurus ke arah materi yang akan
disampaikan untuk melakukan proses pembelajaran;
5. Siswa-siswa SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta, tidak
memahami apapun mengenai definisi kebijakan pendidikan dan kebijakan
kurikulum.
Berdasar kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan
pendidikan adalah suatu keputusan yang dipilih sebagai usaha sadar untuk
menentukan langkah besar (suatu kegiatan pokok) dalam rangka mewujudkan
tujuan pendidikan nasional yang berupa program dan pelaksanaan, yang
dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya program pembelajaran secara
umum baik di lembaga formal maupun non formal. Sedangkan kebijakan
kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu program kegiatan pokok yang dibuat
dan dipilih oleh pemerintah dan sekolah dalam upaya untuk mencapai tujuan
pendidikan dibidang kurikulum dengan menekankan pada inti dari tujuan dan
menentukan strategi implementasi pendidikan yang digunakan guru sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Pemahaman kebijakan sekolah yang telah dijabarkan secara
keseluruhan di atas, tidak terlepas dari pemahaman akan kebijakan
pendidikan dari Tilaar dan Nugroho yang berbunyi :
“Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil
perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari
visi dan misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya
tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu
tertentu.”
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Dan pemahaman tentang kebijakan kurikulum dari UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi :
“Kebijakan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, metode atau strategi pencapaian tujuan dan
evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”
Berdasar pemahaman mengenai kebijakan pendidikan oleh Tilaar dan
Nugroho serta pemahaman tentang kebijakan kurikulum dari UU No. 20
Tahun 2003, disebutkan dengan jelas bahwa kebijakan pendidikan dijabarkan
dari visi  dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
pendidikan. Sedangkan untuk kebijakan kurikulum dipusatkan pada tujuan,
isi, metode atau strategi pencapaian tujuan dan evaluasi yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan.
2. Kebijakan Sekolah terkait Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan yang
akan dideskripsikan di sini meliputi kebijakan sekolah yang dikeluarkan
sekolah (Kepala Sekolah) terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan, dan
pengorganisasian pelaksana kebijakan (aktor kebijakan) sekolah terkait
kurikulum pendidikan.
a. Kebijakan Sekolah yang Dikeluarkan Sekolah (Kepala Sekolah)
terkait Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta memiliki
kebijakan sekolah yang terkait dengan kurikulum pendidikan berupa
pertama mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, kedua bahwa
semua warga sekolah terutama guru dan karyawan itu harus tahu persis
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tentang bayangan kedinasan, ketiga melakukan sosialisasi tentang
kurikulum, keempat membentuk tim pengembang kurikulum, kelima
membuat rincian tugas / pembagian tugas, keenam membuat persiapan
dan menyusun draf/program, ketujuh melaksanakan kurikulum dan
mengevaluasi pelaksanaan program sambil melengkapi fasilitas sekolah
sesuai kebutuhan agar bisa melaksanakan perubahan kurikulum itu sendiri
dengan fasilitas berupa pelatihan, in house training ataupun hal-hal yang
lainnya yang bisa dipelajari dalam hal kurikulum demi menunjang
kelangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar .
Pernyataan di atas dibenarkan oleh Kepala Sekolah, Waka
Kurikulum, dan para Guru saat diwawancarai:
“Kalau saya kebijakannya ya, pertama mengikuti peraturan-
peraturan yang berlaku. Jadi dalam melaksanakan kegiatan sekolah
itu tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku saat itu,
kedua bahwa semua warga sekolah terutama guru dan karyawan itu
harus tahu persis tentang bayangan kedinasan. Lalu memberikan
fasilitas kepada semua warga sekolah agar bisa melaksanakan
perubahan kurikulum itu sendiri dengan fasilitas berupa pelatihan,
in house training ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dipelajari
dalam hal kurikulum.” (KepSek/27-03-13)
“Melakukan sosialisasi tentang kurikulum, Membentuk tim
pengembang kurikulum, Membuat rincian tugas / pembagian tugas,
Membuat persiapan dan menyusun draf.” (WakaKur/27-03-13)
“Melakukan sosialisasi tentang kurikulum pendidikan, membentuk
tim, membuat rincian tugas atau pembagian tugas, membuat
persiapan dan menyusun draf.” (Gr/27-03-13)
“Kalau kebijakan kurikulumnya sendiri kan sudah ditentukan dari
pemerintah pusat dan dinas pendidikan. Sehingga tidak bisa diubah
lagi mbak, tinggal kita pihak sekolah menyusun program,
melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi pelaksanaan program
serta melengkapi fasilitas sekolah sesuai kebutuhan demi
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menunjang kelangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.”
(Gr/27-03-13)
Berdasar pernyataan–pernyataan tersebut di atas terlihat bahwa
kebijakan sekolah yang terkait dengan kurikulum pendidikan yang ada di
SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo Yogyakarta sudah terprogram dan
terencana dengan matang. Hal itu didukung oleh kebijakan-kebijakan
sekolah berupa :
1. Mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat,
2. Melakukan Sosialisasi dan membentuk tim,
3. Pembagian tugas, membuat persiapan, dan menyusun draf kurikulum,
4. Mengevaluasi pelaksanaan program serta melengkapi fasilitas sekolah
sesuai kebutuhan sekolah salah satunya berupa pelatihan, in house
training ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dipelajari dalam hal
kurikulum demi menunjang kelangsungan pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar .
b. Pengorganisasian Pelaksana Kebijakan Sekolah (Aktor Kebijakan)
terkait Kurikulum Pendidikan
Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan (sekolah) dan kebijakan
kurikulum pastinya membutuhkan pelaksana-pelaksana (aktor) kebijakan
sebagai penggerak kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
dalam sub bab ini akan dipaparkan mengenai aktor-aktor yang terlibat
dalam proses perumusan dan proses pelaksanaan kebijakan pendidikan
(sekolah) terkait kurikulum pendidikan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon
Progo, Yogyakarta.
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1) Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates
Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates merupakan jabatan yang
menduduki urutan pertama dalam struktur organisasi sekolah. Oleh
karena itu sebagai pemimpin di sekolah, dalam implementasi
kebijakan sekolah terkait perubahan kurikulum, Kepala Sekolah
berperan sebagai pembuat atau pemangku kebijakan. Selain itu,
Kepala Sekolah juga berperan untuk bertanggungjawab penuh atas
segala suatu penyelenggaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah
satunya yaitu dengan memfasilitasi segala kubutuhan demi kemajuan
sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah SMA
Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta saat diwawancarai.
“Peran saya ya sebagai motivator dan penanggungjawab penuh
agar guru-guru, karyawan sekolah dan siswa semangat dalam
bekerja dan belajar, kemudian mengarahkan dalam segala
kegiatan sekolah demi kemajuan sekolah, dan saya juga
memonitor berjalannya kegiatan pendidikan dalam sekolah.
Misalnya dalam penyusunan kurikulum dan RPP. Yang
membuat perencanaan sekolah sekiranya itu tugas saya, ya saya
lakukan sendiri karena sudah menjadi kewajiban saya sebagai
Kepala Sekolah atau pemimpin di sekolah ini.” (KepSek/27-03-
13)
Pada kesempatan lain, peran Kepala Sekolah SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta terungkap secara rinci dalam kajian
dokumen Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Wates, Kulon
Progo, Yogyakarta Nomor 800/370a Tanggal 1 Juli 2012 tentang
“Struktur Organisasi Sekolah, Susunan Personalia dan Tugas-
tugasnya”.
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Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa tugas Kepala
Sekolah antara lain yaitu: menyusun visi dan misi sekolah, menyusun
program kerja dan mekanisme kerja, menciptakan lingkungan yang
sejuk secara fisik  dan psikologis, memasyarakatkan Pendidikan
Lingkungan Hidup (PLH) kepada seluruh unsur sekolah,
melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh warga
sekolah, menciptakan tertib Tata Usaha sekolah, mengontrol
administrasi sekolah secara berkesinambungan, memberdayakan
seluruh potensi yang ada di sekolah, melaksanakan pengawasan
berkelanjutan, memanfaatkan peluang yang dicerminkan oleh adanya
inovasi, kreativitas dari kegiatan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, melaksanakan negosiasi untuk mempromosikan
sekolah, mengoreksi dan merevisi program kerja staf, melakukan
pemantauan/ supervisi guru dan staf, menandatangani surat, berkas,
dokumen sekolah, raport, STTB dan perjanjian kerjasama dengan
dunia kerja/ lembaga-lembaga terkait, mengelola keuangan sekolah,
mengesahkan kurikulum yang berlaku di sekolah, memberikan
reward kepada warga sekolah yang berprestasi dan punishment
kepada warga sekolah yang melanggar disiplin pegawai,
mempromosikan guru dan staf pada jabatan tertentu, melakukan
penilaian kinerja yang dituangkan dalam format penilaian DP-3,
menentukan dan mengusulkan siswa untuk memperoleh beasiswa,
menerima dan menyetujui siswa pindah serta mengeluarkan siswa.
93
Berdasar penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksana
kebijakan sekolah (khususnya Kepala Sekolah) terkait dengan
kurikulum sudah memiliki kesiapan yang matang. Hal ini didukung
oleh pernyataan Kepala Sekolah yaitu :
“Untuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut ya sekolah
menyediakan fasilitas baik itu fasilitas buku bacaan, kegiatan-
kegiatan in house training misalnya mengirim guru dalam
kegiatan diklat kurikulum baru agar guru bisa memahami
kurikulum yang berlaku tersebut. Jadi pihak sekolah
memfasilitasi sepenuhnya untuk kemajuan sekolah baik dalam
hal pendanaan, dan lainnya sesuai kemampuan dan kebutuhan
sekolah.” (KepSek/27-03-13)
2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Wates
Dalam struktur organisasi wakil kepala sekolah bidang
kurikulum menduduki jabatan ke dua setelah kepala sekolah. Sebagai
pejabat ke dua setelah kepala sekolah maka wakil kepala sekolah
bidang kurikulum juga berperan sangat penting dalam
penyelenggaraan kebijakan sekolah khususnya kurikulum.
Peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum terungkap secara
rinci dalam kajian dokumen Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta Nomor 800/370a Tanggal 1 Juli
2012 tentang “Struktur Organisasi Sekolah, Susunan Personalia dan
Tugas-tugasnya” yang meliputi : menyusun program kegiatan sesuai
bidang tugas, melaksanakan dan melaporkan, mengatur dan
mengusahakan terlaksananya proses pembelajaran, mengkoordinir
sub-sub urusan yang berkaitan dengan urusan kurikulum, serta
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membantu kepala sekolah dalam urusan KBM, menyusun dan
menjabarkan kalender pendidikan, menyelenggarakan rapat,
pembagian tugas ulangan umum, ujian, kenaikan kelas, dan
pencapaian standar isi, SKL, standar proses, juga standar penilaian.
Uraian tersebut dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang
Kurikulum langsung dalam kesempatannya saat diwawancarai:
“Berperan secara aktif mewujudkan program sekolah berkaitan
dengan kebijakan kurikulum, mengkoordinir dan memotivasi
aplikasi program tersebut, mengevaluasi dan menindaklanjuti
hasil evaluasi. Sesuai dengan Tupoksi Wks. Kurikulum.”
(WakaKur/27-03-13)
Berdasar pernyataan di atas, dalam kebijakan sekolah terkait
kurikulum pendidikan wakil kepala sekolah bidang kurikulum
berperan sebagai penanggungjawab kedua setelah kepala sekolah
khususnya dalam kegiatan akademik atau kegiatan belajar mengajar
(KBM). Lebih khususnya Waka Kurikulum bertanggungjawab dalam
hal kurikulum di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
3) Komite Sekolah SMA Negeri 2 Wates
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran
serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan
efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada
pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur
pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
Dalam hal ini komite sekolah di SMA Negeri 2 Wates
mendukung segala kebijakan yang ada di sekolah dan berperan
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sebagai penyambung aspirasi antara wali murid/ orang tua siswa
dengan pihak sekolah, dalam segala macam pelaksanaan kebijakan
yang ada di SMA Negeri 2 Wates terutama kaitannya dengan
kurikulum. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Sekolah SMA
Negeri 2 Wates pada saat diwawancarai mengenai peran dan
dukungan Komite sekolah dalam kebijakan sekolah yang terkait
dengan kurikulum pendidikan.
“Kami sebagai pengurus komite terutama mewakili dari seluruh
wali murid SMA N 2 Wates tentu saja mendukung seluruh
kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu. Namun
demikian kami juga memiliki hak bertanya, berpendapat, dan
memberikan masukan-masukan yang terkait langsung dengan
apa yang dirasakan oleh wali murid. Karena kami sebagai
penyambung lidah kepentingan masyarakat dan kepentingan
sekolah harus selalu melakukan komunikasi. Sehingga kami
memberikan masukan, kritikan kalau perlu atau memberikan
evaluasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang
ada di sekolah. Atau memberikan pertimbangan juga, sehingga
nanti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu sudah
sesuai dengan kurikulum atau belum.” (KomSek/28-05-2013)
Berdasarkan pernyataan tersebut, komite sekolah memiliki
peran penting juga dalam pengambilan kebijakan sekolah terkait
kurikulum pendidikan di SMA Negeri 2 Wates. Komite sekolah
berperan sebagai perwakilan atau wadah dan penyambung aspirasi
dari para wali murid/ orang tua siswa kepada pihak sekolah dalam
pengambilan keputusan/ kebijakan yang ada di sekolah SMA Negeri 2
Wates terutama terkait dengan kurikulum pendidikan di sekolah
tersebut. Selain itu, komite sekolah juga bertanggungjawab untuk
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selalu melakukan komunikasi terhadap wali murid/ orang tua siswa
dan sekolah agar kebijakan sekolah dapat terlaksana dengan baik.
4) Guru SMA Negeri 2 Wates
Dalam kebijakan sekolah yang terkait dengan kurikulum
pendidikan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta tidak
hanya melibatkan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan Komite
Sekolah saja tetapi juga melibatkan kerjasama dengan para guru mata
pelajaran. Karena guru merupakan tenaga pendidik atau pelaksana
langsung kurikulum. Sehingga keberhasilan siswa, utamanya berada
atau ditentukan oleh tenaga pendidik atau guru. Hal tersebut didukung
oleh pernyataan dari beberapa guru yang sempat diwawancarai pada
saat waktu luang.
“Sebagai pelaksana kurikulum ya menyusun program,
melaksanakan KBM, dan evaluasi.” (Gr/11-03-2013)
“Berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing sesuai dengan beban tugas yang
diberikan oleh Kepala Sekolah.” (Gr/27-03-2013)
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang guru
yang lain :
“Guru sebagai pelaksana langsung kurikulum (menyusun
program, melaksanakan KBM, mengevaluasi) sesuai kebijakan
sekolah.” (Gr/27-03-2013)
Berdasarkan ketiga pernyataan tersebut, guru memiliki peran
utama dalam kebijakan sekolah, terkait kurikulum pendidikan
khususnya. Walaupun dalam struktur organisasi, guru berada pada
tingkatan keempat. Guru berperan sebagai tenaga pendidik yang
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melaksanakan segala macam kebijakan sekolah terutama kurikulum
secara langsung. Guru bertugas menyusun program pembelajaran
(RPP), melaksanakan KBM, dan mengevaluasi tingkat pemahaman
siswa terhadap materi yang disampaikan. Selain itu guru
bertanggungjawab penuh untuk memberikan pembinaan siswa serta
bertanggungjawab dalam peningkatan prestasi siswa baik dalam
bidang akademik maupun non akademik.
5) Siswa SMA Negeri 2 Wates
Dalam struktur organisasi, siswa berada pada tingkat yang
paling bawah karena siswa merupakan objek atau target dari
kebijakan sekolah terkait kurikulum pendidikan. Dalam hal ini siswa
hanya berperan sebagai pelaksana sekaligus objek/ target kebijakan
sekolah yang mematuhi dan menaati seluruh kebijakan sekolah yang
ada. uraian di atas diutarakan oleh siswa  SMA Negeri 2 Wates pada
saat diwawancarai.
“Menaati peraturan di sekolah dan mengikuti semua yang di
tetapkan oleh sekolah.” (Sis/28-05-2013)
Pernyataan yang sama diungkapkan oleh siswa yang lain:
“Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak datang terlambat ke
sekolah mungkin, nggak datang terlambat, dan mentaati tata
tertib sekolah dengan baik.” (Sis/21-03-2013)
Berdasarkan kedua pernyataan siswa tersebut dapat
digambarkan bahwa dalam suatu kebijakan sekolah, siswa hanya
berperan aktif sebagai pelaksana dan target dari kebijakan sekolah
tersebut, khususnya kurikulum pendidikan. Siswa tidak berpengaruh
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apa-apa atau tidak ikut berperan dalam pembuatan ataupun
pengambilan kebijakan sekolah.
Berdasar uraian di atas, aktor-aktor yang terlibat dalam proses
perumusan dan proses pelaksanaan kebijakan sekolah terkait kurikulum
pendidikan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Peran Aktor – aktor Pelaksana Kebijakan Sekolah terkait
Kurikulum Pendidikan Di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta
Aktor Peran




sejuk secara fisik dan psikologis.
Memasyarakatkan Pendidikan
Lingkungan Hidup (PLH)
kepada seluruh unsur sekolah.
Memotivator guru-guru,







Wakil Kepala Sekolah bidang
Kurikulum (WakaKur)
 Mewujudkan secara aktif
program sekolah yang berkaitan
dengan kebijakan kurikulum.
 Mengkoordinir dan memotivasi
aplikasi program tersebut.
 Mengevaluasi kurikulum dan
program yang digunakan dalam
pembelajaran.
 Menindaklanjuti hasil evaluasi.
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Komite Sekolah (KomSek)  Memberikan masukan yang
terkait langsung dengan apa
yang dirasakan oleh wali murid
mengenai pelaksanaan
kebijakan di sekolah.
 Mengkritik untuk evaluasi
dalam proses pembelajaran di
sekolah.
 Memberikan pertimbangan juga
mengenai kegiatan
pembelajaran yang ada di
sekolah itu sudah sesuai dengan
kurikulum atau belum.





 Melaporkan hasil kegiatan
sesuai bidang tugas dan sesuai
kebijakan sekolah.
Siswa (Sis)  Mengikuti proses belajar
dengan sungguh-sungguh.
 Mentaati tata tertib atau
peraturan sekolah dengan baik.
 Mengikuti semua kebijakan di
sekolah.
Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
Dilihat pada tabel 9 menggambarkan bahwa masing-masing
mempunyai peran penting yang saling mendukung dan melengkapi serta
membutuhkan kekompakan untuk bekerjasama dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Selain itu, dalam tabel tersebut juga
menggambarkan bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan sekolah
dipengaruhi oleh peran antar pelaksana kebijakan dimana peran tersebut
sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
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c. Analisis Kebijakan Sekolah terkait Pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan
Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan
meliputi kebijakan sekolah yang dikeluarkan (Kepala Sekolah) sekolah
terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pengorganisasian
pelaksana kebijakan (aktor kebijakan) sekolah terkait kurikulum
pendidikan.
Kebijakan sekolah yang dikeluarkan sekolah (Kepala Sekolah)
terkait kurikulum pendidikan yaitu berupa :
1. Mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku,
2. Semua warga sekolah terutama guru dan karyawan itu harus tahu
persis tentang bayangan kedinasan,
3. Melakukan sosialisasi tentang kurikulum,
4. Membentuk tim pengembang kurikulum,
5. Membuat rincian tugas / pembagian tugas,
6. Membuat persiapan dan menyusun draf/program,
7. Melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi pelaksanaan program
sambil melengkapi fasilitas sekolah sesuai kebutuhan demi
menunjang kelangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar .
Aktor-aktor pelaksana kebijakan sekolah terkait kurikulum
pendidikan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta adalah :
1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
sebagai pembuat atau pemangku kebijakan sekolah dan
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bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kebijakan sekolah
terkait dengan kurikulum pendidikan khususnya.
2. Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Wates,
sebagai penanggungjawab dalam kegiatan akademik (kurikulum) di
sekolah tersebut.
3. Komite Sekolah, berperan sebagai penyambung aspirasi antara wali
murid/ orang tua siswa dengan pihak sekolah dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum pendidikan.
4. Guru, sebagai stakeholder dan pelaksana kebijakan sekolah di SMA
Negeri 2 Wates terkait kurikulum pendidikan.
5. Siswa, sebagai stakeholder dan objek atau target dari keberhasilan
kebijakan sekolah yang terkait dengan kurikulum pendidikan.
3. Implementasi Kurikulum 1994, 2004, 2006 dan kurikulum 2013 di
Sekolah SMA Negeri 2 Wates
Dalam sub bab ini akan dideskripsikan mengenai kurikulum yang
digunakan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo Yogyakarta (kurikulum
periode 1994 hingga 2013) dan pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 2
Wates (kurikulum periode 1994 hingga 2013).
a. Kurikulum yang Digunakan di SMA Negeri 2 Wates (Kurikulum
Periode 1994 hingga 2013)
1) Kurikulum 1994
Pada tahun ajaran 2001/2002 SMA Negeri 2 Wates menggunakan
kurikulum 1994 (CBSA). Kurikulum 1994 (CBSA) merupakan kurikulum
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siap pakai. Segala sesuatunya yang mengatur tentang pelaksanaan
pendidikan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sekolah
hanya menaati aturan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah pusat
dan sekolah bisa mengembangkannya sendiri namun tidak bisa
mengurangi kurikulum yang berlaku secara rasional. Pernyataan tersebut
disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates saat
diwawancarai di sekolah.
“Kurikulum 1994 itu segala sesuatunya masih bertolak pada
peraturan dari pusat untuk mata pelajaran wajib yang sudah
ditentukan. Sekolah boleh menambahi mata pelajaran yang lain
tanpa mengurangi mata pelajaran yang sudah ditentukan. Jadi semi
desentralisasi. Sekolah tidak bisa sepenuhnya mengembangkan
potensi dari sekolah ini sendiri.” (KepSek/27-03-2013)
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984
dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem
pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester
ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya
dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi
kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup
banyak. Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang
Kurikulum dalam wawancara di sekolah.
“Masukan: pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem
catur wulan, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi
pelajaran yang cukup padat (berorientasi pada materi pelajaran/isi),
bersifat populis dan inti, dalam pelaksanaan kegiatan guru
hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan
siswa aktif dalam belajar, pengulangan materi yang dianggap sulit
perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman, beban belajar
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siswa terlalu berat karena kurang relevan dengan tingkat
perkembanagn dan berpikir siswa serta kurang bermakna. Proses:
pembelajaran yang bermakna dan melibatkan siswa. Hasil:
pemahaman konsep untuk mencapai tujuan dengan ketrampilan
pengalaman.” (WakaKur/27-03-2013)
Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu guru SMA Negheri 2
Wates sebagai berikut:
“Kalo menurut saya berdampak pada sistem pembagian waktu
pelajaran, yaitu dengan sistem caturwulan yang pembagiannya
dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi
kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran
cukup banyak mbak. Namun setelah itu justru siswa jadi
malas/bosen belajar karena terlalu banyak beban materi yang harus
disampaikan.” (Gr/11-03-2013)
Kurikulum 1994 diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum
Pendidikan Menengah Umum. Seperti pernyataan dari Wakil Kepala
Sekolah bidang Kurikulum yang pada saat itu menjabat sebagai guru di
SMA Negeri 2 Wates.
“Pada tahun 2001/2002 sekolah ini itu menggunakan kurikulum
1994 itu lho mbak, kurikulum 1994 itu diberlakukan berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Umum. Nah
kurikulum itu kan siap pakai to mbak, jadi guru-guru di sini tinggal
melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu ja
mbak.” (WakaKur/27-03-2013)
Karakteristik kurikulum 1994 salah satunya yaitu berorientasi pada
tujuan pendidikan. Sehingga sekolah lebih mengutamakan penyiapan
siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai
pada PP No. 29/1990.
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Salah satu guru SMA Negeri 2 Wates juga menyatakan hal
demikian :
“Kurikulum 1994 (CBSA) menurut saya ya mbak, berorientasi
pada tujuan pendidikan, dimulai dengan penanaman konsep, dan
pembelajaran berpusat pada siswa.” (Gr/27-03-2013)
“Untuk mencapai tujuan pendidikan menengah, dalam
penyelenggaraannya pada saat itu utamanya pihak sekolah
berpedoman pada tujuan pendidikan nasional mbak. Jadi untuk
kurikulumnya sesuai apa yang diamanatkan pemerintah pusat
dengan catatan boleh menambahkan mata pelajaran sesuai
kebutuhan dan ciri khas sekolah namun tidak boleh mengurangi
kurikulum yang telah ditetapkan. Dan dari situ sudah jelas bahwa
sekolah lebih mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai pada PP No.
29/1990.” (Gr/27-03-2013)
Dalam pelaksanaan kurikulum 1994, sekolah mempunyai kebijakan
bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran menyiapkan segala
sesuatu yang diperlukan seperti buku atau sumber belajar dan sarana
prasarana sekolah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.
Kebijakan selain itu adalah mewajibkan guru untuk melibatkan siswa
dalam proses pembelajaran secara aktif dalam segala aspeknya.
Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan
oleh wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan guru pada saat
wawancara di sekolah :
“Kebijakan sekolahnya untuk kurikulum 1994/CBSA
membicarakan dengan guru untuk mencermatinya dan
menyesuaikan dalam pelaksanaanya berdasarkan pedoman-
pedoman yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang bermakna
secara aktif dalam segala aspeknya.” (WakaKur/27-03-2013)
“Mencermati perubahan dalam kurikulum, menyusun strategi atau
program untuk pelaksanaan kurikulum, menyiapkan segala sesuatu
yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan kurikulum
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(SDM/guru, buku/sumber belajar yang lain, fasilitas lain seperti
media pembelajaran) sesuai dengan kondisi dan kemampuan
sekolah.” (Gr/27-03-2013)
2) Kurikulum 2004 (KBK)
Pada tahun 2004 kurikulum pendidikan nasional berubah lagi.
Kebijakan sekolah SMA Negeri 2 Wates dalam persiapan menghadapi
kurikulum 2004 pada saat itu yaitu sekolah membicarakan dengan guru-
guru berkaitan dengan adanya perubahan kurikulum untuk dicermati
dalam pelaksanaan kurikulum yang orientasi pada ketercapaian
kompetensi siswa melalui kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan
untuk mencapai suatu kompetensi.
Pernyataan tersebut didukung oleh ungkapan beberapa warga
sekolah sebagai berikut :
“Membicarakan dengan guru berkaitan dengan adanya perubahan
kurikulum untuk dicermati dalam pelaksanaan kurikulum yang
orientasinya pada ketercapaian kompetensi siswa melalui kegiatan
proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai suatu
kompetensi.” (WakaKur/27-03-2013)
“Mencermati esensi perubahan dalam kurikulum tersebut,
menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan
kurikulum yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa
yang berorientasi pada hasil dengan menekankan pada proses dan
hasil untuk menguasai suatu kompetensi.” (Gr/27-03-2013)
“KBK itu berorientasi pada ketercapaian hasil, metode bervariasi,
penekanan pada proses dan penguasaan kompetensi.” (Gr/11-03-
2013)
“Dalam kurikulum KBK itu menekankan pengembangan
kompetensi siswa yang bervariasi penguasaan kompetensinya.”
(Gr/27-03-2013)
“Untuk karakter kurikulum KBK itu sendiri lebih berorientasi pada
hasil (ketercapaian kompetensi siswa), dalam proses pembelajaran
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menggunakan metode yang bervariasi dengan sumber belajar guru
dan yang lainnya yang mendidik, penilaian menekankan pada
proses dan hasil untuk penguasaan kompetensi.” (Gr/27-03-2013)
Pada kesempatan lain, Wakil Kepala Sekolah juga mengatakan hal
yang sama sebagai berikut:
“Karakteristik KBK jika dilihat dari masukan, proses dan hasil
yaitu: masukan lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi
siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada
hasil belajar (Learning Outcomes) dan keberagaman, penyampaian
dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang
bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber
belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, penilaian
menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi, pengembangan kompetensi
siswa. Pada prosesnya dalam penguasaan materi lebih bervariasi.
Dan dalam aspek hasil berupa kompetensi siswa.” (WakaKur/27-
03-2013)
Dalam prinsip pelaksanaan kurikulum 2004 (KBK) di SMA Negeri
2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta meliputi antara lain Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM), penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum
berbasis sekolah. Namun, baru pada tahap persiapan dan pembuatan
kurikulum KBK, tiba-tiba pada tahun 2006 sudah diganti lagi menjadi
kurikulum KTSP. Sehingga SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta tidak sempat merasakan bagaimana pelaksanaan kurikulum
KBK.
Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu guru dan
Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates sebagai berikut :
“Kurikulum 2004 itu apa to mbak? Saya ko lupa je. Seingat saya
dulu kurikulum 2004 masih sekedar uji coba yang diterapkan
secara terbatas di sejumlah sekolah atau madrasah. Dan sekolah
SMA Negeri 2 Wates ini dulu masih dalam proses persiapan sedikit
demi sedikit untuk menerapkan kurikulum 2004 tersebut. Namun
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belum sampai pada pelaksanaan sesungguhnya dan belum sampai
evaluasi, KBK sudah dirubah menjadi KTSP.” ( Gr/11-03-2013)
“Kurikulum 2004 itukan kemarin masih uji coba to, jadi belum bisa
dilihat apa-apanya mbak.” (KepSek/27-03-2013)
Berikut ini struktur kurikulum program studi Ilmu Pengetahuan
Alam dan program studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang dipersiapkan
SMA Negeri 2 Wates pada saat kurikulum 2004 (KBK) yang
digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 10. Struktur Kurikulum Program Studi
Ilmu Pengetahuan Alam SMA Negeri 2 Wates
SM1 SM2 SM1 SM2 SM1 SM2
1 Pendidikan Agama 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4
5 Matematika 5 5 6 6 6 6
6 Fisika 4 4 6 6 6 6
7 Biologi 2 2 4 4 4 4
8 Kimia 4 4 4 4 4 4
9 Sejarah 1 1 2 2 2 2
10 Geografi 2 2 0 0 0 0
11 Ekonomi 2 2 0 0 0 0
12 Sosiologi 2 2 0 0 0 0





2 2 2 2 2 2
15 Teknologi Informasidan Komunikasi 2 2 2 2 2 2
16 Ketrampilan/ Bahasa
Jerman




2 2 2 2 2 2
Pengembangan Diri 3 3 3 3 3 3




Kelas X Kelas XI Kelas XII
Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
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Kemudian untuk struktur kurikulum program studi Ilmu
Pengetahuan Sosial yang dipersiapkan SMA Negeri 2 Wates dapat
digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 11. Struktur Kurikulum Program Studi
Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Wates
SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 SM 1 SM 2
1 Pendidikan Agama 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4
5 Matematika 5 5 5 5 5 5
6 Fisika 4 4 0 0 0 0
7 Biologi 2 2 0 0 0 0
8 Kimia 4 4 0 0 0 0
9 Sejarah 1 1 3 3 3 3
10 Geografi 2 2 3 3 3 3
11 Ekonomi 2 2 8 8 8 8
12 Sosiologi 2 2 3 3 3 3





2 2 2 2 2 2
15 Teknologi Informasidan Komunikasi 2 2 2 2 2 2
16 Ketrampilan/ Bahasa
Jerman




2 2 2 2 2 2
Pengembangan Diri 3 3 3 3 3 3




Kelas X Kelas XI Kelas XII
Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
3) Kurikulum 2006 (KTSP)
Mulai tahun 2006 hingga tahun ajaran 2012/2013 SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta menggunakan kurikulum KTSP sebagai
kelanjutan dari kurikulum 2004 (KBK).  Dimana kompetensi yang
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diutamakan, berorientasi hampir sama dengan KBK. Kebijakan sekolah
dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kurikulum KTSP berupa
membicarakan dengan guru dan komponen lainnya untuk membentuk tim
pengembang kurikulum dengan membuat pembagian tugas untuk
menyusun kurikulum berdasarkan pedoman penyusunan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditetapkan pemerintah
(BSNP). Melaksanakan program kerja, mengevaluasi dan
menindaklanjuti.
Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari
beberapa warga sekolah sebagai berikut :
“Membicarakan dengan guru dan komponen lainnya untuk
membentuk tim pengembang kurikulum dengan membuat
pembagian tugas untuk menyusun kurikulum tingkat satuan
pendidikan berdasarkan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditetapkan pemerintah sesuai
peraturan pemerintah yang berlaku (BSNP). Melaksanakan
program kerja, mengevaluasi dan menindaklanjuti.” (WakaKur/27-
03-2013)
“Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan bersama-sama
menyusun visi dan misi sekolah, menetapkan struktur dan muatan
kurikulum, menetapkan beban belajar, serta mengembangkan
silabus setiap mata pelajaran. Hal ini dilakukan karena KTSP
memberikan otonomi sekolah untuk menyusun rencana pendidikan
dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah.”
(Gr/27-03-2013)
Dalam menggunakan kurikulum KTSP, SMA Negeri 2 Wates,
Kulon Progo, Yogyakarta memiliki beberapa tujuan pendidikan. Beberapa
tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan
satuan pendidikan (Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas), dan
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tujuan sekolah. Pada pelaksanaan KTSP, guru diminta menyusun Silabus
dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sendiri.
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh warga sekolah SMA
Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada kesempatannya saat
diwawancarai di sekolah.
“Kalau KTSP kompetensi yang diutamakan, berorientasi hampir
sama dengan KBK, namun sekolah diberi wewenang untuk
menyusun rencana pendidikan.” (Gr/11-03-2013)
“Dalam kurikulum KTSP, sekolah diberi kewenangan penuh
menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-
standar yang telah ditetapkan mulai dari tujuan, visi–misi, dan
lainnya, pengembangan kompetensi siswa secara kalistie.”
(WakaKur/27-03-2013)
Karakteristik dalam kurikulum KTSP SMA Negeri 2 Wates Kulon
Progo, Yogyakarta yaitu dalam hal esensi isi dan arah pengembangan
pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket kompetensi (dan
bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), berorientasi pada hasil
belajar (Learning Outcomes) dan keberagaman, penyampaian dalam
pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi,
sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif, penilaian menekankan pada proses dan hasil
belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
Seluruh uraian di atas didukung oleh pernyataan dari beberapa
warga sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada saat
diwawancarai.
“Karakteristik kurikulum KTSP menurut saya, dalam hal esensi isi
dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan
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tercapainya paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya
sebuah subject matter) yaitu menekankan pada ketercapaian
kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar (Learning
Outcomes) dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran
menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi, sumber
belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif, penilaian menekankan pada proses dan
hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu
kompetensi, terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan
KBK (versi 2002 dan 2004) bahwa sekolah diberi kewenangan
penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada
standar-standar yang telah ditetapkan mulai dari tujuan, visi–misi,
dan lainnya, pengembangan kompetensi siswa secara kalistie.
Untuk proses kurikulumnya berdasarkan standar yang telah
ditetapkan. Sedangkan hasilnya berupa kompetensi siswa yang
disesuaikan dengan kondisi sekolah.” (WakaKur/27-03-2013)
“Menurut saya KTSP itu masih seperti pada kurikulum KBK tetapi
sekolah diberi kewenangan untuk menyusun rencana pendidikan
sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing dengan tetap
mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah.” (Gr/27-03-
2013)
Berikut ini struktur kurikulum SMA Negeri 2 Wates yang
digunakan pada saat kurikulum 2006 (KTSP) yang terdiri atas struktur
kurikulum kelas X, struktur kurikulum program IPA dan struktur
kurikulum program IPS. Untuk kurikulum kelas X terdiri atas 16 mata
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri seperti terdapat pada tabel
berikut :
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Tabel 12. Struktur Kurikulum Kelas X
SMA Negeri 2 Wates
SM 1 SM 2
A M ata Pelajaran
1 Pendidikan Agama 3 3
2 Kewarganegaraan 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4
4 Bahasa Inggris 6 6
5 Matematika 6 6
6 Fisika 4 4
7 Biologi 4 4
8 Kimia 4 4
9 Sejarah 1 1
10 Geografi 2 2
11 Ekonomi 2 2
12 Sosiologi 2 2
13 Seni Budaya 2 2
14
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan 2 2
15 TIK/ Keterampilan 2 2
16 Keterampilan/Bahasa Asing(Bahasa Jerman) 2 2
B M uatan Lokal (Bahasa, Sastra& Budaya Jawa) 1 1




Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
Struktur kurikulum XI dan XII Program Ilmu Pengetahuan Alam
terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri
seperti terdapat pada tabel berikut :
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Tabel 13. Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII
Program Ilmu Pengetahuan Alam SMA Negeri 2 Wates
SM1SM2SM1 SM2
A Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama 3 3 3 3
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 5 5 5 5
5 Matematika 6 6 6 6
6 Fisika 8 8 8 8
7 Biologi 5 5 5 5
8 Kimia 4 4 4 4
9 Sejarah 2 2 2 2
10 Seni Budaya 1 1 1 1
11 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan
2 2 2 2
12 TIK/ Keterampilan 2 2 2 2
13 Keterampilan/Bahasa Asing(Bahasa Jerman) 2 2 2 2
B Muatan Lokal (Bahasa, Sastra& Budaya Jawa) 1 1 1 1
C Pengembangan Diri 3 3 3 3




Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
Kemudian untuk struktur kurikulum XI dan XII Program Ilmu
Pengetahuan Sosial terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan
pengembangan diri seperti terdapat pada tabel berikut :
114
Tabel 14. Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII
Program Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Wates
SM1SM2SM1 SM2
A Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama 3 3 3 3
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4 Bahasa Inggris 5 5 5 5
5 Matematika 6 6 6 6
9 Sejarah 3 3 3 3
6 Geografi 4 4 4 4
7 Ekonomi 9 9 9 9
8 Sosiologi 3 3 3 3
10 Seni Budaya 1 1 1 1
11 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan
2 2 2 2
12 TIK/ Keterampilan 2 2 2 2
13 Keterampilan/Bahasa Asing(Bahasa Jerman) 2 2 2 2
B Muatan Lokal (Bahasa, Sastra& Budaya Jawa) 1 1 1 1
C Pengembangan Diri 3 3 3 3




Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
4) Kurikulum 2013
Pada tahun ajaran baru 2013/2014 kurikulum 2013 sudah
diberlakukan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Hal
tersebut dikarenakan SMA Negeri 2 Wates adalah salah satu sekolah yang
ditunjuk untuk melaksanakan uji coba kurikulum 2013. Kurikulum 2013
merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum 1994 yang
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kognitif,
afektif dan psikomotorik) secara terpadu.
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Berikut ini tanggapan dari beberapa warga sekolah SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo Yogyakarta:
“Ya kurikulum 2013 perlu dilaksanakan karena kurikulum itukan
selalu mengikuti perkembangan zaman misalnya perubahan kultur
budaya yang modernisasi, perkembangan IPTEK, tuntutan dunia
kerja dan tuntutan kebutuhan masyarakat , dan masih banyak
lainnya. Dan yang dirubah pada kurikulum 2013 itu baru 3 mata
pelajaran ko mbak, yaitu Sejarah, Matematika, dan Bahasa
Indonesia. Mata pelajaran yang lainnya belum dirubah
kurikulumnya.” (KepSek/27-03-13)
“Sekolah menanggapi kurikulum 2013 dengan optimis dan
mempersiapkan diri dengan cara sosialisasi kurikulum 2013,
berusaha mencari jalan keluar terhadap adanya kelemahan dan
persoalan yang dihadapi, mengijinkan guru untuk mengikuti
berbagai macam sosialisasi tentang kurikulum 2013. Maksud dari
kata optimis di sini mbak, maksudnya adalah bahwa kami
menganggap kami bisa melaksanakan kurikulum 2013 dengan
mudah tanpa ada kesulitan apapun.” (WakaKur/27-03-13)
“Sekolah itukan sebagai pelaksana ya, otomatis kami berusaha
untuk positif thinking aja. Maksud dari kata positif thingking di sini
yaitu kami meyakini bahwa perubahan ini sudah dipikirkan masak-
masak oleh pemerintah pusat. Dan tentu saja positif thinking itu
hanya bisa, apa yang harus kami laksanakan ya akan kami
laksanakan. Tetapi ya diharapkan keputusannya itu segera.
Misalnya untuk kurikulum dan silabusnya kalau memang untuk
Mapel-Mapel tertentu segera ditetapkan. Dan kalau buku-bukunya
itu dari pusat, ya bukunya juga segera disebarluaskan. Minimal
sosialisasi terhadap guru-gurunya diperbanyak, kalau kepala
sekolah mungkin sudah ya. Jadi guru-guru sebagai stakeholder itu
yang akan melaksanakan kurikulum itu sendirikan harusnya diberi
kepastian. Ini lho bukunya, tidak hanya baru simpang siur seperti
itu. Jadi kurikulum 2013 itu benar-benar belum matang dalam
sosialisasi dan penentuannya terutama.” (Gr/27-03-2013)
“Sebenarnya semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan
terutama seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa)
harusnya belajar dulu tentang kurikulum pendidikan. Karena
kurikulum itu bukan barang sulit, bisa dilihat dan dipelajari. Kita
tidak usah melihat gantinya tetapi tinggal bagaimana kita
menyikapinya. Ketika kurikulum yang 2013 ini sedang mau
dilaksanakan tahun ajaran 2013/2014 maka kami sebagai komite ya
baru bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya nanti bisa
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dipertimbangkan untuk pengelolaan KBM di sekolah.”
(KomSek/28-05-2013)
“Kalau yang saya dengar dari pihak sekolah si ya mengeluh, ko
kurikulumnya gonta-ganti nggak konsisten dan membingungkan.
Dan mata pelajaran TIK juga akan dihapuskan katanya mbak.”
(Sis/28-05-2013)
Berdasarkan pada beberapa pernyataan dari warga sekolah tersebut,
terdapat adanya pro dan kontra. Ada yang menerima begitu saja dengan
alasan bahwa kurikulum wajib berubah-ubah sesuai kebutuhan
masyarakat dan pelaksana, namun juga ada yang mengeluh kenapa
kurikulumnya harus berubah – ubah terus tanpa sosialisasi dan kebijakan
yang pasti. Jika dilihat lebih rinci sebagian besar warga sekolah SMA
Negeri 2 Wates menerima adanya perubahan kurikulum 2013 sesuai
dengan perkembangan zaman. Hanya saja dalam pelaksanaan dan
kepastian dari pemerintah pusat mengenai kurikulum 2013 dirasa belum
siap dan belum matang karena masih banyak berita yang simpang siur,
seperti contohnya sosialisasi terhadap guru-guru masih sepotong-potong.
Persiapan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta untuk
kurikulum 2013 belum bisa menyiapkan secara maksimal. Hal itu
dikarenakan guru-guru SMA Negeri 2 Wates dalam keadaan bingung apa
yang harus disiapkan. Maka dari itu masing-masing warga sekolah hanya
bisa persiapan seadanya dan semampunya yang bisa dilakukan dan
disiapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang
Kurikulum SMA Negeri 2 Wates sebagai berikut:
“Guru sendiri itu juga sebenarnya persiapannya masih bingung apa
yang harus dipersiapkan. Karena kurikulum itu sendiri juga belum
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keluar dan sosialisasi kurikulum yang baru juga belum dilakukan,
yang ada baru uji publik. Uji publik itu hanya dapat diikuti dari
internet, kemudian sosialisasi yang sepotong-potong tidak
memberikan kepastian, apa yang harus dilakukan guru. Misalnya,
guru akan menyiapkan silabus. Tetapi katanya silabus sudah
disiapkan dari pusat. Kemudian RPP itu juga kalau silabusnya
belum keluar otomatis juga belum bisa menyusun RPP. Kemudian
juga untuk sekolah misalnya, mau menyusun struktur kurikulum
yang akan berlaku di 2013/2014 ya, itukan juga pasti ragu-ragu
orang keputusannya juga belum keluar. Kemudian juga ini,
keputusan yang tentang kurikulum ini seharunya diikuti dengan
keputusan yang dampak dari kurikulum itu. Misalnya tentang jam
yang dapat dihitung sertifikasi atau tidak itukan juga
mempengaruhi kebijakan sekolah dalam menyusun struktur
kurikulum. Harusnya itu keluarnya 1 paket yang bisa dijadikan
sebagai dasar untuk menyusun struktur kurikulum di sekolah. Atau
kalau misalnya memang akan diberlakukan ya segera dikeluarkan
yang pasti. Kalau yang diinternet itukan masih uji coba,
otomatiskan belum bisa dijadikan sebagai acuan, apakah ini
memang akan berlaku sejak kapan? Gitu kan mbak. Jadi kurikulum
2013 ini ya belum jelas. Kami tidak tahu harus mempersiapkan
apa. Tapi sementara ya saya sebagai Wakasek Kurikulum yang
saya persiapkan adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk
masing-masing Mapel itu sudah saya bagikan kepada seluruh guru
mata pelajaran di sekolah. Sehingga beliau-beliau dapat
mencermati kira-kira materi ajar apa yang perlu dipersiapkan.
Kemudian memotivasi para guru untuk selalu bisa menerima
perubahan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Padahal tahun ajaran
baru tinggal 1 bulan lagi tapi kami belum tahu secara konkritnya,
masih simpang siur mbak.” (WakaKur/27-03-2013)
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Sekolah dan warga sekolah
yang lain juga mengutarakan persiapannya untuk kurikulum 2013.
“Mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari kementrian
pendidikan dan dinas pendidikan, menyiapkan SDMnya, dan
tentunya menyiapkan sumber daya yang lain seperti sarana dan
prasarana.” (KepSek/27-03-2013)
“Persiapan saya memahami terlebih dahulu esensi kurikulum 2013
dan menemukan perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 2013.
Mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala yang mungkin akan
dihadapi. Menerima perubahan sebagai suatu keharusan dan tentu
sudah dipikirkan dengan masak oleh para ahli.” (Gr/11-03-2013)
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Menurut penilaian dari para guru SMA Negeri 2 Wates, kurikulum
2013 mengkoreksi kekurangan dari CBSA dengan cara guru harus lebih
aktif memprepare, misalnya ada kegiatan mengamati dan apa yang harus
diamati itu harus dipersiapkan guru. Kemudian ada juga kegiatan
bertanya, sehingga guru harus mempunyai pengetahuan lebih tentang
materi yang ditanyakan siswa. Jadi meskipun siswa aktif, guru juga harus
aktif untuk mencapai kompetensi. Kemudian pada kurikulum 2013, untuk
kemampuan agama atau sikap spiritual tidak hanya dibebankan pada satu
mapel PKn atau Agama tetapi semua mapel mempunyai tanggung jawab
untuk mengembangkan religiusitas sehingga aspek afektif semua Mapel
ada dan siswa harus benar-benar tahu dan memahaminya lebih dalam
pada materi pembelajaran.
Pada materi pembelajaran kurikulum 2013 sudah dikurangi secara
bertahap dan nilai-nilai kebudayaan lokal mulai masuk lagi dalam
pembelajaran. Kondisi awal yang terjadi di sekolah menunjukkan hal
yang berbeda. SMA Negeri 2 Wates ini awalnya memberlakukan
kurikulum 2013 itu hanya 3 Mapel. Tetapi tindakan selanjutnya untuk
mengaplikasikan kurikulum secara parsial tidak bisa sehingga sekolah
mengambil kebijakan untuk mengaplikasikan semua Mapel pada jenjang
kelas X saja di tahun 2013/2014 ini. 3 Mapel yang sudah dilatihkan yaitu
Sejarah, Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk Mapel yang lain
menyesuaikan kurikulum 2013.
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Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara dari beberapa warga
sekolah SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta sebagai berikut :
“Baru kemarin ini, tahun 2012/2013 sekolah ini dalam proses
melaksanakan kurikulum KTSP Nasional tanpa  RSBI karena
sudah dihilangkan dan baru akan menjadi mantap tiba-tiba
sekarang tahun 2013/2014 kurikulumnya sudah dirubah lagi dan
sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk untuk
melaksanakan atau uji coba kurikulum 2013 ini. Tambah bingung
lagi to mbak jadi harus berubah-ubah dalam waktu yang relatif
singkat? Jadi sebagai pelaksana ya akhirnya guru-guru ya waton
jalani saja mbak tanpa memahami kurikulum itu sendiri dengan
sungguh-sungguh. Sebenarnya sebagai pendidik ya terbuka saja
akan adanya perubahan-perubahan itu. Tetapikan pada proses
perubahan dalam pelaksanaan di lapangan dengan idealismenya
sangat berbeda.” (Gr/27-07-2013)
“Pelaksanaan kurikulum 2013 ini sebenarnya kalau dipersiapkan
lebih masak, sangat bagus. Bagusnya karena sepertinya kurikulum
2013 ini merupakan lanjutan dari kurikulum CBSA itu. Kalau saya
melihatnya ini mengkoreksi kekurangan dari CBSA dulu dengan
cara di sini guru harus lebih aktif memprepare misalnya di sini ada
kegiatan mengamati dan apa yang harus diamati itukan harus
dipersiapkan guru. Ada kegiatan menanya berartikan guru harus
punya pengetahuan lebih tentang hal itu. Jadi meskipun siswa aktif,
guru juga harus aktif di kurikulum 2013 ini. Kemudian di sini juga
beban untuk kemampuan agama atau sikap spiritual tidak hanya
dibebankan pada satu mapel PKn atau Agama tapi semua mapel
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan religious
sehingga afektif semua mapel ada. Di SMA Negeri 2 Wates ini
awalnya memberlakukan kurikulum 2013 itu hanya 3 Mapel. Tapi
untuk mengaplikasikan kurikulum secara parsial itu tidak bisa.
Makanya sekolah karena ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang
melaksanakan kurikulum 2013 ya mengaplikasikan semua Mapel
pada jenjang kelas X di tahun 2013/2014 ini. 3 Mapel yang sudah
dilatihkan itu Sejarah, Bahasa Indonesia dan Matematika.”
(WakaKur/27-07-2013)
“Dalam kurikulum 2013 ini kan lebih menekankan pada aspek
pendidikan kognitif. Sehingga siswa harus benar-benar tahu dan
memahaminya lebih dalam pada materi pembelajaran. Pada intinya
dari dulu hingga sekarang sama saja ingin mencerdaskan siswa.
Saya perhatikan kurikulum-kurikulum akhir-akhir ini justru akan
kembali ke kurikulum-kurikulum yang zaman dahulu, materi
pembelajaran sudah mulai dikurangi secara bertahap dan nilai-nilai
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kebudayaan lokal mulai masuk lagi dalam pembelajaran. ” (Gr/27-
07-2013)
Berdasarkan berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa
persiapan kurikulum 2013 di tingkat sekolah khususnya SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta belum ada persiapan yang matang
sedangkan kurikulum 2013 sudah diberlakukan. Selain itu, kurikulum
2013 menimbulkan pro dan kontra yang dikarenakan kebijakan
pelaksanaan kurikulum 2013 belum pasti, sosialisasi terhadap guru-guru
yang masih sepotong-potong dan mekanisme pelaksanaan yang juga
kurang baik, sehingga membuat guru-guru menjadi bingung apa yang
harus disiapkan. Namun demikian, sekolah tetap melaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan berusaha untuk mempersiapkan diri
seadanya dan semampunya yang bisa dilakukan dan disiapkan sesuai
lingkungan atau kondisi sekolah. Persiapan sekolah seperti berikut:
menyiapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk masing-masing
Mapel dan membagikan kepada seluruh guru mata pelajaran di sekolah,
menyiapkan materi ajar, memotivasi para guru untuk selalu bisa
menerima perubahan.
Berikut ini struktur kurikulum 2013 yang digunakan SMA negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada awal tahun ajaran 2013/2014
untuk kelas X sekaligus struktur kurikulum untuk kelas XI dan XII yang
akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015 :
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Tabel 15. Struktur Kurikulum 2013
Kelompok Mata Pelajaran Wajib







1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4
4. Matematika 4 4 4
5. Sejarah Indonesia 2 2 2
6. Bahasa Inggris 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
7. Seni Budaya 2 2 2
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan
3 3 3
9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu 24 24 24
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) 18 20 20
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu 42 44 44
Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
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Tabel 16. Struktur Kurikulum 2013
Kelompok Mata Pelajaran Peminatan
SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
MATA PELAJARAN KelasX XI XII
Kelompok A dan B (Wajib) 24 24 24
C. Kelompok Peminatan
Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam
I 1 Matematika 3 4 4
2 Biologi 3 4 4
3 Fisika 3 4 4
4 Kimia 3 4 4
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial
II 1 Geografi 3 4 4
2 Sejarah 3 4 4
3 Sosiologi 3 4 4
4 Ekonomi 3 4 4
Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya
III 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4
2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4
3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4
4 Antropologi 3 4 4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman
Pilihan Lintas Minat dan/atau
Pendalaman Minat 6 4 4
Jumlah jam pelajaran yang tersedia per minggu 66 76 76
Jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh per
minggu 42 44 44
Sumber: diolah dari hasil wawancara dan kajian dokumen
b. Implementasi Kurikulum di SMA Negeri 2 Wates (Kurikulum
Periode 1994, 2004, 2006 dan 2013)
Pada sub bab sebelumnya di atas di jelaskan tentang kurikulum
yang digunakan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
Kemudian pada subbab kali ini akan diuraikan mengenai penilaian
pelaksanaan kurikulum selama ini, dari kurikulum 1994 hingga kurikulum
2013.
Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, pelaksanaan
kurikulum di SMA Negeri 2 Wates selama ini, secara umum berjalan dan
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terlaksana dengan lancar sesuai pada pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran atau kurikulum yang berlaku pada saat itu dan didesain
khusus untuk SMA Negeri 2 Wates. Selama ini, dalam menunjang
pelaksanaan beberapa kurikulum tersebut, pihak sekolah memfasilitasi
sepenuhnya untuk kemajuan sekolah. Salah satu fasilitas yang disediakan
sekolah berupa fasilitas buku bacaan, kegiatan-kegiatan in house training
misalnya mengirim guru dalam kegiatan diklat kurikulum baru, agar guru
bisa memahami kurikulum yang berlaku tersebut. Termasuk baik dalam
hal pendanaan, dan lainnya sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah.
Ungkapan ini dijelaskan oleh beberapa warga sekolah pada saat
wawancara di sekolah.
“Berjalan dan terlaksana dengan menyesuaikan pada pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau kurikulum yang
berlaku.” (WakaKur/27-03-2013)
“Kepala Sekolah–Guru melaksanakan kurikulum tersebut sesuai
dengan tuntutan/perubahan.” (Gr/27-03-2013)
“Untuk pelaksanaan kurikulumnya tentu sesuai dengan kurikulum
yang berlaku dan disusun untuk SMA Negeri 2 Wates. (Gr/11-03-
2013)
“Dan untuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut ya sekolah
menyediakan fasilitas baik itu fasilitas buku bacaan, kegiatan-
kegiatan in house training misalnya mengirim guru dalam kegiatan
diklat kurikulum baru agar guru bisa memahami kurikulum yang
berlaku tersebut. Jadi pihak sekolah memfasilitasi sepenuhnya
untuk kemajuan sekolah baik dalam hal pendanaan, dan lainnya
sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah.” (KepSek/27-03-2013)
Untuk pelaksanaan dalam kurikulum 1994, sekolah hanya tinggal
melaksanakan kurikulum yang sudah di buat oleh pemerintah pusat
tersebut. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum 1994,
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sudah diatur oleh pemerintah pusat. Jadi pihak sekolah hanya berperan
sebagai stakeholder (pengguna/ pelaksana). Hal tersebut sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan
beberapa guru SMA Negeri 2 Wates sebagai berikut :
“Pada tahun 2001/2002 sekolah ini itu menggunakan kurikulum
1994 itu lho mbak, kurikulum 1994 itu diberlakukan berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Umum. nah
kurikulum itu kan siap pakai to mbak, jadi guru-guru di sini tinggal
melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu ja
mbak.” (WakaKur/27-03-2013)
Kemudian untuk kurikulum 2004 (KBK), dalam pelaksanaan di
sekolah belum bisa dilihat atau diketahui. Karena pada saat pihak sekolah
baru akan memulai persiapan untuk kurikulum KBK, tiba-tiba kurikulum
2004 (KBK) sudah diganti dengan kurikulum 2006 (KTSP). Selain itu
juga, kurikulum 2004 hanya dilaksanakan secara terbatas oleh beberapa
sekolah yang ditunjuk langsung dari pemerintah untuk melaksanakan uji
coba kurikulum 2004 (KBK). Namun tidak berlangsung lama dan
dianggap gagal karena tidak sesuai dengan keadaan dan budaya di
Indonesia. Jadi tidak seluruh sekolah di Indonesia melaksanakan
kurikulum 2004 (KBK). Uraian di atas disampaikan oleh salah satu guru
SMA Negeri 2 Wates dalam wawancara di sekolah sebagai berikut :
“Kurikulum 2004 itu apa to mbak? Saya ko lupa je. Seingat saya
dulu kurikulum 2004 masih sekedar uji coba yang diterapkan
secara terbatas di sejumlah sekolah atau madrasah. Dan sekolah
SMA Negeri 2 Wates ini dulu masih dalam proses persiapan sedikit
demi sedikit untuk menerapkan kurikulum 2004 tersebut. Namun
belum sampai pada pelaksanaan sesungguhnya dan belum sampai
evaluasi, KBK sudah dirubah menjadi KTSP. Persiapannya di
sekolah ya menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi untuk
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tercapai kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil.” (Gr/11-
03-2013)
Sedangkan dalam pelaksanaan kurikulum KTSP di SMA Negeri 2
Wates, didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan yang termuat
dalam PP No. 19 tahun 2005 antara lain yaitu ada jurusan IPA dan IPS.
Kemudian penambahan jam untuk struktur kurikulumnya SMA Negeri 2
Wates termasuk lebih banyak dari ketentuan yang seharusnya. Karena
SMA Negeri 2 Wates adalah SMA RSBI yang pada saat itu
diperbolehkan untuk menambah jam lebih dari ketentuan struktur
kurikulum yang ada dalam standar isi. Sekolah melaksanakan kurikulum
KTSP dengan lancar semua dan hasilnya cukup bagus, sebagian besar
guru dan karyawan sudah melaksanakan kurikulum yang berlaku saat itu
dengan baik. Bahkan termasuk di dalam penyelenggaraan KBMnya itu
selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Sehingga paling tidak
kurikulum KTSP yang merupakan kewenangan dari sekolah ada
perubahan-perubahan tiap tahunnya. Terutama dalam penentuan kriteria
ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Namun memang ada beberapa
guru yang belum bisa menerima perubahan kurikulum atau sulit untuk
diatur. Sehingga dalam kompetensinya juga susah untuk berubah dan itu
menimbulkan strategi atau metode mengajarnya masih menggunakan
kurikulum yang lama kurang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
“Pelaksanaan KTSP ya berjalan lancar semua, hahaha. Menurut
saya sebagian besar guru dan karyawan sudah melaksanakan
kurikulum yang berlaku saat ini dengan baik, namun memang ada
beberapa guru yang belum bisa menerima perubahan kurikulum
atau sulit untuk diatur. Haha, ya sebenarnya mau dan bisa untuk
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diatur. Namun kompetensinya susah untuk berubah, ya berubah
tapi sedikit. Sehingga dalam strategi/ metode mengajarnya masih
menggunakan kurikulum yang lama kurang sesuai dengan
kurikulum yang berlaku. Terutama guru-guru yang sudah tua dan
lebih lama di sekolah ini. Itu menjadi salah satu kendala juga dalam
pelaksanaan kurikulum. untuk guru-guru yang seperti itu kebijakan
yang diambil ya sekolah tetap mendampingi untuk terus belajar
bersama sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau yang namanya sudah
maksimal seperti itu ya dikapak-kapake ya tetap seperti itu dan kita
harus bersabar menghadapinya. Mungkin pada saatnya nanti
beliaunya pensiun akan ganti yang baru. Hahaha.” (KepSek/27-03-
2013)
“Untuk pelaksanaan kurikulumnya tentu sesuai dengan kurikulum
yang berlaku dan disusun untuk SMA Negeri 2 Wates. Dalam hal
sekarang ini khususnya kurikulum KTSP yang didasarkan pada 8
standar nasional pendidikan yang termuat dalam PP No. 19 tahun
2005 antara lain ya di situ ada jurusan IPA dan IPS. Kemudian
penambahan jam untuk struktur kurikulumnya SMA Negeri 2
Wates termasuk lebih banyak dari ketentuan yang seharusnya.
Karena SMA Negeri 2 Wates adalah SMA RSBI yang pada saat itu
diperbolehkan untuk menambah jam lebih dari ketentuan struktur
kurikulum yang ada dalam standar isi.” (Gr/11-03-2013)
“Kalau untuk yang KTSP itu aplikasi atau penerapan kurikulumnya
di SMA N 2 Wates cukup bagus mbak. Bahkan termasuk di dalam
penyelenggaraan KBMnya itu selalu dilakukan evaluasi setiap
tahunnya. Sehingga paling tidak kurikulum KTSP yang merupakan
kewenangan dari sekolah ada perubahan-perubahan tiap tahunnya.
Terutama dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal dalam
pembelajaran. Sehingga ada perubahan tiap tahunnya walaupun
hanya mungkin 0,1 atau 0,2 tetapi nilai yang diharapkan dari siswa
setiap tahunnya bisa meningkat. Jadi kalau aplikasi atau penerapan
KTSP di sekolah sudah bagus. Bahkan jika kami bandingkan
dengan sekolah-sekolah yang lainnya lebih bagus SMA Negeri 2
Wates. Bahkan di sana nilai tingkat ketuntasan tiap mata
pelajarannya termasuk tinggi. Rata-rata nilai ketuntasannya 75,
bahkan ada mata pelajaran yang harus memiliki nilai ketuntasan di
atas 75. Termasuk untuk menyikapi kurikulum tersebut, guru-guru
yang ada di sana sudah banyak yang bersiap-siap untuk
meningkatkan kualitas mutu melalui kuliah S2. Ya 60% guru di
sana berpendidikan S2. Untuk pengadaan evaluasi tiap tahun itu
biasanya dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru, namanya uji
publik, jadi kurikulum ini dirasa masih relevan atau tidak, jika
tidak maka dirubah.” (KomSek/28-05-2013)
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“Pelaksanaan yang digunakan di sekolah ini menurut saya si sudah
sesuai dengan kurikulumnya, tetapi khusus mata pelajaran biologi
menurut saya kurang sesuai dengan kurikulum. Karena di jam
pelajaran lebih sering cerita dan nggak nyambung dengan mata
pelajarannya.” (Sis/21-03-2013)
“Menurut saya dalam pelaksanaan kurikulumnya di sekolah sudah
sesuai dengan ketentuannya atau sesuai standarnya. Namun di
sekolah ini itu terlalu mengekang siswa. Jadi siswa tidak bisa
mengembangkan potensi dan kreativitasnya sendiri. Kalau dalam
hal prestasi non akademik, pihak sekolah kurang mendukung. Jadi
kreativitas siswa kurang bisa tersalurkan. Misalnya saja siswa ingin
mengikuti pertandingan futsal dan festival antar sekolah, nah pihak
sekolah tidak mau memberikan dukungan dalam bentuk dana. Jadi
kalau dalam bentuk dana pihak sekolah kurang mendukung dan
siswa harus mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti
perlombaan tersebut.” (Sis/28-05-2013)
Kemudian pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 dalam
pelaksanaan kurikulum 2013 ini, SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo
Yogyakarta menggunakan kurikulum 2013 dalam proses
pembelajarannya. Pada pelaksanaan kurikulum 2013 ini, mayoritas guru-
guru SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta ini bingung dalam
menerapkan kurikulum 2013. Mereka memandang penerapan kurikulum
2013 ini terlalu tergesa-gesa sehingga belum optimal dalam
penerapannya. Hal itu dikarenakan tidak semua guru mendapatkan
pelatihan kurikulum 2013, sehingga para guru belum menguasai betul
jiwa pembelajaran kurikulum 2013. Kalaupun ada guru-guru yang
mendapatkan pelatihan, itu juga belum optimal. Bisa dibuktikan dari hasil
guru-guru yang dilatih itu begitu mengimbaskan ketemannya dan ada
pertanyaan dari temannya itu tidak bisa menjawab.
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Selain itu juga, pada awalnya setiap sekolah yang ditunjuk secara
khusus, menerapkan kurikulum 2013 hanya untuk 3 Mapel. Tapi untuk
mengaplikasikan kurikulum secara parsial itu SMA Negeri 2 Wates tidak
bisa. Karena akan berdampak pada struktur program dan rapornya. Maka
dari itu sekolah mengambil kebijakan untuk mengaplikasikannya pada
semua mapel khusus untuk kelas X saja dahulu pada awal tahun ajaran
2013/2014. Untuk kelas XI dan XII tetap menerapkan kurikulum KTSP
Standar Nasional.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa guru SMA Negeri 2
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada saat wawancara di sekolah :
“Pelaksanaan kurikulum 2013 ini sebenarnya kalau dipersiapkan
lebih masak, sangat bagus. Bagusnya karena sepertinya kurikulum
2013 ini merupakan lanjutan dari kurikulum CBSA itu. Kalau saya
melihatnya ini mengkoreksi kekurangan dari CBSA dulu dengan
cara di sini guru harus lebih aktif memprepare misalnya di sini ada
kegiatan mengamati dan apa yang harus diamati itukan harus
dipersiapkan guru. Ada kegiatan menanya berartikan guru harus
punya pengetahuan lebih tentang hal itu. Jadi meskipun siswa aktif,
guru juga harus aktif di kurikulum 2013 ini. Kemudian di sini juga
beban untuk kemampuan agama atau sikap spiritual tidak hanya
dibebankan pada satu mapel PKn atau Agama tapi semua mapel
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan religious. Jadi
afektif semua mapel ada, hanya saja menurut saya ini terlalu
tergesa-gesa aplikasinya sehingga belum semua guru menguasai
betul jiwa pembelajaran kurikulum 2013 yang sebenarnya bagus.
Untuk pelaksanaannya saya kira belum optimal, karena harusnya
guru itu dilatih dulu semuanya sehingga paham betul kurikulum
2013 itu jiwanya bisa tertangkap oleh guru. Selain itu, awalnya
setiap sekolah yang diberlakukan kurikulum 2013 itu hanya 3
Mapel. Tapi untuk mengaplikasikan kurikulum secara parsial itu
tidak bisa. Masak dalam 1 jenjang yang 3 mapel ikut kurikulum
2013 lainnya ikut KTSP ya tidak bisa. Nanti dampaknya pada
struktuur programnya seperti apa, rapornya seperti apa, makanya
sekolah karena harus mengaplikasikan ya dengan tekad begini
kalau mengaplikasikan secara parsial 3 mapel, hambatan yang
dihadapi tidak dapat saya hadapi. Tapi kalau aplikasinya semua
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mapel ya memang ada hambatannya tidak semua guru dilatih. Tapi
itu lebih bisa diatasi meskipun juga belum tentu sempurna
aplikasinya. 3 Mapel yang sudah dilatihkan itu Sejarah, Bahasa
Indonesia dan Matematika dan itupun pelatihannya tidak optimal
dari hasil guru-guru yang dilatih itu begitu mengimbaskan
ketemannya dan ada pertanyaan dari temannya itu tidak bisa
menjawab. Berartikan 3 guru itupun belum optimal penguasaannya
dan guru yang lain yaitu dengan cara pengimbasan dan membaca
sendiri.” (WakaKur/27-07-2013)
“Dalam kurikulum 2013 ini kan lebih menekankan pada aspek
pendidikan kognitif. Sehingga siswa harus benar-benar tahu dan
memahaminya lebih dalam pada materi pembelajaran. Kalau dulu
kan hanya sekedar tahu saja. Pada intinya dari dulu hingga
sekarang sama saja ingin mencerdaskan siswa. Jadi kalau menurut
saya ya lebih baik tidak usah ganti kurikulum hanya dikembangkan
saja dalam arti kekurangan-kekurangan itu diperbaiki saja. Karena
saya perhatikan kurikulum-kurikulum akhir-akhir ini justru akan
kembali ke kurikulum-kurikulum yang zaman dahulu, materi
pembelajaran sudah mulai dikurangi secara bertahap dan nilai-nilai
kebudayaan lokal mulai masuk lagi dalam pembelajaran. Yang
namanya guru itu masing-masing mbak, ada yang hanya menilai
kognitifnya saja, ada juga yang kognitif dan afektifnya saja dan
lain-lainnya. Kalau saya ya ke tiga aspek tersebut saya lakukan
karena sebenarnya aspek kognitif, afektif dan psikomotorik itu
adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisah-pisah. Jadi saya
menilai dari proses pembelajaran yang meliputi tiga aspek itu tadi
melalui penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran.” (Gr/27-
07-2013)
Dari seluruh uraian di atas, dapat digambarkan dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 17. Implementasi Kurikulum













































































































































































































































































Sumber : diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi
Berdasarkan pada tabel di atas dapat digaris bawahi, bahwa
pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates dari kurikulum 1994
sampai kurikulum 2013 secara umum berjalan lancar dan baik sesuai pada
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pedoman yang berlaku dan didesain khusus untuk SMA Negeri 2 Wates,
Kulon Progo, Yogyakarta. Walaupun dalam pelaksanaan masing-masing
kurikulum yang dibandingkan tersebut juga mempunyai kekurangan dan
kelebihan yang berbeda-beda, sekolah tetap bisa mengatasinya dengan
baik.
Pergantian atau penyempurnaan kurikulum adalah suatu
keniscayaan yang harus diberlakukan untuk mengikuti perkembangan
IPTEK, perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan masyarakat
serta perilaku dan metode pengajaran yang setiap saat terus berkembang.
Meskipun perubahan tidak selalu membawa keberhasilan, tetapi perlu
dipahami bahwa hanya dengan perubahan kita dapat mencapai kemajuan.
Dengan demikian dalam pelaksanaan kurikulum yang berubah-ubah,
sebagian besar warga sekolah di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta, menanggapinya dengan positif thingking bahwa perubahan
kurikulum yang berubah-ubah tersebut bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan.
SMA Negeri 2 Wates menyetujui adanya keputusan pemerintah
mengenai kurikulum yang berubah-ubah demi mencapai kemajuan dan
meningkatkan mutu pendidikan, namun jangan terlalu singkat masa
berlakunya sehingga dapat dilihat hasil dari kurikulum tersebut, apakah
baik atau justru banyak kekurangannya. Selain itu, sebelum kurikulum
baru diterapkan kepada sekolah-sekolah yang ada, diharapkan pemerintah
memproses kurikulum tersebut dengan matang-matang. Sehingga ketika
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diterapkan pada sekolah, benar-benar sudah siap tanpa ada permasalahan
lagi yang muncul dan akhirnya harus merubah kerangka dasar dan
struktur kurikulum lagi.
Dalam menyikapi perubahan kurikulum SMA Negeri 2 Wates lebih
menekankan pada kesiapan tenaga pendidik (guru) itu sendiri melalui
sosialisasi untuk memahami esensi dari kurikulum yang baru agar tidak
terjadi permasalahan dan melalui kuliah S2 untuk meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah.
B. Implikasi Teoritik
Pada sub bab ini akan diuraikan pokok hasil penelitian berdasarkan teori
kebijakan yang sudah ada dan dipandang relevan dengan penelitian ini. Salah
satu diantaranya adalah teori model kebijakan menurut Thomas R. Dye yang
menjelaskan bahwa suatu proses kebijakan diawali dari:
1. Identifikasi masalah-masalah yang muncul dalam suatu kebijakan
(Identification of policy problem), aspek ini berkaitan dengan penyusunan
kebijakan dari perubahan kurikulum yang selalu didahului dengan latar
belakang. Kurikulum 1994 dan 2004 dilatar belakangi oleh teori belajar
mengajar yang kurang memperhatikan muatan (isi) pembelajaran. Kemudian
pada kurikulum 2006 mengalami perkembangan yang lebih bersifat
kontekstual. Sedangkan pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada
pengoptimalan potensi siswa.
2. Menyusun atau mengatur agenda gagasan kebijakan (Agenda setting), aspek
kedua ini berhubungan pada landasan kebijakan perkembangan kurikulum.
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Landasan kurikulum pada tahun 1994 sampai 2013 menunjukkan
kecenderungan yang sama. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada
segi operasional dimana lebih kuat dari pada segi implementasinya.
3. Melakukan formulasi kebijakan yang akan diputuskan (Policy Formulation),
khususnya dalam menentukan tujuan kebijakan kurikulum yang terlihat lebih
kompleks, bercita-cita tinggi dan jelas apa yang ingin dicapai dari
perkembangan kurikulum 1994 sampai 2013.
4. Legalisasi kebijakan (Policy Legitimation) kurikulum untuk melegalkan
pengembangan materi (isi) dari perkembangan kurikulum 1994 sampai 2013
sebelum diterapkan. Pengembangan materi (isi) dari kurikulum 1994 sampai
2013 terlihat lebih luas, kompleks dan target yang ingin dicapai lebih tinggi.
Dengan demikian dalam pelaksanaannya, konsekuensi kebijakan pasti lebih
berat.
5. Implementasi kebijakan (Policy Implementation), dalam kaitannya dengan
kebijakan kurikulum dapat dilihat dalam aspek pembelajaran. Implementasi
pembelajaran pada perkembangan kurikulum 1994 sampai 2013 berbeda-
beda. Perbedaannya terletak pada kurikulum 1994 menggunakan sistem
klasikal, kurikulum 2004 lebih menekankan pada dinamika kelompok yang
berorientasi pada hasil dan pendidikan karakter, sedangkan pembelajaran
kurikulum 2006 lebih menekankan pada proses dan menggunakan
pendekatan multistrategi dan multimedia. Untuk pembelajaran dalam
kurikulum 2013 menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan
kontekstual, efektif, efisien dan bermakna.
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6. Langkah terakhir kemudian menuju kepada kinerja atau mencapai prestasi
yang diharapkan, yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja
kebijakan (Policy Evaluation). Pada aspek evaluasi atau penilaian dari
kurikulum 1994 sampai 2013 mengalami perkembangan yang signifikan
dalam pelaksanaannya yaitu berupa variasi waktu dan variasi bentuk
penilaian.
Berdasarkan uraian di atas, implikasi teoritik penelitian ini dapat
dideskripsikan melalui gambar sebagai berikut:
Gambar 6.





















































Kebijakan pendidikan merupakan konsep yang seharusnya diketahui dan
dilakukan oleh masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat belum
memahami sepenuhnya tentang konsep kebijakan pendidikan. Salah satu contoh
kebijakan pendidikan yaitu kebijakan tentang perubahan kurikulum. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa
implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum 1994, 2004, 2006
dan 2013 di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta dilihat dari
beberapa faktor sebagai berikut :
1. Pemahaman Kebijakan Pendidikan (Sekolah) dan Kebijakan Kurikulum
Tidak semua warga sekolah memahami kebijakan pendidikan (sekolah)
dan kebijakan kurikulum. Dalam ranah pemahaman kebijakan, baik kebijakan
sekolah maupun kebijakan kurikulum masih terdapat disharmonisasi
pemahaman antara para pengguna kebijakan atau stakeholder. Belum adanya
keseragaman pemahaman akan mengakibatkan tujuan pendidikan dan hasil
yang ingin dicapai tidak dapat dirumuskan secara jelas dan spesifik.
2. Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan
Kebijakan sekolah terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan meliputi
kebijakan yang dikeluarkan sekolah terkait pelaksanaan kurikulum, dan
pengorganisasian pelaksana kebijakan sekolah terkait kurikulum pendidikan.
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Kebijakan sekolah yang dikeluarkan sekolah terkait kurikulum yaitu
mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, semua warga sekolah harus tahu
persis bayangan kedinasan, melakukan sosialisasi kurikulum, membentuk tim
pengembang kurikulum, membuat rincian tugas/ pembagian tugas, membuat
persiapan dan menyusun draf/ program, melaksanakan kurikulum dan
mengevaluasi pelaksanaan program serta melengkapi fasilitas sekolah demi
menunjang kelangsungan pelaksanaan pembelajaran.
Keberhasilan dari suatu kebijakan sekolah tidak  terlepas dari peran
penting aktor-aktor kebijakan di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta, dimana dalam bekerjasama membutuh kekompakan yang
bertugas dan berfungsi sebagai pembuat atau pemangku kebijakan sekolah,
penanggungjawab, penyambung aspirasi, dan pelaksana yang terlibat
langsung dalam kebijakan sekolah.
3. Implementasi kurikulum 1994, 2004, 2006 dan kurikulum 2013 di Sekolah
SMA Negeri 2 Wates
Pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates dari kurikulum 1994
sampai kurikulum 2013 secara umum berjalan lancar dan baik sesuai pada
pedoman yang berlaku dan didesain khusus untuk SMA Negeri 2 Wates,
Kulon Progo, Yogyakarta. Pada saat ini khususnya dalam pelaksanaan
kurikulum 2013, walaupun menimbulkan pro dan kontra, sekolah tetap
berusaha menanggapinya dengan positif thingking untuk mempersiapkan diri
dan melaksanakannya. Hal itu dikarenakan pergantian atau penyempurnaan
kurikulum merupakan suatu keniscayaan yang harus diberlakukan untuk
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mengikuti perkembangan IPTEK, perkembangan zaman, perkembangan
kebutuhan masyarakat serta perilaku dan metode pengajaran.
B. Saran
Bersumber pada temuan dan kesimpulan penelitian, sebagai bentuk
rekomendasi maka peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak-pihak yang
terkait implementasi kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum, sebagai
berikut :
1. Bagi Pemerintah
Sangat perlu adanya persiapan dan sosialisasi yang matang dan jelas untuk
pelaksanaan kurikulum yang berubah-ubah. Selain itu, hendaknya pemerintah
melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kelebihan dan kekurangan dari
kurikulum sebelumnya, serta untuk pemberlakuan kurikulum baru sebaiknya
digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
2. Bagi Sekolah
Perlu adanya perbaikan pada sistem kinerja guru yang kondusif dan efektif.
Lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Sekolah,
guru dan pemerintah. Sekolah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan
pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan kurikulum baru.
3. Bagi Guru
Guru harus mampu memahami kondisi dan karakteristik siswa dalam proses
pembelajaran, lebih kreatif dalam mengajar, memahami serta mempraktekkan
dengan sungguh-sungguh  kurikulum yang berlaku pada saat itu, dan selalu
memotivasi siswa untuk meningkatkan mutu akademik.
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4. Bagi Siswa
Siswa harus dapat menempatkan diri ketika berada di kelas dan dalam proses
pembelajaran, perlu adanya manajemen waktu yang baik, serta giat mencari
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KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM




Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat lebih mudah
melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai kebijakan
sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates Kulon Progo
Yogyakarta.
B. Identitas Obyek :
1. Nama :
2. Kegiatan :
C. Pedoman Observasi :
Dalam penelitian ini yang diamati antara lain :
1. Mengamati strategi pembelajaran di kelas.
2. Mengamati media pembelajaran yang digunakan.
3. Mengamati fasilitas yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dengan
kurikulum KTSP ini.
4. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam kurikulum KTSP.
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PEDOMAN KAJIAN WAWANCARA KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM
PERUBAHAN KURIKULUM




Pedoman wawancara digunakan agar peneliti dapat lebih mudah
dalam menggali data dari nara sumber sesuai dengan tujuan penelitian
mengenai kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2
Wates Kulon Progo Yogyakarta.






C. Pedoman Wawancara :
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada :
1. KEPALA SEKOLAH (1994 – 2013)
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan pelaksanaan kurikulum (CBSA, KBK, dan KTSP) di sekolah ?
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d. Bagaimana peran dan dukungan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan
kebijakan sekolah tersebut ?
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan
kurikulum?
f. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
g. Menurut kepala sekolah, kurikulum mana yang dirasa lebih baik
digunakan untuk pendidikan ?
h. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi
masukan, proses, dan hasil ?
i. Bagaimana persiapan sekolah dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
j. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
k. Bagaimana tanggapan Kepala Sekolah terhadap kurikulum pendidikan
yang berubah – ubah ?
2. WAKIL KEPALA SEKOLAH (Bidang Kurikulum tahun 1994 - 2013)
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan kurikulum pendidikan ?
d. Bagaimana peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah dalam
pelaksanaan kebijakan sekolah tersebut ?
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(1994/ CBSA) ?
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(2004/ KBK) ?
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(2006/ KTSP) ?
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
i. Bagaimanakah peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah terhadap
pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
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j. Bagaimana peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah dalam
pelaksanaan kebijakan sekolah yang terkait dengan implementasi
kurikulum di sekolah ?
k. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi
masukan, proses, dan hasil ?
l. Bagaimana persiapan sekolah dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
m. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
n. Bagaimana taggapan ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang
kurikulum, terhadap kurikulum pendidikan yang berubah – ubah ?
3. GURU
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan kurikulum pendidikan ?
d. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan
sekolah tersebut ?
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(1994/ CBSA) ?
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(2004/ KBK) ?
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum
(2006/ KTSP) ?
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
i. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan
kurikulum di sekolah ?
j. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
k. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan
sekolah yang terkait dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
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l. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi
masukan, proses, dan hasil ?
m. Bagaimana persiapan sebagai guru dalam menghadapi kurikulum
2013?
n. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
o. Bagaimana taggapan guru terhadap kurikulum pendidikan yang
berubah – ubah ?
4. KOMITE SEKOLAH
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan kurikulum pendidikan ?
d. Bagaimana peran dan dukungan anda sebagai komite dalam
pelaksanaan kebijakan sekolah tersebut ?
e. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
f. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
g. Bagaimana taggapan komite sebagai perwakilan dari orang tua siswa
terhadap kurikulum pendidikan yang berubah – ubah ?
5. SISWA
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
c. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum KTSP ?
d. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait
dengan kurikulum pendidikan ?
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum 2006/
KTSP ?
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f. Bagaimana peran dan dukungan siswa dalam pelaksanaan kebijakan
sekolah tersebut ?
g. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum KTSP di sekolah ?
h. Bagaimanakah peran dan dukungan siswa terhadap pelaksanaan
kurikulum di sekolah ?
i. Apakah dengan perubahan kurikulum dapat memperbaiki mutu
pendidikan di sekolah ?
j. Menurut siswa kurikulum manakah yang dirasa lebih baik digunakan
untuk pendidikan ?
k. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi
masukan, proses, dan hasil ?
l. Menurutmu, mengapa ada perubahan kurikulum ?
m. Menurutmu, kurikulum yang baik itu kurikulum yang bagaimana ?
n. Apakah dengan adanya perubahan kurikulum sudah mampu untuk
mengatasi berbagai masalah pendidikan ?
o. Bagaimana persiapan sebagai siswa dalam menghadapi perubahan
kurikulum 2013 yang akan datang ?
p. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
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PEDOMAN KAJIAN DOKUMEN KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM
PERUBAHAN KURIKULUM




Pedoman kajian pustaka ini digunakan agar peneliti dapat lebih
mudah dalam menggali data dari nara sumber sesuai dengan tujuan penelitian
mengenai kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2
Wates Kulon Progo Yogyakarta.
B. Identitas Obyek :




C. Pedoman Kajian Dokumen :
Pedoman kajian dokumen ini mengenai kebijakan sekolah dalam
perubahan kurikulum 1994 hingga KTSP di SMA Negeri 2 Wates Kulon
Progo Yogyakarta yang tertulis dalam dokumen, meliputi :
1. Buku
a. Latar Belakang Sekolah SMA Negeri 2 Wates.
b. Kebijakan Kurikulum 1994 tingkat SMA.
c. Kebijakan Kurikulum 2004 (KBK) tingkat SMA.
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d. Kebijakan Kurikulum 2006 (KTSP) tingkat SMA.
2. Arsip
a. Profil sekolah.
b. Kebijakan sekolah terkait Kurikulum 1994 di satuan pendidikan
c. Kebijakan sekolah terkait Kurikulum 2004/ KBK di satuan
pendidikan.
d. Kebijakan sekolah terkait Kurikulum 2006/ KTSP di satuan
pendidikan.
3. Program dan Peraturan Sekolah
a. Program pendidikan dalam kurikulum 1994 hingga KTSP.
b. Pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Wates terdapat dalam
kebijakan yang tertulis ataupun tidak dalam kurikulum KTSP.






CATATAN LAPANGAN SMA NEGERI 2 WATES
Observasi 1
Hari : Senin
Tanggal : 11 Maret 2013
Pagi itu sekitar pukul 13.00 WIB, peneliti berkunjung ke SMA Negeri 2
Wates, dengan berbekal surat ijin penelitian dari pemerintah Kulon Progo,
Yogyakarta. Peneliti memberanikan diri untuk bertanya-tanya tentang kebijakan
sekolah. Begitu sampai di sekolah peneliti langsung menuju ruang Tata Usaha untuk
menyerahkan surat, begitu surat ijin penelitian mendapat disposisi dari Kepala
Sekolah peneliti langsung diarahkan untuk mencari Ibu Vipti selaku Wakil Kepala
Sekolah bidang Kurikulum.
Kemudian peneliti menuju ke ruang guru untuk mencari Ibu Vipti. Ternyata di
ruang guru hanya ada satu guru karena yang lain sedang mengajar di kelas, dan
peneliti diarahkan untuk mencari Ibu Vipti di Laboratorium Kimia di samping kanan
lapangan basket sekolah. Selanjutnya peneliti menuju ke tempat yang dimaksud dan
ternyata Ibu Vipti tidak ada di tempat. Di Laboratorium Kimia hanya ada dua guru
yang bernama Bapak Agus Burhan dan Ibu Florensia. Berhubung hari itu tidak bisa
bertemu dengan Ibu Vipti, peneliti melakukan wawancara pertama kali dengan
Bapak Agus Burhan selaku guru Kimia.
Awal mulanya peneliti menyampaikan maksud tujuannya kepada Pak Agus,
dengan senang hati Pak Agus menerima peneliti dengan ramah dan menyatakan
kesiapannya untuk membantu peneliti memperoleh data. Pak Agus juga menanyakan
sedikit tentang judul dan metode penelitian dari peneliti dan peneliti pun memberikan
penjelasan. Setelah mendapat penjelasan dari peneliti tentang judul dan metode
penelitian, Pak Agus pun memberikan sedikit gambaran tentang kebijakan sekolah
dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
Setelah maksud dan tujuan peneliti tercapai peneliti pun memohon ijin untuk pulang.
Observasi 2
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2013
Berdasarkan hasil observasi hari pertama kemarin, hari ini peneliti datang
kembali ke SMA Negeri 2 Wates untuk bertemu dengan Ibu Vipti. Peneliti tiba di
sekolah pukul 08.00, karena hari itu peneliti sedikit terlambat maka peneliti
melakukan observasi saja di depan pintu gerbang  sekolah. Dari gerbang sekolah
peneliti dapat melihat siswa-siswa sedang jam istirahat. Di sisi utara timur lapangan
bola nampak beberapa siswa bermain sepak bola, sedangkan di sisi utara dan barat
lapangan nampak beberapa siswa bercanda ria.
Tidak beberapa lama peneliti melakukan pengamatan kemudian datang seorang
siswa kelas XI IPA yang bernama Irvan Musthofa. Peneliti pun dengan senang hati
pada saat itu juga meminta tolong untuk melakukan wawancara dengan siswa. Dik
Irvan pun mau memberikan informasi mengenai kebijakan yang ada di sekolah SMA
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Negeri 2 Wates terkait kurikulum. Selesai wawancara dengan dik Irvan, peneliti
memutuskan untuk datang lagi di hari lain untuk bertemu dengan Ibu Vipti.
Observasi 3
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Maret 2013
Pada Hari Rabu peneliti berkunjung kembali ke sekolah pada pukul 08.00
WIB. Keadaan sekolah pada waktu itu terlihat sepi karena siswa-siswa yang sudah
disibukkan oleh kegiatan belajar mengajar. Begitu memarkirkan kendaraan peneliti
langsung menghampiri Ibu Vipti yang kebetulan sedang berada di ruang guru.
Kemudian peneliti menyampaikan maksud tujuannya kepada Ibu Vipti, dengan
senang hati Ibu Vipti menerima peneliti dengan ramah dan menyatakan kesiapannya
untuk membantu peneliti untuk memperoleh data nantinya. Ibu Vipt juga
menanyakan sedikit tentang judul dan metode penelitian dari peneliti nantinya,
kemudian peneliti memberikan penjelasan. Setelah mendapat penjelasan dari peneliti
tentang judul dan metode penelitian, Ibu Vipti pun memberikan banyak gambaran
tentang kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2 Wates.
Kemudian peneliti meminta nomor handphone Ibu Vipti untuk koordinasi dan
komunikasi selanjutnya. serta membuat janji untuk wawancara dengan beberapa
pelatih dan siswa.
Pada saat itu juga Ibu Vipti membantu peneliti untuk bertemu dengan dua guru
yang tidak sedang mengajar dan bersedia untuk diwawancarai pada hari itu juga. Ke-
dua guru tersebut bernama Bapak Bambang dan Ibu Suminah. Setelah melakukan
wawancara pada ke-dua guru tersebut, hari itu juga peneliti diberikan beberapa data
yang dibutuhkan tentang kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum dan pada
hari ini juga peneliti dapat mewawancarai Bapak Mudjijono selaku Kepala Sekolah
SMA Negeri 2 Wates. Setelah maksud dan tujuan peneliti tercapai peneliti pun
memohon ijin untuk pulang.
Observasi 4
Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2013
Siang itu sekitar pukul 08.30 WIB, peneliti berkunjung ke SMA Negeri 2
Wates bermaksud untuk mencari informasi tentang kantor komite sekolah dan
menggali informasi dari Komite Sekolah selaku perwakilan dari orang tua siswa.
Begitu memarkir kendaraan, peneliti segera masuk ke pintu utama yang sudah
disambut oleh guru piket dan petugas Tata Usaha (TU). Kemudian peneliti
menyampaikan tujuan kedatangan ke sekolah yaitu mencari Ibu Vipti. Petugas TU
mengarahkan peneliti untuk bertemu Ibu Vipti di ruang guru. Kemudian peneliti
menuju ruang guru dan bertemu Ibu Vipti. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangannya, kemudian Ibu Vipti langsung menghubungkan peneliti dengan Pak
Haryono selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
melalui Handphone. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Pak Haryono, Ibu
Vipti mengarahkan peneliti untuk segera menuju ke Kantor Komite karena sudah
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ditunggu. Sebelum berangkat ke kantor komite, peneliti menyempatkan diri untuk
wawancara pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Wates yang bernama Novi mengenai
kebijakan sekolah yang ada di SMA negeri 2 Wates ini. Selesai wawancara dengan
siswa, peneliti bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke kantor komite dan langsung
bertemu dengan Bapak Haryono. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai
pihak, peneliti kemudian pamit pulang.
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SMA NEGERI 2 WATES KULON PROGO YOGYAKARTA








Sekolah beralamatkan di Jalan K.H. Wakhid Hasyim
Kalurahan Bendungan, Kecamatan Wates, Kota Kulon
Progo, Propinsi DIY. SMA Negeri 2 Wates ini terletak di
tepi jalan raya, di sebelah kirinya berbatasan dengan
kantor koramil kecamatan Wates, di depannya terdapat
kantor Polsek kecamatan Wates dan sebelah kanan
terdapat lapangan sepakbola, Puskesmas, kantor
Kecamatan dan pasar, sehingga SMA Negeri 2 Wates
terletak di tempat yang sangat strategis dan aman.
Memiliki 18 ruang kelas yang hampir seluruh ruang kelas
dilengkapi dengan AC, 1 laboratorium Fisika, 1
laboratorium Kimia, 1 laboratorium Biologi, 1
laboratorium Komputer dengan personal computer 55 unit,
1 laboratorium Bahasa, 1 laboratorium Agama Islam, dan
masing – masing laboratorium tersebut dilengkapi dengan
LCD Projector, selain itu juga terdapat 1 lapangan Olah
Raga yang multifungsi (Basket, Futsal, Badminton, Voley,
dan Pingpong), dan 7 laptop.
Untuk fasilitas penunjangnya memiliki Masjid, Aula,
ruang Sidang, ruang Kepala Sekolah, ruang TU,
Perpustakaan, ruang ganti siswa putri dan siswa putra, 3
kantin sekolah, ruang OSIS, ruang piket guru, ruang
Komite Sekolah, 3 kamar MCK guru/ karyawan, kamar
MCK Kepala Sekolah, 9 kamar MCK siswa, UKS, ruang
BK, alat musik/ band, dan 8 unit tv.
Memiliki 39 guru yang terdiri dari 31 S1, 6 S2, dan 2
Diploma serta memiliki  15 karyawan dimana terdapat 1
orang petugas perpustakaan dan 2 orang karyawan
mengelola teknisi komputer.
Memiliki lingkungan yang rapi, bersih, dan nyaman. Iklim
belajar yang kondusif dengan karakteristik warga sekolah
yang disiplin, ramah, sopan, dan bersahabat. Para siswa








Tersedianya layanan intranet, e-library, LAN, LMS
(Learning Management System) dan Hotspot yang dikelola
oleh karyawan/ petugas komputer dan jaringan sekolah.
guru juga diberi kewenangan untuk ikut mengisi konten –
konten yang ada dengan mengunggah materi pembelajaran
ke dalam LMS sekolah.
Semua kelas menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang masih sedikit – sedikit
diadaptasikan dengan Kurikulum Standar Internasional
dari Cambridge University. Pembelajaran dilaksanakan
dengan Moving Class (Subject-Based Class Room)
Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui pelayanan
konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan
kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir siswa
yang diasuh oleh guru pembimbing dalam 1 jam
pembelajaran setiap minggu dan juga dilakukan melalui
kegiatan ekstra kurikuler wajib 2 jam tiap minggu yang
diasuh oleh guru atau tenaga kependidikan. Adapun
kegiatan ekstra kurikuler yang merupakan pengembangan
diri siswa antara lain Karya Ilmiah Remaja, Kepramukaan,
Olahraga Prestasi, Prestasi Seni, Bahasa Inggris, Desain
Web dan MYOB Acounting, Band Nasyid, dan lainnya
yang tidak terprogram bersifat rutin dilakukan.
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Drs. H. Mudjijono, M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah (tahun 2005 – sekarang)
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari /Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013
Waktu : 12.52 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Kebijakan pendidikan, gimana ya? Saya itu hampir ndak pernah
memperhatikan masalah definisi – definisi seperti itu. Hahaha, tapi isinya apa
saya paham, ada peningkatan mutu, ada pemerataan pendidikan dan lainnya.
Menurut saya ya kebijakan pendidikan itu adalah langkah besar yang ditempuh
dalam bidang pendidikan. Tapi itu kata – katanya itu sudah pas belum ya
mbak? Hahaha. Artinya ya langkah atau kegiatan pokok yang dilakukan di
bidang pendidikan.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Ya sama, jadi kebijakan kurikulum itu juga langkah – langkah yang pokok
dalam bidang kurikulum. Ya tapi itu sudah pas belum niku ? Hahaha.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
pelaksanaan kurikulum (CBSA, KBK, dan KTSP) di sekolah ?
Jawab:
“Kalau saya kebijakannya ya, pertama mengikuti peraturan – peraturan yang
berlaku. Jadi dalam melaksanakan kegiatan sekolah itu tidak boleh
menyimpang dari peraturan yang berlaku saat itu, kedua bahwa semua warga
sekolah terutama guru dan karyawan itu harus tahu persis tentang bayangan
kedinasan. Dan untuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut ya sekolah
menyediakan fasilitas baik itu fasilitas buku bacaan, kegiatan – kegiatan in
house training misalnya mengirim guru dalam kegiatan diklat kurikulum baru
agar guru bisa memahami kurikulum yang berlaku tersebut. Jadi pihak sekolah
memfasilitasi sepenuhnya untuk kemajuan sekolah baik dalam hal pendanaan,
dan lainnya sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah.”
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d. Bagaimana peran dan dukungan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan
sekolah tersebut ?
Jawab:
“Peran saya ya sebagai motivator agar guru – guru dan karyawan sekolah
semangat dalam bekerja, kemudian mengarahkan dalam segala kegiatan
sekolah demi kemajuan sekolah, dan saya juga memonitor berjalannya kegiatan
pendidikan dalam sekolah. Misalnya dalam penyusunan kurikulum dan RPP.
Yang membuat perencanaan sekolah sekiranya itu tugas saya, ya saya lakukan
sendiri karena sudah menjadi kewajiban saya.”
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum ?
Jawab:
“Kebijakan sekolah ya yang utama mengikuti aturan pusat yang berlaku, lalu
memberikan fasilitas kepada semua warga sekolah agar bisa melaksanakan
perubahan kurikulum itu sendiri dengan fasilitas berupa pelatihan, in house
training ataupun hal – hal yang lainnya yang bisa dipelajari dalam hal
kurikulum. Berhubung kemarin sekolah ini RSBI jadi kurikulumnya
menggunakan kurikulum dari standar Dikti dan ditambah mengadopsi
kurikulum dari Cambridge kemudian disinkronkan. Dan sekarang RSBI sudah
ditiadakan maka kurikulumnya menggunakan kurikulum tingkat nasional.
Tetap menggunakan kurikulum KTSP namun yang berbeda hanya muatannya
saja antra RSBI dan tidak RSBI.”
f. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Pelaksanaan KTSP ya berjalan lancar semua, hahaha. Menurut saya sebagian
besar guru dan karyawan sudah melaksanakan kurikulum yang berlaku saat ini
dengan baik, namun memang ada beberapa guru yang belum bisa menerima
perubahan kurikulum atau sulit untuk diatur. Haha, ya sebenarnya mau dan bisa
untuk diatur. Namun kompetensinya susah untuk berubah, ya berubah tapi
sedikit. Sehingga dalam strategi/metode mengajarnya masih menggunakan
kurikulum yang lama kurang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terutama
guru – guru yang sudah tua dan lebih lama di sekolah ini. Itu menjadi salah satu
kendala juga dalam pelaksanaan kurikulum. Untuk guru – guru yang seperti itu
kebijakan yang diambil ya sekolah tetap mendampingi untuk terus belajar
bersama sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau yang namany sudah maksimal
seperti itu ya dikapak – kapake ya tetap seperti itu dan kita harus bersabar
menghadapinya. Mungkin pada saatnya nanti beliaunya pensiun akan ganti
yang baru. Hahaha.”
g. Menurut kepala sekolah, kurikulum mana yang dirasa lebih baik digunakan
untuk pendidikan ?
Jawab:
“Semua kurikulum baik sesuai zamannya. Karena kurikulum – kurikulum
tersebut digunakan sesuai kebutuhan pendidikan pada saat itu, dan kebutuhan
pendidikan dari waktu ke waktu juga pasti berubah sesuai perkembangan
global.”
h. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
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Jawab:
“Kurikulum 1994 itu segala sesuatunya masih bertolak pada peraturan dari
pusat untuk mata pelajaran wajib yang sudah ditentukan. Sekolah boleh
menambahi mata pelajaran yang lain tanpa mengurangi mata pelajaran yang
sudah ditentukan. Jadi semi desentralisasi. Sekolah tidak bisa sepenuhnya
mengembangkan potensi dari sekolah ini sendiri. Sedangkan kurikulum 2004
itukan kemarin masih uji coba jadi belum bisa dilihat apa – apanya mbak.
Untuk KTSP sendiri, ini lah menurut saya kurikulum yang paling baik. Karena
selain berbasis kompetensi juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan
sekolah.”
i. Bagaimana persiapan sekolah dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari kementrian pendidikan dan dinas
pendidikan, menyiapkan SDMnya, dan tentunya menyiapkan sumber daya
yang lain seperti sarana dan prasarana.”
j. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Ya kurikulum 2013 perlu dilaksanakan karena kurikulum itukan selalu
mengikuti perkembangan zaman misalnya perubahan kultur budaya yang
modernisasi, perkembangan IPTEK, tuntutan dunia kerja dan tuntutan
kebutuhan masyarakat , dan masih banyak lainnya. Dan yang dirubah pada
kurikulum 2013 itu baru 3 mata pelajaran ko mbak, yaitu Sejarah, Matematika,
dan Bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang lainnya belum dirubah
kurikulumnya.”
k. Bagaimana tanggapan Kepala Sekolah terhadap kurikulum pendidikan yang
berubah – ubah ?
Jawab:
“Setuju, karena dari waktu ke waktu selalu berubah – ubah kebutuhan
masyarakat. Namun jangan terlalu singkat masa berlakunya. Sehingga dapat
dilihat perkembangan atau hasil kurikulumnya itu apakah baik atau masih
banyak kekurangannya.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Dra. Hj. Vipti. R.N. M.Ed.
Jabatan : WKS Kurikulum (2005 – sekarang)
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari /Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013
Waktu : 09.00 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Suatu keputusan yang dipilih sebagai usaha sadar untuk menentukan suatu
kegiatan – kegiatan atau keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Suatu kebijakan yang dipilih sebagai upaya untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu, dengan menentukan penekanan pokok tujuan pendidikan
tertentu dan strategi implementasi tertentu sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“ Melakukan sosialisasi tentang kurikulum, Membentuk tim pengembang
kurikulum, Membuat rincian tugas / pembagian tugas, Membuat persiapan
dan menyusun draf.”
d. Bagaimana peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah dalam pelaksanaan
kebijakan sekolah tersebut ?
Jawab:
“Berperan secara aktif mewujudkan program sekolah berkaitan dengan
kebijakan kurikulum, mengkoordinir dan memotivasi aplikasi program
tersebut, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Sesuai dengan
Tupoksi Wks. Kurikulum.”




“Pada tahun 2001/2002 sekolah ini itu menggunakan kurikulum 1994 itu lho
mbak, kurikulum 1994 itu diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum
Pendidikan Menengah Umum. nah kurikulum itu kan siap pakai to mbak, jadi
guru – guru di sini tinggal melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada
saat itu ja mbak. Dan kebijakan sekolahnya untuk kurikulum 1994/CBSA
membicarakan dengan guru untuk mencermatinya dan menyesuaikan dalam
pelaksanaanya berdasarkan pedoman – pedoman yang ada dalam
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk melibatkan siswa dalam proses
pembelajaran yang bermakna secara aktif dalam segala aspeknya.”
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2004/
KBK) ?
Jawab:
“Membicarakan dengan guru berkaitan dengan adanya perubahan kurikulum
untuk dicermati dalam pelaksanaan kurikulum yang orientasinya pada
ketercapaian kompetensi siswa melalui kegiatan proses pembelajaran yang
dilakukan untuk mencapai suatu kompetensi.”
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2006/
KTSP) ?
Jawab:
“Membicarakan dengan guru dan komponen lainnya untuk membentuk tim
pengembang kurikulum dengan membuat pembagian tugas untuk menyusun
kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan pedoman penyusunan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)yang telah ditetapkan
pemerintah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku (BSNP). Melaksanakan
program kerja, mengevaluasi dan menindaklanjuti.”
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Berjalan dan terlaksana dengan menyesuaikan pada pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau kurikulum yang berlaku.”
i. Bagaimanakah peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah terhadap
pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Berperan aktif merancang program pelaksanaan, mengaplikasikan program,
mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.”
Jawab:
“Mensosialisasikan kurikulum yang berlaku di sekolah kepada guru – guru
untuk bisa melaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tugas dan
beban mengajarnya.”
j. Bagaimana peran dan dukungan Wakil Kepala Sekolah dalam pelaksanaan
kebijakan sekolah yang terkait dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Sebagai perancang utama, dan memotori serta mengkoordinir untuk
mengaplikasikan, sekaligus mengevaluasi, menindaklanjuti hasil evaluasi
penerapan suatu kurikulum di sekolah ini.”
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k. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
“1994/CBSA
Masukan: pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur
wulan, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang
cukup padat (berorientasi pada materi pelajaran/isi), bersifat populis dan inti,
dalam pelaksanaan kegiatan guru hendaknya memilih dan menggunakan
strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, pengulangan materi yang
dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman, beban belajar
siswa terlalu berat karena kurang relevan dengan tingkat perkembanagn dan
berpikir siswa serta kurang bermakna.
Proses: pembelajaran yang bermakna dan melibatkan siswa.
Hasil: pemahaman konsep untuk mencapai tujuan dengan ketrampilan
pengalaman.”
2004/KBK
Masukan: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara
individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (Learning
Outcomes) dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran
menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan
hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif,
penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan
atau pencapaian suatu kompetensi, pengembangan kompetensi siswa.
Proses: bervariasi penguasaan materi.
Hasil: kompetensi siswa.
2006/KTSP
Masukan: esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih
bercirikan tercapainya paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya
sebuah subject matter) yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi
siswa, berorientasi pada hasil belajar (Learning Outcomes) dan keberagaman,
penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan
yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar
lainnya yang memenuhi unsur edukatif, penilaian menekankan pada proses
dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi,
terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK (versi 2002 dan
2004) bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana
pendidikannya dengan mengacu pada standar – standar yang telah ditetapkan
mulai dari tujuan, visi – misi, dan lainnya, pengembangan kompetensi siswa
secara kalistie.
Proses: berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Hasil: kompetensi siswa yang disesuaikan dengan kondisi sekolah.”
l. Bagaimana persiapan sekolah dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Guru sendiri itu juga sebenarnya persiapannya masih bingung apa yang
harus dipersiapkan. Karena kurikulum itu sendiri juga belum keluar dan
sosialisasi kurikulum yang baru juga belum dilakukan, yang ada baru uji
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publik. Uji publik itu hanya dapat diikuti dari internet, kemudian sosialisasi
yang sepotong – potong tidak memberikan kepastian, apa yang harus
dilakukan guru. Misalnya, guru akan menyiapkan silabus. Tetapi katanya
silabus sudah disiapkan dari pusat. Kemudian RPP itu juga kalau silabusnya
belum keluar otomatis juga belum bisa menyusun RPP. Kemudian juga untuk
sekolah misalnya, mau menyusun struktur kurikulum yang akan berlaku di
2013/2014 ya, itukan juga pasti ragu – ragu orang keputusannya juga belum
keluar. Kemudian juga ini, keputusan yang tentang kurikulum ini seharunya
diikuti dengan keputusan yang dampak dari kurikulum itu. Misalnya tentang
jam yang dapat dihitung sertifikasi atau tidak itukan juga mempengaruhi
kebijakan sekolah dalam menyusun struktur kurikulum. Harusnya itu
keluarnya 1 paket yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun struktur
kurikulum di sekolah. Atau kalau misalnya memang akan diberlakukan ya
segera dikeluarkan yang pasti. Kalau yang diinternet itukan masih uji coba,
otomatiskan belum bisa dijadikan sebagai acuan, apakah ini memang akan
berlaku sejak kapan? Gitu kan mbak. Jadi kurikulum 2013 ini ya belum jelas.
Kami tidak tahu harus mempersiapkan apa. Tapi sementara ya saya sebagai
Wakasek Kurikulum yang saya persiapkan adalah kompetensi inti dan
kompetensi dasar untuk masing – masing Mapel itu sudah saya bagikan
kepada seluruh guru mata pelajaran di sekolah. sehingga beliau – beliau dapat
mencermati kira – kira materi ajar apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian
memotivasi para guru untuk selalu bisa menerima perubahan. Hanya itu yang
bisa dilakukan. Padahal tahun ajaran baru tinggal 1 bulan lagi tapi kami
belum tahu secara konkritnya, masih simpang siur mbak.”
m. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Sekolah menanggapi kurikulum 2013 dengan optimis dan mempersiapkan
diri dengan cara sosialisasi kurikulum 2013, berusaha mencari jalan keluar
terhadap adanya kelemahan dan persoalan yang dihadapi, mengijinkan guru
untuk mengikuti berbagai macam sosialisasi tentang kurikulum 2013.
Maksud dari kata optimis di sini mbak, maksudnya adalah bahwa kami
menganggap kami bisa melaksanakan kurikulum 2013 dengan mudah tanpa
ada kesulitan apapun. Pelaksanaan kurikulum 2013 ini sebenarnya kalau
dipersiapkan lebih masak, sangat bagus. Bagusnya karena sepertinya
kurikulum 2013 ini merupakan lanjutan dari kurikulum CBSA itu. Kalau saya
melihatnya ini mengkoreksi kekurangan dari CBSA dulu dengan cara di sini
guru harus lebih aktif memprepare misalnya di sini ada kegiatan mengamati
dan apa yang harus diamati itukan harus dipersiapkan guru. Ada kegiatan
menanya berartikan guru harus punya pengetahuan lebih tentang hal itu. Jadi
meskipun siswa aktif, guru juga harus aktif di kurikulum 2013 ini. Kemudian
di sini juga beban untuk kemampuan agama atau sikap spiritual tidak hanya
dibebankan pada satu mapel PKn atau Agama tapi semua mapel mempunyai
tanggung jawab untuk mengembangkan religious. Jadi afektif semua mapel
ada, hanya saja menurut saya ini terlalu tergesa – gesa aplikasinya sehingga
belum semua guru menguasai betul jiwa pembelajaran kurikulum 2013 yang
sebenarnya bagus. Untuk pelaksanaannya saya kira belum optimal, karena
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harusnya guru itu dilatih dulu semuanya sehingga paham betul kurikulum
2013 itu jiwanya bisa tertangkap oleh guru. Tapi sudah diberlakukan, selain
itu juga awalnya setiap sekolah yang diberlakukan kurikulum 2013 itu hanya
3 Mapel. Tapi untuk mengaplikasikan kurikulum secara parsial itu tidak bisa.
Masak dalam 1 jenjang yang 3 mapel ikut kurikulum 2013 lainnya ikut KTSP
ya tidak bisa. Nanti dampaknya pada struktuur programnya seperti apa,
rapornya seperti apa, makanya sekolah karena harus mengaplikasikan ya
dengan tekad begini kalau mengaplikasikan secara parsial 3 mapel, hambatan
yang dihadapi tidak dapat saya hadapi. Tapi kalau aplikasinya semua mapel
ya memang ada hambatannya tidak semua guru dilatih. Tapi itu lebih bisa
diatasi meskipun juga belum tentu sempurna aplikasinya. 3 Mapel yang sudah
dilatihkan itu Sejarah, Bahasa Indonesia dan Matematika dan itupun
pelatihannya tidak optimal dari hasil guru – guru yang dilatih itu begitu
mengimbaskan ketemannya dan ada pertanyaan dari temannya itu tidak bisa
menjawab. Berartikan 3 guru itupun belum optimal penguasaannya dan guru
yang lain yaitu dengan cara pengimbasan dan membaca sendiri.”
n. Bagaimana taggapan ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
terhadap kurikulum pendidikan yang berubah – ubah ?
Jawab:
“Tanggapan saya sebagai Wks. Kurikulum, yang namanya
pergantian/penyempurnaan kurikulum adalah suatu keniscayaan yang harus
diberlakukan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perilaku dan metode pengajaran yang setiap saat terus
berkembang. Untuk menyikapi pergantian kurikulum maka yang harus
disiapkan adalah kesiapan guru itu sendiri (apapun kurikulumnya apabila
guru memahami akan esensi dari kurikulum maka tidak akan terjadi
permasalahan), kesiapan sekolah, kesiapan pemerintah dan juga kesiapan
stake holder pendidikan. Jadi ya positif thinking saja terhadap semua
perubahan. Karena hanya dengan perubahan kita dapat mencapai kemajuan,
meskipun perubahan tidak selalu membawa keberhasilan, tetapi perlu
dipahami betul hanya dengan perubahan kita dapat mencapai kemajuan.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Drs. R. Bambang Sumitro, M.Si
Jabatan : Guru SMA Negeri 2 Wates
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari /Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013
Waktu : 10.00 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa program dan
pelaksanaannya.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat tertentu, sebagai
pedoman guru dalam melaksanakan KBM.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Menyusun program untuk melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi
pelaksanaan program.”
d. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
tersebut ?
Jawab:
“Guru sebagai pelaksana langsung kurikulum (menyusun program,
melaksanakan KBM, mengevaluasi) sesuai kebijakan sekolah.”
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (1994/
CBSA) ?
Jawab:
“Mencermati perubahan dalam kurikulum, menyusun strategi atau program
untuk pelaksanaan kurikulum, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan
sebagai penunjang pelaksanaan kurikulum (SDM/guru, buku/sumber belajar
yang lain, fasilitas lain seperti media pembelajaran) sesuai dengan kondisi
dan kemampuan sekolah.”
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f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2004/
KBK) ?
Jawab:
“Mencermati esensi perubahan dalam kurikulum tersebut, menyusun
program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang
menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa yang berorientasi pada
hasil dengan menekankan pada proses dan hasil untuk menguasai suatu
kompetensi.”
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2006/
KTSP) ?
Jawab:
“Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan bersama – sama menyusun
visi dan misi sekolah, menetapkan struktur dan muatan kurikulum,
menetapkan beban belajar, serta mengembangkan silabus setiap mata
pelajaran. Hal ini dilakukan karena KTSP memberikan otonomi sekolah
untuk menyusun rencana pendidikan dengan mengacu pada standar yang
ditetapkan oleh pemerintah.”
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Kepala Sekolah – Guru melaksanakan kurikulum tersebut sesuai dengan
tuntutan/perubahan.”
i. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah ?
Jawab:
“Peran dan dukungan saya sebagai guru terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah adalah melaksanakan kurikulum dengan memperhatikan setiap
perubahan dan kebijakan sekolah.”
j. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Mencermati isi kurikulum, mensosialisasikan kepada guru, mengawasi
pelaksanaan kurikulum, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum.”
k. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
yang terkait dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Mengimplementasikan kurikulum di sekolah sesuai dengan tugas yang
diampu.”
l. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
“CBSA: berorientasi pada tujuan, dimulai dengan penanaman konsep, dan
pembelajaran berpusat pada siswa.
KBK: berorientasi pada hasil (ketercapaian kompetensi siswa), dalam proses
pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan sumber belajar
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guru dan yang lainnya yang mendidik, penilaian menekankan pada proses dan
hasil untuk penguasaan kompetensi.
KTSP: masih seperti pada kurikulum KBK tetapi sekolah diberi kewenangan
untuk menyusun rencana pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah masing –
masing dengan tetap mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah.”
m. Bagaimana persiapan sebagai guru dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Setelah mengetahui perubahan yang ada dalam kurikulum 2013, berusaha
menyesuaikan untuk melaksanakannya.”
n. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Sekolah itukan sebagai pelaksana ya, otomatis kami berusaha untuk positif
thinking aja. Maksud dari kata positif thingking di sini yaitu kami meyakini
bahwa perubahan ini sudah dipikirkan masak – masak oleh pemerintah pusat.
Dan tentu saja positif thinking itu hanya bisa, apa yang harus kami
laksanakan ya akan kami laksanakan. Tetapi ya diharapkan keputusannya itu
segera. Misalnya kurikulumnya, silabusnya kalau memang untuk Mapel –
Mapel tertentu itu buku – bukunya dari pusat, ya bukunya juga segera.
Minimal sosialisasi terhadap guru – gurunya, kalau kepala sekolah mungkin
sudah ya. Jadi guru – guru sebagai stakeholder itu yang akan melaksanakan
kurikulum itu sendirikan harusnya diberi kepastian. Ini lho bukunya, tidak
hanya baru simpang siur seperti itu. Jadi kurikulum 2013 itu benar – benar
belum matang dalam sosialisasi dan penentuannya terutama.”
o. Bagaimana taggapan guru terhadap kurikulum pendidikan yang berubah –
ubah ?
Jawab:
“Kalau perubahan kurikulum itu suatu yang biasa dan memang harus
dilaksanakan karena kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan
perkembangan iptek, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat
mbak.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Suminah, S.Pd., M.Si
Jabatan : Guru SMA Negeri 2 Wates
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari / Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013
Waktu : 11.00 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Kebijakan pendidikan itu adalah suatu kebijakan yang dipilih sebagai usaha
sadar untuk mewujudkan kegiatan – kegiatan dalam mencapai tujuan
pendidikan nasional.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Suatu kebijakan yang dipilih sebagai upaya untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu dengan seperangkat rencana sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Melakukan sosialisasi tentang kurikulum pendidikan, membentuk tim,
membuat rincian tugas atau pembagian tugas, membuat persiapan dan
menyusun draf.”
d. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
tersebut ?
Jawab:
“Berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing –
masing sesuai dengan beban tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah.”
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (1994/
CBSA) ?
Jawab:
“Ya membicarakan dengan guru – guru mbak, untuk mencermatinya dan
menyesuaikan dalam pelaksanaannya berdasarkan pedoman – pedoman yang
ada dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Untuk melibatkan siswa
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dalam proses pembelajaran yang bermakna secara aktif dalam segala
aspeknya.”
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2004/
KBK) ?
Jawab:
“Membicarakan dengan guru – guru berkaitan dengan adanya pembaharuan
kurikulum untuk dicermati dalam pelaksanaan kurikulum yang orientasinya
pada ketercapaian kompetensi siswa melalui kegiatan proses pembelajaran
yang dilakukan untuk mencapai suatu kompetensi.”
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan perubahan kurikulum (2006/
KTSP) ?
Jawab:
“Membicarakan dengan guru dan komponen lainnya untuk membentuk tim
dengan membuat pembagian tugas untuk menyusun kurikulum tingkat satuan
pendidikan berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum KTSP yang telah
ditetapkan pemerintah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu,
kebijakan sekolah kemarin salah satunya juga menambah jam mata pelajaran
tertentu bisa dengan melalui analisis konteks. Misalnya saja seperti
Matematika yang seharusnya dari BSNP itu kalau tidak salah 4 bisa jadi 5
atau 6 karena dengan kondisi di sekolah ini dianggap itu kurang. Apalagi
kemarin sekolah ini sempat RSBI itukan juga ngambil sebagian kurikulum
dari luar itu, jadi melalui analisis konteks perlu menambah jam. Tapi mulai
tahun 2013 ini untuk yang nambah jam itu dibatasi maksimal 4 jam untuk
lefel mata pelajaran untuk UN. Kalau tahun kemarin kan belum. Asalkan
sekolah itu mampu dan melalui analisis konteks. Jadi sekolah mempunyai hak
untuk mengatur sekolahnya sendiri, bahkan untuk kurikulum yang ngadopsi
dari luar pun karena kita kemarin RSBI beberapa tahun itu bisa nambah jam.”
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Berjalan dan terlaksana dengan menyesuaikan pada pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran/kurikulum yang berlaku.”
i. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah ?
Jawab:
“Berperan aktif dan mendukung sesuai dengan beban tugas masing – masing
yang diberikan oleh Kepala Sekolah.”
j. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Mensosialisasikan kurikulum yang berlaku di sekolah kepada guru – guru
untuk bisa melaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tugas dan
beban mengajarnya.”
k. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
yang terkait dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
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“Saya berperan aktif dan mendukung, sesuai dengan kemampuan serta beban
tugas saya untuk mengimplementasikan kurikulum yang berlaku.”
l. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
“CBSA
Masukan: siswa yang diberi kesempatan berkreativitas.
Proses: pembelajaran yang bermakna dan melibatkan siswa.
Hasil: pemahaman konsep untuk mencapai tujuan dengan ketrampilan
pengalaman.
KBK
Masukan: pengembangan kompetensi siswa.
Proses: bervariasi penguasaan kompetensinya.
Hasil: kompetensi siswa.
KTSP
Masukan: pengembangan kompetensi siswa secara kalistie.
Proses: berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Hasil: kompetensi siswa yang telah disesuaikan dengan kondisi sekolah.”
m. Bagaimana persiapan sebagai guru dalam menghadapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Persiapannya seperti yang sudah – sudah, berusaha untuk mengikuti dan
menyesuaikan aja nantinya mbak. Kebetulan untuk kurikulum 2013 saya
belum masuk kelas. Sementara ini Bahasa Indonesia untuk kelas X baru
matrikulasi saja. Tapi kemarin sempat ikut diklat, dengan kurikulum 2013
yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik itu diharapkan bisa lebih
membuat siswa aktif dan materinya juga tidak terlalu banyak dalam satu
semester itu hanya ada tiga tema meskipun itu ada sub – subnya. Jadi
menurut saya lebih menyenangkan dengan didahului untuk membangun
konteks misalnya ada videonya pada tema – tema itu. Kurikulum 2013 ini
sudah di sosialisasikan dan sekolah ini termasuk sekolah sasaran. Yang
termasuk sekolah sasaran di kulon progo ada tiga SMA N 1 Wates, SMA N 2
Wates ini dan SMA N 10 Wates. Yang awalnya baru 3 mapel Sejarah, B.
Indonesia, dan Matematika, tapi terus perkembangan terakhir ini untuk semua
mapel meskipun buku yang turun dari pusat ini baru 3 mapel itu. Bukunya
ada 2 macam, buku siswa dan buku guru. Untuk buku guru itu sebagai
panduan untuk pemberian materi.”
n. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Sekolah menanggapinya dengan optimis dan mempersiapkan diri dengan
cara sosialisasi kurikulum 2013 pada rapat – rapat dan mengijinkan guru
untuk mengikuti berbagai macam sosialisasi tentang kurikulum 2013.”




“Tanggapan saya ya biasa aja mbak, dengan positif thinking. Karena
perubahan itukan adalah sesuatu hal yang biasa dan pasti akan selalu ada
untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Drs. Agus Burhan
Jabatan : Guru SMA Negeri 2 Wates
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari / Tanggal : Senin, 11 Maret 2013
Waktu : 13.31 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Kebijakan pendidikan itu kalau menurut saya adalah cara mencapai tujuan
guna mencapai pendidikan berupa program dan pelaksanaan.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Kalau kebijakan kurikulum itu kegiatan yang dilaksanakan mulai tingkat
tertentu dalam melaksanakan KBM.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Kalau kebijakan kurikulumnya sendiri kan sudah ditentukan dari pemerintah
pusat dan dinas pendidikan. Sehingga tidak bisa diubah lagi mbak, tinggal
kita pihak sekolah menyusun program, melaksanakan kurikulum dan
mengevaluasi pelaksanaan program serta melengkapi fasilitas sekolah sesuai
kebutuhan demi menunjang kelangsungan pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar.”
d. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan dari
sekolah ?
Jawab:
“Sebagai pelaksana kurikulum ya menyusun program, melaksanakan KBM,
dan evaluasi.”
e. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum 1994 (CBSA) ?
Jawab:
“Mencermati program kurikulum dan menyusun program.”
f. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum 2004 (KBK) ?
Jawab:
180
“Kurikulum 2004 itu apa to mbak? Saya ko lupa je. Seingat saya dulu
kurikulum 2004 masih sekedar uji coba yang diterapkan secara terbatas di
sejumlah sekolah atau madrasah. Dan sekolah SMA Negeri 2 Wates ini dulu
masih dalam proses persiapan sedikit demi sedikit untuk menerapkan
kurikulum 2004 tersebut. Namun belum sampai pada pelaksanaan
sesungguhnya dan belum sampai evaluasi, KBK sudah dirubah menjadi
KTSP. Persiapannya di sekolah ya menyusun program, melaksanakan,
mengevaluasi untuk tercapai kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil.”
g. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum 2006 (KTSP) ?
Jawab:
“Kepsek, Guru, dan TU menyusun visi, misi, menetapkan struktur dan
muatan kurikulum, serta beban belajar.”
h. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Untuk pelaksanaan kurikulumnya tentu sesuai dengan kurikulum yang
berlaku dan disusun untuk SMA Negeri 2 Wates, dalam hal sekarang ini
khususnya kurikulum KTSP yang didasarkan pada 8 standar nasional
pendidikan yang termuat dalam PP No. 19 tahun 2005 antara lain ya di situ
ada jurusan IPA dan IPS. Kemudian penambahan jam untuk struktur
kurikulumnya SMA Negeri 2 Wates termasuk lebih banyak dari ketentuan
yang seharusnya. Karena SMA Negeri 2 Wates adalah SMA RSBI yang pada
saat itu diperbolehkan untuk menambah jam lebih dari ketentuan struktur
kurikulum yang ada dalam standar isi.”
i. Bagaimanakah peran dan dukungan guru terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah ?
Jawab:
“Melaksanakan kurikulum dengan perubahan kebijakan sekolah.”
j. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Dan kebijakan sekolah dalam implementasi kurikulumnya merupakan
penyesuaian kurikulum terhadap kondisi lingkungan sekolah. Contohnya :
mencermati isi kurikulum, mensosialisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi,
serta memberikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. jadi kebijakan
dari sekolah hanya sampai pada pelaksanaan kurikulumnya saja. Kalau
kebijakan sekolah yang merupakan aturan inti kurikulum, ya tidak ada.”
k. Bagaimana peran dan dukungan guru dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
yang terkait dengan implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai bidang tugas yang
diampu.”
l. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
“CBSA : kurikulum 1994 ki tentang opo to mbak? Aku ko udah lupa je?
Hahahaha. Tapi ya beda secara garis besarnya. Sak ngertiku CBSA
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berorientasi pada tujuan, penanaman konsep, dan pembelajaran terpusat pada
siswa.
KBK : berorientasi pada ketercapaian hasil, metode bervariasi, penekanan
pada proses dan penguasaan kompetensi.
KTSP : kalau KTSP kompetensi yang diutamakan, berorientasi hampir sama
dengan KBK, namun sekolah diberi wewenang untuk menyusun rencana
pendidikan.”
m. Bagaimana persiapan sebagai guru dalam menghadapi kurikulum 2013?
Jawab:
“Persiapan saya memahami terlebih dahulu esensi kurikulum 2013 dan
menemukan perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 2013. Mencari jalan
keluar untuk mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi. Menerima
perubahan sebagai suatu keharusan dan tentu sudah dipikirkan dengan masak
oleh para ahli.”
n. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Yang jelas kurikulum yang diwacanakan selalu baik, dengan tujuan
melengkapi kurikulum yang lama.”
o. Bagaimana taggapan guru terhadap kurikulum pendidikan yang berubah –
ubah ?
Jawab:
“Sebenarnya berubah itu wajar, tetapi berubah menuju kebaikan tentunya.
Dan untuk perubahan kurikulum itu, wajar – wajar saja selagi disusun untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Namun saya amati perubahan kurikulum ini
hanya sekedar perubahan saja. Tidak melihat dari permasalahan yang dahulu
– dahulu. Dengan kata lain perubahan kurikulum ini tidak ditujukan sebagai
salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang ada.
Justru menciptakan kurikulum baru dengan dampak yang bisa saja muncul
baru lagi.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Bapak Haryono
Jabatan : Ketua Komite SMA Negeri 2 Wates
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari / Tanggal : Selasa, 28 Mei 2013
Waktu : 10.22 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan itu secara umum adalah suatu
tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya program
pembelajaran secara umum baik di lembaga formal maupun non formal.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Kalau kebijakan kurikulum adalah suatu aplikasi yang sudah menjurus ke
arah materi yang akan disampaikan untuk melakukan proses pembelajaran,
jadi sudah mengarah ke materinya. Karena tiap jenjang pendidikan itu pasti
ada kurikulumnya masing – masing untuk mengatur materi pembelajaran
yang menyangkut pelaksanaan akademis.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Jadi kebijakannya seperti ini, untuk SMA Negeri 2 Wates sendiri pada saat
ini sedang mempersiapkan menyongsong perubahan kurikulum, artinya dari
sisi SDM gurunya juga sudah disiapkan tetapi akan melakukan apa juga
belum jelas. Karena mestinya dari pihak pemerintah, sebelum
memberlakukan kurikulum itu sendiri kan harus ada yang namanya
sosialisasi, dan hal itu sudah dilakukan. Tetapi sosialisasi saja itu belum
cukup. Karena yang namanya kurikulum mau diberlakukan harus ada orang
yang sudah memahami terlebih dahulu. Nah orang yang memahami itu perlu
ada yang namanya diklat atau bimbingan teknis tentang kurikulum yang akan
diberlakukan sehingga kalau belum ada orang yang didiklat untuk memahami
makna atau isi kurikulum tentu saja nanti ditingkat sekolah juga kesulitan.
Oleh karena itu dari pihak SMA N 2 Wates sendiri terus terang sedang
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mengutamakan SDMnya. Kalau masalah yang lainnya tentu saja belum
disiapkan karena kita belum melihat isi dari kurikulum itu sendiri, baru
draftnya saja.”
d. Bagaimana peran dan dukungan anda sebagai komite dalam pelaksanaan
kebijakan sekolah tersebut ?
Jawab:
“Kami sebagai pengurus komite terutama mewakili dari seluruh wali murid
SMA N 2 Wates tentu saja mendukung seluruh kebijakan yang terkait dengan
peningkatan mutu. Namun demikian kami juga memiliki hak bertanya,
berpendapat, dan memberikan masukan – masukan yang terkait langsung
dengan apa yang dirasakan oleh wali murid. Karena kami sebagai
penyambung lidah kepentingan masyarakat dan kepentingan sekolah harus
selalu melakukan komunikasi. Sehingga kami memberikan masukan, kritikan
kalau perlu atau memberikan evaluasi tentang penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran yang ada di sekolah. Atau memberikan pertimbangan juga,
sehingga nanti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu sudah sesuai
dengan kurikulum atau belum. Ketika kurikulum yang 2013 ini sedang mau
dilaksanakan tahun ajaran 2013/2014 maka kami sebagai komite ya baru bisa
memberikan masukan – masukan yang sekiranya nanti bisa dipertimbangkan
untuk pengelolaan KBM di sekolah.”
e. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Kalau untuk yang KTSP itu aplikasi atau penerapan kurikulumnya di SMA
N 2 Wates cukup bagus mbak. Bahkan termasuk di dalam penyelenggaraan
KBMnya itu selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Sehingga paling tidak
kurikulum KTSP yang merupakan kewenangan dari sekolah ada perubahan –
perubahan tiap tahunnya. Terutama dalam penentuan kriteria ketuntasan
minimal dalam pembelajaran. Sehingga ada perubahan tiap tahunnya
walaupun hanya mungkin 0,1 atau 0,2 tetapi nilai yang diharapkan dari siswa
setiap tahunnya bisa meningkat. Jadi kalau aplikasi atau penerapan KTSP di
sekolah sudah bagus. Hanya saja ada kemungkinan setelah dievaluasi dari
pihak pengambil kebijakan pendidikan tingkat nasional mungkin itu kurang
pas atau gimana kemudian munculah wacana untuk mengganti kurikulum
2013 itu. Jadi pelaksanaan kurikulum di SMA N 2 Wates itu cukup bagus.
Bahkan jika kami bandingkan dengan sekolah – sekolah yang lainnya lebih
bagus. Bahkan di sana nilai tingkat ketuntasan tiap mata pelajarannya
termasuk tinggi. Rata – rata nilai ketuntasannya 75, bahkan ada mata
pelajaran yang harus memiliki nilai ketuntasan di atas 75. Termasuk untuk
menyikapi kurikulum tersebut, guru – guru yang ada di sana sudah banyak
yang bersiap – siap untuk meningkatkan kualitas mutu melalui kuliah S2. Ya
60% guru di sana berpendidikan S2. Untuk pengadaan evaluasi tiap tahun itu
biasanya dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru, namanya uji publik, jadi
kurikulum ini dirasa masih relevan atau tidak, jika tidak maka dirubah.”
f. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
implementasi kurikulum di sekolah ?
Jawab:
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“Jadi begini, untuk kurikulum yang digunakan di SMA N 2 ini kalau dahulu
waktu masih ada RSBI ada yang namanya kurikulum KTSP plus, plusnya itu
dengan mengadopsi beberapa kurikulum yang berada di luar SMA N 2.
Contohnya ada beberapa kurikulum yang diambilkan dari SMA N 1
Yogyakarta, kemudian ada yang dari Cambridge. Lha waktu pada saat itu ya
sudah berjalan dnegan lancar, sebenarnya kepala sekolah sudah mengambil
kebijakan dengan cara mempersiapkan SDM gurunya itu ada latihan
berbahasa inggris, ada workshop – workshop lain yang bisa menunjang
keterampilan guru. Tetapi setelah RSBI dilepas, dan kita kembali lagi pada
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Tetapi untuk ketuntasan
minimal belajar siswa tetap meningkat setiap tahunnya. Jadi tidak mungkin
turun.”
g. Bagaimana taggapan komite sebagai perwakilan dari orang tua siswa
terhadap kurikulum pendidikan yang berubah – ubah ?
Jawab:
“Kalau anak SMA N 2 saya kira tidak ada pengaruhnya. Jadi kurikulum itu
berubah – ubah tidak akan mempengaruhi siswanya karena didahului oleh
kesiapan gurunya dalam mengajar. Gurunyakan pasti mempunyai pedoman
yang sudah dikaji terlebih dahulu. Sehingga kurikulum itu mau berubah
barangkali hanya merubah materi mengajar, bukan merubah cara mengajar.
Ya kita menyesuaikan dengan program yang ada di kurikulum baru. Tetapi
itu tidak berpengaruh terhadap anak dan wali murid. Kurikulum berubah itu
tidak harus ditanggapi dengan resah karena yang utama bukan kurikulumnya
tetapi belajarnya. Namun kalau bisa kurikulum itu jangan mudah berubah,
kalaupun terpaksa berubah ya harus bisa memahami bahwa yang namanya
perubahan itu pasti akan berdampak pro dan kontra. Tetapi kami
menyikapinya di sekolah tidak perlu galau, yang penting peningkatan mutu
gurunya dulu.”
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HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Irvan Musthofa
Jabatan : Siswa kelas XI
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Maret 2013
Waktu : 08.59 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Kebijakan pendidikan itu seperti opo yo? Nggak tahu, hahaha.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Kebijakan kurikulum itu, kurikulum yang dibuat oleh sekolah untuk
semuanya.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Nggak tahu e mbak.”
d. Bagaimana peran dan dukungan siswa dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
?
Jawab:
“Belajar dengan sungguh – sungguh, tidak datang terlambat ke sekolah
mungkin, nggak datang terlambat, dan mentaati tata tertib sekolah dengan
baik.”
e. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Pelaksanaan yang digunakan di sekolah ini menurut saya si sudah sesuai
dengan kurikulumnya, tetapi khusus mata pelajaran biologi menurut saya
kurang sesuai dengan kurikulum. Karena di jam pelajaran lebih sering cerita
dan nggak nyambung dengan mata pelajarannya.”
f. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
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“1994 lebih mudah masukannya dari kurikulum yang lain, kalau sekarang
KTSP pakai tes mbak di semua jenjang, kalau KBK tu cuma sebentar masih
mirip 1994 hanya terdapat penggabungan saja pada materi pembelajaran.
Untuk hasilnya atau keluarannya 1994 menggunakan EBTANAS, KBK
menggunakan UN dan KTSP Menggunakan UNAS. Kalau saya si enak pakai
EBTANAS mbak karena langsung soal 1 yang membuat dari pusat dan
berlaku untuk seluruh Indonesia, kalau KTSP kan lebih ke regionalnya, jadi
soal pun dibedakan menjadi 4 macam.”




HASIL WAWANCARA MENDALAM DAN OBSERVASI
KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PERUBAHAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(Studi di SMA N 2 Wates Kulon Progo)
Nama : Noviana Rahmawati
Jabatan : Siswa Kelas X
Tempat : SMA Negeri 2 Wates
Hari / Tanggal : Selasa, 28 Mei 2013
Waktu : 09.16 WIB
Pertanyaan :
a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan ?
Jawab:
“Kebijakan pendidikan itu sebuah peraturan dalam sekolah atau yang
mengatur dalam sekolah itu.”
b. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum ?
Jawab:
“Kalau kebijakan kurikulum itu misalnya aja KKM itu berapa, terus peraturan
– peraturan mengenai kurikulum di masing – masing pelajaran itu.”
c. Apa saja kebijakan sekolah yang dikeluarkan Kepala Sekolah, terkait dengan
kurikulum pendidikan ?
Jawab:
“Mungkin peraturan – peraturan yang mengikat, misalnya nggak boleh
bolos.”
d. Bagaimana peran dan dukungan siswa dalam pelaksanaan kebijakan sekolah
?
Jawab:
“Menaati peraturan di sekolah dan mengikuti semua yang di tetapkan oleh
sekolah.”
e. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum di sekolah ?
Jawab:
“Menurut saya dalam pelaksanaan kurikulumnya di sekolah sudah sesuai
dengan ketentuannya atau sesuai standarnya. Namun di sekolah ini itu terlalu
mengekang siswa. Jadi siswa tidak bisa mengembangkan potensi dan
kreativitasnya sendiri. Kalau dalam hal prestasi non akademik, pihak sekolah
kurang mendukung. Jadi kreativitas siswa kurang bisa tersalurkan. Misalnya
saja siswa ingin mengikuti pertandingan futsal dan festival antar sekolah, nah
pihak sekolah tidak mau memberikan dukungan dalam bentuk dana. Jadi
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kalau dalam bentuk dana pihak sekolah kurang mendukung dan siswa harus
mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti perlombaan tersebut.”
f. Bagaimanakah peran dan dukungan siswa terhadap pelaksanaan kurikulum di
sekolah ?
Jawab:
“Dalam pelaksanaan kurikulum, untuk saya dan teman – teman sebagai siswa
ya lumayan tertib mbak dalam menaati peraturan yang ada di sekolah. Kalau
untuk pembelajarannya sendiri itu, di SMA Negeri 2 Wates ini kan sistemnya
moving class, jadinya setiap mata pelajaran lain itu sistemnya pindah kelas
dan setiap jam mata pelajaran biasanya 45 menit. Kalau pergantian jamnya
itu seharusnya kan ada waktu 5 menit untuk moving, tapi terkadang siswa itu
memanfaatkan untuk ke kantin atau mainan. Jadi kadang waktunya molor
sampai 15 menit gitu mbak. Kadang siswa yang seperti itu ada guru yang
marahin atau di SMA ini ada guru yang bertugas sebagai pengawas ketertiban
sekolah jadi langsung ditegur suruh ke kelas.”
g. Bagaimanakah perbandingan antar kurikulum jika dilihat dari segi masukan,
proses, dan hasil ?
Jawab:
“Nggak tahu e mbak.”
h. Bagaimana persiapan sebagai siswa dalam menghadapi perubahan kurikulum
2013 yang akan datang ?
Jawab:
“Kalau saya sendiri si enak – enak saja mbak, terserah mau ganti kurikulum
atau tidak yang penting saya sekolah. Karena perubahan kurikulum itu nggak
terasa mbak.”
i. Bagaimana sekolah menanggapi kurikulum 2013 ?
Jawab:
“Kalau yang saya dengar dari pihak sekolah si ya mengeluh, ko
kurikulumnya gonta – ganti nggak konsisten dan membingungkan. Dan Mata





SMA NEGERI 2 WATES KULON PROGO YOGYAKARTA
Gambar 1. Gambar 2.
Gerbang Sekolah Taman Teras Sekolah
Gambar 3. Gambar 4.
Denah Sekolah Joglo Sekolah
Gambar 5. Gambar 6.
Kondisi Laboratorium Kimia Kondisi Laboratorium Agama
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Gambar 7. Gambar 8.
Kondisi Laboratorium Komputer Kondisi Ruang Seni
Gambar 9. Gambar 10.
Visi dan Misi Sekolah Prestasi Sekolah
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Gambar 13. Gambar 14.
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Kegiatan Belajar Mengajar
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LAMPIRAN 5.
SURAT – SURAT KEPUTUSAN
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